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Pengaruh Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian
terhadap Keputusan Pembelian Kedai Kopi Kulo Cabang
Metland Gleungsi: Studi Kasus Pelanggan Kedai Kopi Kulo
Cabang Metland CGleungsi

Dian Putri Ariyani* Asim S.Sos., M.Si*

Fakultas Manajemen dan Bisnis
Universitas Respati Indonesia

E-mail Kontributor: acim_madul @yahoo.com

ABSTRACT

This research is done with the aim to find out if there is an influence on product quality and sales promotion to
buying decision at Kulo coffee shop Cileungsi Metland branch. This study uses three istrumen, namely instruments
Product Quality (XI), Sales Promotion (X2) andBuying Decision (Y) The method of research used is quantitative
method using the survey method. The population and samples in this study amounted to 100 respondents using
random sampling techniques.Questionnaires are the primary instrumentsfor collecting primary data. Analysis of
research using SEM (Structural Equation Model).The findings ofthis study are Product quality has significant
effect on Buying Decision, Sales Promotion has significant effect on Buying Decision, Products and promotion
together have a significant effect on the Buying Decision to maintain a Coffee Shop at Kulo coffee shop in Cileungsi
Metland branch Brothers must certainly pay moreattention to the quality of the products offered to customers, at
the appropriate price so that the company's goalto increase Buying Decision can be achieved.

Keywords: Product Quality, Sales Promotion, and Buying Decision.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam dunia bisnis secara umum pema-
saran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang
menyadari bahwa perusahaan tidak dapat
bertahan tanpa adanya transaksi pembelian.
Perusahaan harus memasarakan suatu pro-
duk atau jasa yang diproduk kepada pelang-
gan agar bertahan dan dapat bersaing dengan
perusahaan lain. Dengan begitu perusahaan
dapat bersaing dipasaran, sehingga pelang-
gan memiliki banyak alternatif pilihan pro-
duk sebelum melakukan keputusan pembe-
lian yang ditawarkan.

Perusahaan dituntut dapat menawarkan
kualitas produk yang paling terbaik atau yang
paling unggul dari pesaing melalui promosi
penjualan, sehingga dapat meningkatkan

minat beli pelanggan terhadap produk yang
ditawarkan. Dari sinilah produsen harus
mempertahakan kesediaan produk dan kece-
patan perputaran barang, serta memperbaiki
dan menunjukkan kualitas bahan, keseimban-
gan posisi, ciri khas rasa, proses produksi,
kemasan, dan konsisten kualitas, serta citra
merek dan lain-lain agar menunjang proses
pengambilan keputusan.

Sebelum pelanggan membeli suatu produk
akan mencari kualitas produk yang paling
terbaik, pengalaman kualitas dan bukti kuali-
tas dari perusahaan yang diketahui oleh pe-
langgan akan menjadi referensi dalam hal
melakukan keputusan pembelian yang dituju.
Tujuan kualitas produk adalah agar produk
yang dijual lebih disukai pelanggan, sehingga
lebih memacu pada penjualan produk. Semua
itu demi harapan menciptakan suatu kesan



positif atas suatu produk dimata pelanggan
dengan tujuan akhir dengan tindakan pembe-
lian.

Promosi penjualan (Sales Promotion) me-
rupakan metode penghubung produk dengan
pelanggan, bukan hanya sekedar mencipta-
kan tingginya volume penjualan jangka
pendek yang bersifat temporer, promosi pen-
jualan perlu memperkuat posisi produk
tetapi juga membangun hubungan jangka
panjang terhadap pelanggan.

Promosi yang dilakukan oleh Kedai Kopi
Kulo yaitu dengan melakukan suatu perik-
lanan melalui berbagai media sosial dalam
memasarkan dan mengenalkan produk yang
dikeluarkan oleh Kedai Kopi Kulo. Periklanan
tersebut dilakukan untuk menarik pelanggan
agar pelanggan berminat dan tertarik agar
atas produk yang ditawarkan oleh Kedai Kopi
Kulo. Apabila pelaksanaan promosi tidak op-
timal, maka menstimulasi pembelian produk
kopi Kulo pun menjadi kurang optimal dan
ruang lingkup produk Kopi Kulo bukan hanya
sebatas media sosial melainkan untuk mem-
perluas pangsa pasar.

Proses keputusan pembelian adalah suatu
keputusan yang diambil oleh seorang calon
pembeli menyangkut dengan kepastian akan
membeli atau tidaknya, dan proses tersebut
dimulai dengan memahami adanya masalah,
pencarian informasi, evaluasi alternatif,
keputusan pembelian, dan perilaku pasca
pembelian. Dalam melakukan pembelian, ada
2 faktor yang mempengaruhi, perilaku pem-
belian tersebut. Jelasnya ialah, karena adanya
perbedaan personalitas seperti konsep diri,
persepsi subyektif pelanggan terhadap infor-
masi,barang dan situasi pembelian.

Ketertarikan penulis meneliti Kedai Kopi
Kulo karena suatu produk selalu memper-
hatikan kualitas produk yang sudah di stan-
darkan oleh pihak ownernya sehingga pro-
duk yang ditawarkan mudah diterima dengan
harga yang terjangkau. Semua itu dilakukan
untuk memberi kepuasan bagi calon pembe-
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linya dengan cara menawarkan promosi pen-
jualan dari berbagai media iklan. Untuk itu
penulis melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Pen-
jualan terhadap Keputusan Pembelian Kedai
Kopi Kulo Cabang Metland Cileungsi: Studi
kasus: Pelanggan Kedai Kopi Kulo Cabang
Metland Cileungsi.”

LANDASAN TEORI
Pengertian Kualitas Produk

Menurut Kotler yang diterjemah oleh Hen-
dra Teguh dan Roni A. Rusli (2002: 67) men-
yatakan bahwa : “Kualitas produk adalah ke-
seluruhan ciri serta sifat dari suatu produk
yang berpengaruh pada kemampuan untuk
memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau
tersirat”.

Sedangkan menurut Goetdch dan Davis
(2002: 4) menyatakan bahwa : “Kualitas pro-
duk adalah suatu kondisi dinamis yang ber-
hubungan dengan barang, jasa, manusia, pro-
duk, dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan™.

Pengertian Promosi Penjualan

Promosi juga digunakan perusahaan un-
tuk menginformasikan manfaat dari suatu
produk. Terdapat beberapa pengertian pro-
mosi menurut para ahli :

Menurut Hermawan (2012: 38) penger-
tian promosi adalah : “Promosi adalah salah
satu komponen prioritas dari kegiatan pema-
saran yang memberitahukan kepada kon-
sumen bahwa perusahaan meluncurkan
produk baru yang menggoda konsumen un-
tuk melakukan kegiatan pembelian”.

Sedangkan menurut Daryanto (2011: 94),
pengertian promosi adalah : “Promosi adalah
kegiatan terakhir dari marketing mix yang
sangat penting karena kebanyakan pasar le-
bih banyak bersifat pasar pembeli dimana
keputusan terakhir terjadinya transaksi jual
beli sangat dipengaruhioleh konsumen”.
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Pengertian Keputusan Pembelian

Dari aspek pengaruh kognisi dilibatkan
dalam pengambilan keputusan konsumen,
termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan
yang diaktifkan dariingatan serta proses per-
hatian dan pemahaman yang terlibat dalam
penerjaman informasi baru dilingkungan dari
pengambilan keputusan konsumen
(consumer decision making).

Menurut Suharno (2010: 96) keputusan
pembelian adalah tahap dimana pembeli te-
lah menentukan pilihannya dan melakukan
pembelian produk, serta mengkonsumsinya.
Pengambilan keputusan oleh konsumen un-
tuk melakukan pembelian sutau produk dia-
wali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan
dan keinginan.

Sedangkan keputusan pembelian menurut
Kotler yang diterjemahkan oleh Hendra
Teguh dan Roni A. Rusli (2010: 204) yaitu :
“Keputusan pembelian adalah serangian
proses yang dilalui konsumen dalam memu-
tuskan tindakan pembelian”.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian
kuantitatif, dengan teknik analisis data Struc-
tural Equation Model (SEM). Dalam konteks
penelitian ini, sebagai variabel bebasnya
adalah Kualitas Produk, Promosi Penjualan,
sedangkan variabel terikatnya adalah Kepu-
tusan Pembelian.

Structural Equation Modeling yakni se-
buah evolusi dari model persamaan berganda
yang dikembangkan dari prinsip ekonometri
dan digabungkan dengan prinsip pengaturan
dari psikologi dan sosiologi menurut Ghozali
(2008) Tahap perhitungan PLS menggunakan
2 model yakni Model Pengukuran (Outer
Model) dan Pengujian Model Struktural (Inner
Model).

Populasi dan Sampel

Menurut Suharsimi Arkunto (2002) men-

gatakan bahwa populasi adalah keseluruhan
subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugi-
yono (2011: 119), populasi dapat didefinisi-
kan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri
dari obyek atau subyek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang
dipersiapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pendapat diatas populasi dalam
penelitian ini adalah untuk variabel Kualitas
Produk dan Promosi adalah seluruh pelang-
gan Kedai Kopi Kulo cabang Metland
Cileungsi pada periode bulan November 2019
hingga Januari 2020.

Teknik sampling yang digunakan adalah
non probability sampling dengan cara sam-
pling insidental. Menurut Sugiyono (2014:
120), non probability sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak memberikan
peluang atau kesempatan sama bagi setiap
anggota populasi untuk dipilih menjadi sam-
pel.

Sedangkan sampling insidental adalah tek-
nik penentuan sampel berdasarkan kebetu-
lan, yaitu siapa saja secara kebetulan atau in-
sidental bertemu dengan peneliti dapat
digunakan sebagai sampel, bila dipandang
orang yang kebetulan ditemui itu cocok seba-
gai sumber data, Sugiyono (2014:122).

Jadi untuk penentuan sampel mengguna-
kan sampling insidensial, sehingga sampel da-
pat ditentukan sebanyak 100 orang pelang-
gan Kedai Kopi Kulo cabang Metland
Cileungsi untuk variabel kualitas produk (X1)
dan Promosi (X2), dan untuk variabel Kepu-
tusan Pembelian adalah pelanggan Kedai
Kopi Kulo cabang Metland Cileungsi.

PEMBAHASAN

Data digunakan dari Kedai Kopi Kulo ca-
bang Metland Cileungsi yang beralokasi Ruko
PTM III Metland Transyogi, JI. Metland No.5,
Limus Nunggal, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa
Barat 16820.

Karakteristik Responden



Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Ne Jenis Kelamin Frekuens. | Persentase
T Lak-hE I A%,
2__ Perempuan 55 56%
Tofal 100 100%:

Dari Tabel 1, mayoritas responden dari
segi jenis kelamin adalah perempuan seban-
yak 56%, sedangkan laki-laki sebanyak 44%.
Responden penelitian mayoritas perempuan
dikarenakan mayoritas pelanggan adalah
perempuan.

Analisis Uji Instrumen
Uji Validitas
Apabila r-hitung lebih besar daripada r-

Tabel 2. Uji Validitas Variabel

Indikatar | -hitumg | rtabel | keterangan
KPR 058 0.195 | Drop
KFR2 AT 0195 | Drop
KPR 0| 0195 |Vakd
KPR 153 | ©.195 | Crop
KPRS 483 | 0195 [Vakd
KFPRE 38| 9195 | Vakd
KFRT 082 | 0185 | Drop
KPRE 200 | ©.195 |Vakd
KPRE 250 | 0195 | Vakd
KPRID 35 | 0195 [Vald
PRI 354 0,195 | Vald
KPRI1Z 37| 0195 | Vakd
KPR13 473 | 0185 |Vakd
KPR14 158 | 0,195 | Drop
HPRIE g7a | 0,195 | Drap
KPRI16 205 | 0.195 | Vakd
KFRIT 185 | 0185 |Drop
HPRI1B - 56 0.195 | Drop
T 043 0,195 | Drop
KPR2D 203 | 0195 |Vakd
HPR21 a2 0.195 | IDrop
KPR22 454 | 9195 | Vald
HEREE 3| 0,195 |Vaid
KPRI4 2| 901595 |Vakd

tabel = 0,195 atau lebih (Tabel 2), maka dari
dapat terlihat variabel kualitas produk dari
24 item pernyataan yang valid sebesar 14
dan item pernyataan yang drop terdapat 10
item, pernyataan instrumen dinyatakan valid
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dan bisa dipakai untuk analisis selanjutnya
yang tidak valid di hapus untuk tahap analisis
selanjutnya.

Uji Reliabilitas
Hasil dari reliabilitas instrumen Kualitas
Produk adalah sebesar 0,726, Promosi Pen-

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel

¥arabel cronbacn | Niks Keterangan
Alpha Hitis,
HUAIMAE Proaus (i) 0,726 0,500 Rebabel
Promos Penjualan (%:) 0,807 0,500 Relabel
Feptusan Fembelizn () 0.5318 0.G500 Relabel

jualan adalah sebesar 0,807, Keputusan Pem-
belian adalah sebesar 0,818. Dari ketiga in-
strumen tersebut semua memiliki nilai cron-
bach's alpha lebih besar dari 0,6 yang din-
yatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

Pengujian Quter Model (Model Pengu-
kuran)

Model penelitian ini akan dianalisis meng-
gunakan metode Partial Least Square (PLS)
dan dibantu dengan software SmartPLS 3.0.
PLS merupakan salah satu metode alternatif
Structural Equation Modeling (SEM).

Convergent Validity

Menurut Hair et al (1998) untuk pemerik-
saan awal dari matriks loading factor adalah
kurang lebih 0,3 dipertimbangkan telah me-
menuhi level minimal, dan untuk loading fac-
tor kurang lebih 0,4 dianggap lebih baik, dan
untuk loading factor lebih besar 0,5 secara
umum dianggap signifikan. Dalam penelitian
ini batas loading factor yang digunakan sebe-
sar 0,7. Setelah dilakukan pengolahan data
dengan menggunakan SmartPLS 3.0 hasil
loading factor.

Discriminant Validity

Suatu model pengukuran memiliki dis-
criminant validity yang baik apabila korelasi
antara konstrak dengan indikatornya lebih
tinggi daripada korelasi dengan indikator
dari konstrak blok lainnya. Setelah dilakukan
pengolahan data dengan menggunakan
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Gambar 1. Pengujian Outer Model
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Outer model selain diukur dengan menilai
convergent validity dan discriminant validity
juga dapat dilakukan dengan melihat reli- Cronbach’s Alpha
abilitas konstrak atau variabel laten yang diu-
kur dengan nilai composite reliability. Kon-
strak dinyatakan reliabel jika composite reli-

ability mempunyai nilai > 0.7.
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Uji reliabilitas dengan composite reability
di atas dapat diperkuat dengan menggunakan
nilai cronbach’s alpha. Suatu variabel dapat



Tabel 6. Composite Reliability (a)

Vananel Composite Rehability
Hualitas Produk (X1) 0§75
Promos] Penjualan (X:) nexs
KepUiuzan Fembelan () D823

Tabel 7. Composite Reliability (b)

Varabel Cronbach's Alsha
KLRIAs Frome (%) naTn
Fromaos| Fenpalan (Xz) U.Ewe
Eeputusan Pembelan () 0.895

alpha > 0,7.
Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Setelah pengujianouter model yang telah
memenuhi, berikutnya dilakukan pengujian
inner model (model structural). Inner model
dapat dievaluasi dengan melihat r-square
(reliabilitas indikator) untuk konstrak de-
penden dan nilai t-statistik dari pengujian
koefisien jalur (path coefficient).

Uji Path Coefficient

Chin menyebutkan hasil R? sebesar 0,67
ke atas untuk variabel laten endogen dalam
model struktural, mengindikasikan pengaruh
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variabel eksogen (yang mempengaruhi) ter-
hadap variabel endogen (yang dipengaruhi)
termasuk dalam kategori baik. Sedangkan
jika hasilnya sebesar 0,33 — 0,67 maka terma-
suk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya
sebesar 0,19 — 0,33 maka termasuk dalam
kategorilemah.

Uji Hipotesis
Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan
dengan melihat nilai 7-Statistics dan nilai P-

Tabel 8. R-Square

Nilal R-Square Variabel
Promesi penyalan 0334
KepuIsEn pameelan 551

Hilal B-Square

Tabel 9. Hipotesis
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Gambar 2. Pengujian Inner Model
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Values. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan
diterima apabila nilai P-Values < 0,05.

PENUTUP

Setelah melakukan analisis data dan
pembahasan tentang Kualitas Produk dan
Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pem-
belian pada Kedai Kopi Kulo cabang Metland
Cileungsi, maka penulis dapat mengambil ke-
simpulan:

Kualitas Produk dan Promosi Pen-
jualanterhadap keputusan pembelian sebesar
0,543dan t-statistik yaitu sebesar 7,734. Dari
hasil ini dinyatakan t-statistik signifikan.
karena >1,96 dengan p-value <0,05 sehingga
hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut
membuktikan bahwa Kualitas Produk dan
Promosi Penjualanterbukti memiliki penga-
ruh positif terhadap keputusan pembelian.
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ABSTRACT

Education is needed for humanity so life can change for the better, intelligent, noble character, become a whole human
being and enhance human dignity towards high civilization. Quality education can help in personal problem solving,
community, state and humanity. To prevent the spread of Covid 19 President Joko Widodo created a Work, Study and
Worship Policy from home - Work from Home / WfH-. The policy was initially followed by uncertainty in the commu-
nity. However, due to the policy, it raises new awareness related to the direction of education. First, there is an affir-
mation that the main education is the family (prime), educators and the true school as a facilitator. Second, awareness
of education towards the substantive, education from the heart. Education is not just a discourse, a desire, but educa-
tion is a learning achievement and is realized unified in students. The third, the awareness, that the use of Internet-
based information technology is not separated let alone prohibited. Internet technology is used in conjunction with the
education process.

Keywords: Education, Covid-19, New Awareness, Internet-Based Technology, Positive Thinking

INTRODUCTION

Education is needed for humanity so life
can change for the better. To make the whole
human being, humanize humanity to be
intelligent, noble in character, and improve
the dignity of human life towards a better
civilization. Education can ideally help in
solving problems faced by students. If
education is not able to make students from
the level of early childhood education to
tertiary institutions unable to solve their life
problems properly, quality and civilized, then
there is a basic question, what exactly does
education do? What is the process?

Issues are often associated with issues of
changing policy. Changes in policy in
education began with the replacement of the
highest Education leader at the Ministry level,
namely the Minister of Education. Likewise
with Nadiem Makarim from the previous
Minister of State M. Natsir. Every change of
minister cannot be denied any change in
Education. National education changed
following the New Minister, although this
new minister actually continued the
leadership of the previous Ministry of

Education, but a new thing will be born in
formulating, planning and directing
Education. Such conditions will produce
change, with the new education policy.

In addition to the changes due to the
Substitution of the Minister of Education,
today there is also a new reality with the
corona 19 Virus (Covid 19). There is a new
reality, that health problems can 'force' new
policies in education. Covid 19 has demanded
not only the Government of Indonesia, but
also almost all Governments in the world for
the need for new directions in managing and
carrying out Education from Early Childhood
Education to Higher Education.

Statement of the President of the Republic
of Indonesia, Ir. Joko Widodo in the
framework of anticipating the spread of
Covid 19 at the Bogor Palace, emphasized
that the policy for productive activities from
home needs to be done to reduce the spread
of the corona virus or Covid-19. Meanwhile,
the activity was mainly related to work,
study, and also worship at (from) the house
(Kompas, Monday; 3/16/2020).

President Joko Widodo's policy initially



raised big questions, especially in the
manner, technique and process, but day after
day related to time could change the work
patterns and learning of Indonesian people.
The policy was later supported by "Work
from Home / Wfh". Policies related to all
activities carried out from the house, also
included in the Learning and Teaching
Process. The statement was reinforced by the
statement of the Prophetel Makarim, Minister
of Education of the Republic of Indonesia that
Participants should learn from home.
Education Policy in order to anticipate the
Spread of Covid 19 has given new awareness
related to education.

LITERATURE REVIEW
Philosophy of Education

In studying education there is a basic
science, namely Padagogik. Education in the
form of soul and its contents in order to meet
the basic requirements of the concept and
function, requires a foundation that is the
basis of philosophy. Philosophy asks
questions and investigates the realities and
experiences that are abundant in education.
Philosophy and education have a close
relationship with each other, because these
problems are in the environment of these two
disciplines. Education in the development of
its concepts, among others, uses the basics of
the two concepts, namely philosophy

Education cannot be separated from
Education  Philosophy.  Philosophy  of
education is the basis of how education really
is. If people see only from the outside without
a deep thought about education, then it is
actually difficult for people to understand
what is meant by education, especially how it
runs the education process. To know clearly
about education it is necessary to start from
understanding the philosophy of education.

From the philosophy of education, there is
the conception of education Ki Hadjar
Dewantara proposed several educational
concepts to realize the achievement of
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educational goals, namely the Three
Education Center: (1) family education; (2)
education in the realm of teaching; and (3)
education in the realm of youth or society
(Suparlan, 2015).

Judging from the conception of Ki Hajar

Dewantara's Education, the Family
Environment is an  important. The
environment is an environment where

students spend a lot of time. Therefore, the
success of education is actually very much
determined by the role of the family. The role
of the family becomes the main thing while
the others are actually as supporters,
facilitators and media to succeed in life.

In the process of educating the role of the
family is very primary and fundamental. The
success of an educational process cannot be
released because of this. The task of the
family is very urgent, which is to create an
atmosphere in the family that continues the
process of education (continues progress) in
order to give birth to the next generation
(offspring) who are intelligent and moral
(good character). Both in the eyes of parents,
and society. Strong foundations of education
begin with education in the family, a solid
foundation in living a tough life, and broadly
for the journey of the next human -child
(Jailani, 2014).

In Learning from home it is necessary to
achieve these learning objectives, it is neces-
sary to provide meaningful learning to stu-
dents (students) and is supported by teaching
materials and adequate learning media. This
is in accordance with Prastowo (2012) which
states that learning material in the context of
learning is one component that must be pre-
sent, because learning material is a compo-
nent that must be studied, examined, studied
and used as learning material.

Learning material is a component of the
message content in the curriculum that must
be delivered. This component has various
forms of messages, some in the form of facts,
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concepts, principles / rules, procedures, and
problems. This component acts as a material
that needs to be mastered in the learning
process. When learning is carried out a pro-
fessional educator needs to understand the
characteristics of the contents of the learning
message, learning interactions, online class-
room management, the selection of teaching
materials and learning media as well as the
evaluation tools used (Tri Asih Wahyu Har-
tati, Herman Kusdianto,2019).

Medium of Education

In education sometimes there are people
who are confused by what is called a school.
Moreover, there 1is an informal school
(community), formal school (school) and non
-formal school (training). Not to mention
there is currently offline and online / online
education through Internet-based Technol-
ogy, Distance Learning. Confusion is caused
by the complexity of the education world.

Education people often confuse it with
schooling. Many think of places like schools
or colleges when seeing or hearing the word.
They might also look to particular jobs like
teacher or tutor. The problem with this is that
while looking to help people learn, the way a
lot of schools and teachers operate is not nec-
essarily something we can properly call edu-
cation. They have chosen or fallen or been
pushed into ‘schooling’ — trying to drill learn-
ing into people according to some plan often
drawn up by others. Paulo Freire (1973) fa-
mously called this banking — making deposits
of knowledge. Such ‘schooling’ too easily de-
scends into treating learners like objects,
things to be acted upon rather than people to
be related to.

In the development of Education in the 4. O
era, especially the Covid 19 period was
marked by the Development of Internet-
based Information Technology. The develop-
ment of internet-based technology has made
people's lives online. Internet-based commu-
nication, information technology is in the

hands of each Indonesian - Indonesian family.
With this technology, people can ask Maps
and go anywhere with the Google maps,
guide, people can ask something to Google
'Mbah Google', people can cook and every-
thing else with guide Youtube.

Since Covid Pandemics 19 people can do
Video Conference / VC through the Zoom our
application, and Washap on a broad scale.
There are many other media that can be used
as new learning media, such as; line, MS
Teams, Hangouts and also can search, make
your own, such as video recording and then
sent to students to be used as learning mate-
rial.

Hearth in Education

Education actually has a heart. As humans
have a heart, a pendulum to see truth and
honesty. In education, it needs to be from the
heart with a heart, then education leads to
better things, more quality in order to be-
come a whole person, playing for themselves,
society, the country and others. Education
can also elevate human degrees and dignity
to a high degree. Education can be an enlight-
ening and intelligent life, so that people can
solve any problems they face as
well. Education actually has a heart. As hu-
mans have a heart, a tools to see truth and
honesty. In education, it needs to be from the
heart with a heart, then education leads to
better things, more quality in order to be-
come usefull, for themselves, society, the
state and others. Education can also elevate
human degrees and dignity to a high degree.
Education can be an enlightening and intelli-
gent life, so that people can solve any prob-
lems they face as well.

Education is a process of inviting truth and
possibility, of encouraging and giving time to
discovery. It is, as John Dewey (1916) putit, a
social process — ‘a process of living and not a
preparation for future living’. In this view
educators look to act with people rather on
them. Their task is to educe (related to the



Greek notion of educere), to bring out or de-
velop potential. Such education is:

» Deliberate and hopeful. It is learning we
set out to make happen in the belief that
people can be more’;

» Informed, respectful and wise. A process of
inviting truth and possibility.

« Grounded in a desire that at all may flour-
ish and share in life. It is a cooperative and
inclusive activity that looks to help people
to live their lives as well as they can.

* In what follows we will try to answer the
question ‘what is education? by exploring
these dimensions and the processes in-
volved.

METHOD

This research is descriptive qualitative.
Data obtained through observation and lit-
erature review. The data is then processed
inductively from the general to the specific to
address the problem of the awareness of the
New Education in the Covid 19. This Re-
search would explain the awareness of the
new direction of the Covid 19.

In this study includes three stages, namely
field, field work, data analysis, and interpre-
tation. Data validity checking techniques used
in this study include extended observations,
caution perseverance, investigator triangula-
tion (cross literature checking), and detailed
descriptions (Hadi, 2016).

Research stages, 1) observing news related
to Covid 19 and the development of the Inter-
net-based community "online society", 2) ob-
serving education and learning policies since
Minister Nadiem Makarim was elected by
President Joko Widodo as Minister of Educa-
tion, 3) Researchers read writings and jour-
nals related to education, 4) data validation is
done by comparing with sources, observa-
tions and reflections, and 5) data from obser-
vations and reading the literature is written
in the results of research
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RESULT AND DISCUSSION

Education can not be separated from
Thought deeply about education itself. In-
depth thinking about education means educa-
tion cannot be separated from the philosophy
of education. With the philosophy of educa-
tion the conception and strategy of education
will be born including in this case the design
and learning model that will be implemented.

Educational philosophy is the direction,
the basis for the collection of education in In-
donesia. One cannot answer what education
is, what school is and what must be done in
bold learning or without online should be
based on the philosophy of education. Educa-
tion at the ideal level, there is a Learning
process. If education is merely educated then
philosophy, education loses.

With the philosophy of education, educa-
tion is not just fulfilling job openings and be-
coming a machine, producing civilization of
machines, fulfilling and fulfilling the needs of
modernization, but education is more than
that which produces humans with human
faces, honest, good human beings and also
able to build modern human civilizations. In
education, the function and role of humans
until the end of the 4th millennium is pri-
mary. The development of education together
with Internet-Based Communication Technol-
ogy has made society online, but the role of
humans remains basic and primary.

Education, teaching is the union of deter-
mination efforts with the heart. Education
cannot be separated from Learning. Educa-
tion must also have teaching, if education is
merely educated then the element of the edu-
cator will be lost. Education is not just con-
veying learning materials based on specific
goals, education is more than that, humaniz-
ing human beings into human beings of good
quality, and can solve the problems they face,
society and the State. Education encompasses
a comprehensive process. Education can not
only be a machine for civilization, but educa-



20 | JIA SANDIKTA—ISSN 2337-9979

tion truly has a philosophy and heart. Ovid 19
fosters awareness;

The Role of the Family is very important
and basic.

Students from middle early childhood to
university students cannot be separated from
the right direction. Education provides a truly
-honest direction to form a well-educated
generation, able to solve the problems faced,
self, personal and the State and others. Edu-
cation makes civilization run honest, good
and humane.

In the process of education in the Covid
19, reported that the family environment is
the main and basic. In families of students -
until students are almost 80% of the time
there-. In the family, the role of the Family in
teaching goodness, truth, honesty is not just
rhetoric and discourse is tested. With the ex-
istence of Covid 19, no one can think that the
problem of children's education from an early
age until students are submitted to teachers
in schools and campuses. There is a new
awareness that what is right is the main edu-
cation f the family, while teachers and lectur-
ers are helping or fasilitator to that.

Proses of value add as the main base in
education actually exists in the family. The
value of honesty, truth, hard work, mutual
help, human values and mutual cooperation
exist in the life of a family name. A family that
values that well, children of students will
have adequate stock in dealing with various
problems in the future.

Substance-Based Education

The development of the Pandemik Covid
19, making education not just absent, not just
being present at school, not just delivering
the material, not just a ritual of meeting tar-
gets that are often not mastered by students.
Many new developments and awareness in
education. Attendance, it is important, but the
results are more important, the education
process is important, but it is important how
the results of the process are important. Edu-

cation also becomes attached not only to the
furniture, it appears from the outside, ideally,
but directly manifests itself in the figure of
students. Education leads to the real ability of
a process.

In pandemic Covid 19th; education, which
had never been possible because everything
aimed at substance was not merely visible
from the outside. A simple example, if in the
past all subjects / lectures seemed to stand
alone, nor the nature of collaborative interre-
lated, If people did not attend school or the
campus was scolded for not being diligent,
but if now it is seen that the reasons are ra-
tional or not if sick should not go to school.
Previously, absences were counted strictly
based on attendance. Now absences are more
based on results, productive learning
achievements, absences as element of sup-
port.

In the Covid 19 period of learning, there
was also an awareness that learning materi-
als could be obtained from technologies that
developed based on the internet, including
how to obtain and use them. However, there
is also an awareness that internet-based tech-
nology also needs to be directed to what is
good and right.

Education with Heart

During Covid 19, education was not merely
a discourse, or language without meaning and
meaning. When the curved 19 pandemic
worked silently, it was the cause of a lack of
debate that did not need to be included in
education. The world of education is actually
not a matter of debate, there is no end be-
cause all that has a heart. If we see a different
view or perception of us, it can be seen with
the heart as something that can be under-
stood, can be understood, especially if we are
in their position.

Education with a heart makes understand-
ing, education not only for business, the
means tool of production, but education also
has a human face, humanizes humans. Educa-



tion with Heart makes the face of education a
true force of educators. Education will be in-
terpreted as something not just looking at
oneself directed at others, but also seeing
others from our own perspective. Education
no longer requires other people to do some-
thing, but the benchmark starts with yourself
whether you can do that or not.

Confusion about whether school is for
business or not will also be determined by
Education from the heart. The best education
for us, the community and also the State of
Indonesia will be easily answered with edu-
cation from the heart. The more education
from the heart, the more education is edu-
cated, there is teaching in it and full of caring,
full of humanity. However, the further away
from the Heart the education will be further
from the face of educating, it can be between
the educator and the separate teaching proc-
ess, education can be faced as an engine of
civilization. True education is natural, human
and not solely the material world, but also
spiritual, physical and spiritual.

True education leads students to students
to become real humans, live in a good way,
able to solve problems faced with dignity and
respect, as creatures of God's creation in the
universe. Education if with a heart of educa-
tion it will enlighten, educate and be solu-
tions to life's problems.

Using Internet Based Media

During the Covid Pandemics era 19, it was
realized that education could be carried out
and carried out with communication media.
Such conditions actually become things seem
difficult in the previous period. In the past,
there were some parts that prohibited the
use of mobile phones in certain schools. How-
ever, in the days of Covid 19 all mobile media,
the Internet was used and directed towards
positive and productive things. There is a
great awareness that the use of Information
Technology, including cell phones and social
media, needs to be directed productively and
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positively in the world. There is a new aware-
ness that students need to use Internet-based
communication media to be directed, ex-
plored to constructive, positive things for the
development of students in a good direction.

New awareness, the need for the use of
internet-based social media for the need for
positive, productive and constructive educa-
tion is the answer to the confusion of the past
where many negative sides of the use of com-
munication tools for education. At present,
the view that the use of mobile phones and
internet-based social media in a positive di-
rection is a good direction that has created a
new awareness of the importance of internet-
based technology tools for human life. Hu-
mans increasingly realize that education does
not mean limiting, but need to cultivate and
direct to positive things.

SUMMARY

The Covid Pandemic 19 period raised
awareness and affirmation that education
was primarily in the family. The family is the
main and important place in values
education. In the family, which ones are good
or not, what is appropriate or not, so that
they become good people and members of
community life. The role of the teacher, the
lecturer is as a supporter / supporter / facili-
tator of what is the goal of education in the
family. There is an awareness, of the educa-
tion that should be, in the actual position and
applied actually.

The next awareness, is Education needs to
start from the heart, substantively. Education
is not just a discourse, it wants education to
be integrated into students. What is the goal
of education is truly achieved and can be car-
ried out by the participants themselves. Edu-
cators are not just educators, instructors, but
more than that makes humans intelligent,
quality, and able to solve the problems they
face, society and the State are Positively Posi-
tive towards Modern Civilization that human-
izes humans.
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The third important awareness, related to (2019). Pengembangan Bahan Ajar Mata-
the use of Internet-based Information Tech- kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran.
nology is no longer negative, distant and Jurnal Pendidikan, 4(2), 63. https://
separate from the world of education. Educa- journal.unesa.ac.id/index.php/jp

tion today becomes one with the use of Inter-
net-based Information Technology to be di-
rected, used positively, constructively and
productively in the framework of directing to
the true goals of Education. Education is not
taking this distance negative and this is posi-
tive, but education leads to positive, construc-
tive, and productive things to be a good hu-
man being in the real sense.
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ABSTRACT

Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, Kepemimpinan, Terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi DKI
Jakarta, Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi dan kepemimpinan terhadap
kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 62 orang pegawai Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Data
penelitian variabel X1, X2, X3 didapat dari hasil penyebaran kuisioner sedangkan variabel Y tentang kinerja pegawai
didapat dari data yang sudah ada di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa budaya organisasi ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai dan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pada hasil peneli-
tian ini budaya organisasi (dengan Coefficients B 3.445) adalah variabel yang memberikan pengaruh terbesar terha-
dap kinerja pegawai. Faktor pemicu budaya organisasi yaitu bekerja di sekretariat DPRD selalu mampu berkomuni-
kasidengan pegawai dan pimpinan serta dapat menciptakan suasana yang kondusif, dalam menyelesaikan pekerjaan
dengan suasana yang nyaman pada instansi sehingga pegawai terdorong untuk memiliki kinerja yang baik. Dengan
adanya budaya organisasi yang baik dan tinggi dalam melakukan kinerja maka pegawai akan bekerja secara optimal
dan akan meningkatkan hasil kinerja tersebut.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Motivasi, Kepemimpinan, Kinerja Pegaw ai

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional
sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
diperlukan aparatur sipil negara (ASN) yang
profesional, bebas dari intervensi politik, ber-
sih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepo-
tisme, mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat dan mampu men-
jalankan peran sebagai perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibu-
tuhkan aparatur sipil negara. yakni ASN yang
diserahi tugas untuk melaksanakan pelaya-
nan publik, tugas pemerintahan, dan tugas
pembangunan tertentu. Tugas pelayanan
publik dilakukan dengan memberikan pelaya-
nan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan aparatur sipil

negara. Adapun tugas pemerintahan dilak-
sanakan dalam rangka penyelenggaraan
fungsi umum pemerintahan yang meliputi
pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian,
dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam
rangka pelaksanaan tugas pembangunan ter-
tentu dilakukan melalui pembangunan
bangsa (cultural and political development)
serta melalui pembangunan ekonomi dan
sosial (economic and social development)
yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Sejalan dengan program reformasi bi-
rokrasi yang dirancang oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah seluruh Indonesia
serta pemerintah daerah DKI Jakarta beru-
paya melaksanakan reformasi birokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Dengan reformasi birokrasi diharap-
kan dapat diterapkan prinsip clean govern-
ment dan good governance. Beberapa lang-
kah nyata yang telah dilakukan oleh pemerin-
tah daerah khususnya pemerintah daerah
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DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan re-
formasi birokrasi antara lain: melakukan re-
strukturisasi dan remunerasi di dalam penye-
lenggaraan pemerintahan daerah DKI Jakarta.

Penyelenggaraan otonomi daerah di
provinsi DKI jakarta ini diatur tersendiri
dalam undang-undang nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota ne-
gara kesatuan republik indonesia. namun,
penyelenggaraan  pemerintahan  provinsi
daerah khusus ibukota jakarta juga tetap dia-
tur dengan berpedoman kepada undang-
undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe-
merintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang
-undang nomor 23 tahun 2014, kecuali hal-
hal yang diatur tersendiri dalam undang-
undang nomor 29 tahun 2007 tersebut.

Pengaturan organisasi dalam peraturan
daerah provinsi DKI jakarta nomor 12 tahun
2012 menunjukkan besaran unit kerja pada
semua jenis perangkat daerah dan jenjang
unit kerja telah menjadi sangat besar. Selain
membawa implikasi pada kinerja organisasi,
komposisi pembiayaan, juga menimbulkan
melemahnya etos kerja karena kaburnya
uraian tugas dan ketidak jelasan kompetensi
dalam organisasi. Bertolak dari permasalahan
pengorganisasian dan kompleksnya masalah,
serta meluasnya tuntutan demokratisasi
maka mendesak untuk dilakukan penataan
kelembagaan melalui serangkaian program
restrukturisasi organisasi ke arah pengor-
ganisasian yang rasional, efektif, dan efisien.
Penataan wilayah kerja dilakukan agar para
fungsional dapat menjalankan peranan dalam
pelayanan masyarakat, dan reformasi bi-
rokrasi menuju birokrasi yang profesional.

Kinerja merupakan suatu prestasi atau
tingkat keberhasilan yang dicapai oleh indi-
vidu dan organisasi dalam melaksanakan
pekerjaan pada suatu periode tertentu.
Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu
prestasi yang dicapai dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat dalam suatu

periode. Peningkatan kinerja tidak dapat ter-
wujud apabila tidak ada pengelolaan atau
manajemen yang baik, yang dapat men-
dorong upaya-upaya institusi untuk mening-
katkan kinerja. Pangastuti (2008:28) men-
gungkapkan “bahwa usaha-usaha manajemen
kinerja ditujukan untuk mendorong kinerja
dalam mencapai tingkat tertinggi organisasi’.
Lebih lanjut, (Propper dan Wilson, 2003)
menyebutkan bahwa manajemen kinerja da-
pat meningkatkan kinerja organisasi secara
keseluruhan. Manajemen berbasis kinerja
adalah proses perencanaan, pengukuran,
penilaian dan evaluasi kinerja pegawai untuk
mewujudkan tujuan organisasi serta mengop-
timalkan potensi diri pegawai.

Peningkatan kinerja dapat diukur/dinilai
dengan adanya sistem pengukuran kinerja.
Robertson (dalam Mahmudi, 2005) mengung-
kapkan bahwa pengukuran kinerja meru-
pakan suatu proses penilaian kemajuan
pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditentukan, termasuk in-
formasi atas efisiensi penggunaan sumber
daya dalam menghasilkan barang dan jasa,
kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil
kegiatan dengan target, dan efektivitas tinda-
kan dalam mencapai tujuan.

Sistem pengukuran kinerja diperlukan un-
tuk mengetahui pencapaian organisasi atas
tujuan dan misi organisasi/program. Selain
itu, tujuan pengukuran kinerja adalah men-
ingkatkan pelayanan publik dan meningkat-
kan akuntabilitas. Sistem pengukuran kinerja
dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja
yang terdapat dalam desain pengukuran
kinerja. Kinerja akan menggambarkan tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, pro-
gram, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi unit kerja terse-
but. Peningkatan kinerja didukung oleh budg-
etary goal characteristics dan keadilan prose-
dural (Bawono, 2009).

Reformasi birokrasi tidak dapat dihindari
(inevitable) dilakukan pemerintah maupun
negara. Remunerasi merupakan syarat perlu



(necessary condition) dari reformasi bi-
rokrasi.  Sedangkan  syarat cukupnya
(sufficient condition) dapat dipenuhi dari ter-
jadinya perbaikan-perbaikan aspek lain. Mis-
alnya, tercukupinya kualifikasi SDM (sumber
daya manusia). Artinya, reformasi birokrasi
tidak akan tercapai apabila tidak didahului

remunerasi. Salah satu contoh kebijakan
dalam birokrasi adalah keputusan untuk
menaikkan harga bahan bakar minyak.

Walaupun keputusan tersebut menguntung-
kan masyarakat untuk menaikkan daya beli,
praktiknya belum tentu signifikan.

Program pemberian insentif yang ke-
mudian disebut tunjangan kinerja daerah
(TKD) yang dirancang sebagai upaya pemeca-
han masalah merupakan aplikasi dari teori
motivasi. Motivasi dalam bentuk insentif
dianggap merupakan satu-satunya cara yang
paling realistis untuk meningkatkan kinerja
pegawai.

Pemberian tunjangan kinerja daerah di
provinsi DKI akarta diatur dalam peraturan
gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 215
Tahun 2009 tentang tunjangan kinerja
daerah yang telah direvisi dengan peraturan
gubernur provinsi daerah khusus ibukota ja-
karta nomor 41 tahun 2010 tentang peruba-
han atas peraturan gubernur nomor 215 ta-
hun 2009 tentang tunjangan kinerja daerah.
Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya te-
lah ditetapkan peraturan sekretaris daerah
provinsi DKI jakarta nomor 1 tahun 2009 ten-
tang petunjuk pelaksanaan peraturan guber-
nur nomor 215 tentang tunjangan kinerja
daerah yang juga telah direvisi dengan pera-
turan sekretaris daerah provinsi DKI jakarta
nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas
peraturan sekretaris daerah nomor 1 tahun
2009 tentang petunjuk pelaksanaan pergub
nomor 215 tahun 2009 tentang tunjangan
kinerja daerah.

Identifikasi Masalah

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan-
publik cukup besar, namunprofesionalisme
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pegawai yang diharapkan belum sepenuhnya
terwujud. Salah satu penyebab utama adalah
kinerja dan produktivitas aparatur sipil ne-
gara (ASN) yang kurang memenuhi harapan.
Berdasarkan uraian diatas dapat di identifi-
kasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa kompensasi
yang belum terpenuhi sebagaimana yang
diharapkan

2. Masih terdapat beberapa ASN yang be-
lum memenuhi kompetensi sesuai harap-
kan.

3. Masih terdapat suasana lingkungan kerja
yang tidak diharapkan pegawai.

4. Masih terdapat program pendidikan dan
pelatihan yang belum dipenuhi oleh
pegawai.

5. Masih terdapat beberapa ASN yang be-
lum memiliki kemampuan komunikasi
yang efektif.

6. Terdapat beberapa budaya organisasi
yang belum terpenuhi sebagaimana yang
diharapkan pegawai.

7. Adanya pengaruh kepemimpinan yang
dominan dalam pelaksanaan tugas dan
pekerjaan.

8. Masih terdapat rencana kerja yang belum
dilakukan secara optimal

9. Masih belum dapat diimplementasikan
sepenuhnya nilai nilai organisasi yang
dianut selama ini.

Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini fokus pada Budaya
Organisasi, Motivasi dan Kepemimpinan se-
bagai variabel Independent serta Kinerja
Pegawai sebagai variabel Dependen dengan
objek penelitian pegawai di Sekretariat DPRD
Provinsi DKI Jakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan
masalah yang akan digunakan dalam peneli-
tian ini, maka masalah tersebut dapat diru-
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muskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh budaya or-
ganisasi, motivasi dan kepemimpinan se-
cara simultan terhadap kinerja pegawai.

2. Seberapa besar pengaruh budaya or-
ganisasi secara parsial terhadap kinerja
pegawai.

3. Seberapa besar pengaruh motivasi secara
parsial terhadap kinerja pegawai.

4. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan
secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai beri-
kut :

1. Menguji, menganalisis dan membuktikan
pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja pegawaiSatuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD ) sekretariat DPRD / in-
stansi yang ditelititi pada serta melaku-
kan studi komparasi pada sekretariat
DPRD daerah lain.

2. Menguji, menganalisis dan membuktikan
pengaruh motivasi terhadap Kinerja
pegawai.

3. Menguji, Menganalisis dan membuktikan
pengaruh kepemimpinan terhadap
Kinerja pegawai.

Manfaat dari Penelitian ini diharapkan da-
pat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya dibidang ilmu sumber daya
manusia.

2. Memberikan tambahan kontribusi infor-
masi kepada peneliti dibidang sumber-
daya manusia khususnya mengenai pen-
ingkatan kinerja pegawai.

3. Memberikan tambahan kontribusi infor-
masi kepada sekretariat DPRD provinsi
DKI jakarta serta penelitian pada be-
berapa sekretariat DPRD daerah lain ten-
tang pengaruh budaya organisasi, moti-

vasi, kepemimpinan, terhadap kinerja
pegawai(kinerja pegawai dan kepuasan
kerja pegawai)

PEMBAHASAN
Konsep Dasar Manajemen SDM

Istilah manajemen sumber daya manusia
menurut satu ahli dengan ahli yang lain san-
gatlah bervariasi. Dari pendapat para ahli
tersebut dapat disimpulkan bahwa mana-
jemen sumber dayamanusia adalah kegiatan
yang  meliputi  perencanaan, pengor-
ganisasian, pengarahan, dan Pengawasan se-
mua unsur yang menjadi kekuatan atau daya
manusia untuk dipergunakan memenuhi ke-
butuhan dalam rangka mencapai tujuan.

Latar belakang manajemen sumber daya
manusia merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari manajemen pada umumnya.
Di Indonesia masalah SDM baru diperhatikan
serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan
dengan munculnya Undang-undang tentang
tenaga kerja, peraturan upah minum, kese-
jahteraan pegawai dan sebagainya. Dalam
setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari
waktu ke waktu selalu timbul masalah—
masalah. Untuk mengatasi masalah—masalah
yang timbul ada beberapa pendekatan sesuai
dengan periodenya, yaitu: Pendekatan
Mekanis, Pendekatan Paternalisme dan
Pendekatan Sistem Sosial

Dalam prakteknya fungsi operasional
Manajemen sumber daya manusia meliputi:

1. Perencanaan tenaga kerja,
Pengembangan tenaga kerja
Penilaian prestasi kerja

Pemberian kompensasi

B~ W

Pemeliharaan tenaga kerja

Dari uraian tentang konsep dasar manaja-
menen SDM bahwa pengaruh budaya or-
ganisasi, motivasi dan kepemimpinan
memiliki pengaruh yang signifikan tehadap
kinerja pegawai.



Konsep Dasar Budaya Organisasi

Organisasi publik maupun perusahaan
menghadapi tantangan untuk mampu men-
ingkatkan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki keahlian khusus sehingga mampu
menghasilkan kinerja yang baik. Kepribadian
seseorang akan dibentuk pula oleh lingkun-
gannya dan agar kepribadian tersebut men-
garah kepada sikap dan perilaku yang positif
tentunya harus didukung oleh suatu norma
yang diakui tentang kebenarannya dan di-
patuhi sebagai pedoman dalam bertindak.
Glaser. et al. (1987) dalam Dewita Heriyanti,
2005.

Menurut Robbins (1991:572), budaya or-
ganisasi adalah suatu persepsi bersama yang
dianut oleh anggota-anggota organisasi itu;
suatu sistem dari makna bersama. Budaya
organisasi memiliki kepribadian yang
menunjukkan ciri suasana psikologis or-
ganisasi, yang memiliki arti penting bagi ke-
hidupan organisasi, kenyamanan, kelancaran,
dan keefektifan organisasi. Suasana psikolo-
gis terbangun pola-pola kepercayaan, ritual,
mitos, serta praktek-praktek yang telah
berkembang sejak lama, yang pada gilirannya
menciptakan pemahaman yang sama dian-
tara para anggota organisasi mengenai bagai-
mana sebenarnya organisasi itu dan bagai-
mana para anggota harus berperilaku.

Budaya organisasi merupakan suatu sis-
tem makna bersama yang dianut oleh ang-
gota-anggota organisasi yang membedakan
organisasi itu dari organisasi-organisasi lain.
Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai
yang diperoleh dan dikembangkan oleh or-
ganisasi dan pola kebiasaan dan falsafah
dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi
aturan yang digunakan sebagai pedoman
dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai
tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh men-
jadi kuat mampu memacu organisasi kearah
perkembangan yang lebih baik. Lebih lanjut
Robins (2006), mengatakan perubahan bu-
daya dapat dilakukan dengan berbagai cara
dari proses yang dilakukan:
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Chester Irving Bernard. et al. (2016 : 3 )
dianggap sebagai tokoh pertama yang berha-
sil memberikan pemahaman tentang kosep
organisasi sebagai sebuah sistem kerja sama.
Dalam buku seminal berjudul The Function of
the Executive. Bernard menjelaskan hakikat
organisasi melalui definisi yang berbunyi se-
bagai berikut:

1. Organisasi formal diberi definisi sebagai
sistem kegiatan kegiatan atau daya daya
dari dua orang atau lebih yang di koordi-
nasi secara sadar

2. Bagian organisasi berupa kegiatan atau
daya dan bukan orang-orang.

3. Kegiatan-kegiatan atau daya-daya itu
dikoordinasi. Istilah koordinasi berarti

komunikasi yang mengintegrasikan
kegiatan yang berbeda menjadi sebuah
kerjasama,

4. Ungkapan dengan sadar, secara harfiah
berarti disengaja, mempunyai tujuan
atau alasan.

Budaya organisasi mengacu kepada sistem
makna bersama yang dianut oleh anggota-
anggota organisasi yang membedakan or-
ganisasi itu dari organisasi lain (Robbins,
2006). Selanjutnya Robbins mengatakan
suatu sistem nilai budaya yang tumbuh men-
jadi kuat mampu memacu organisasi kearah
perkembangan yang lebih baik. Rivai (2003)
dalam Waridin dan Masrukhin (2006) men-
yatakan bahwa semakin baik budaya kerja
maka kinerja akan semakin tinggi begitu juga
sebaliknya. Hal ini berarti bahwa setiap per-
baikan budaya kerja kearah yang lebih kon-
dusifakan memberikan sumbangan yang san-
gat berarti bagi peningkatan kinerja pegawai,
demikian juga sebaliknya.

Budaya organisasi yang ada dalam peneli-
tian lebih kepada kebiasaan serta karakter
organisasi yang sudah ada sejak berdirinya
bangsa ini. Penyesuaian kebiasaan tersebut
dilandasi kualitas pekerjaan dan pelayanan
kepada pengguna jasa dengan tujuan baik
dan tentunya bersih good governance clean
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goverment

Menurut Robbins (www/ gudangilmu.com/
budaya-organisasi), fungsi budaya organisasi
sebagai berikut :

1. Budaya menciptakan pembedaan yang
jelas antara satu organisasi dengan or-
ganisasi lain.

2. Budaya membawa suatu rasa identitas
bagi anggota-anggota organisasi.

3. Budaya mempermudah timbulnya komit-
men pada sesuatu yang lebih luas dari-
pada kepentingan diri individual seseo-
rang.

4. Budaya merupakan perekat sosial yang
membantu mempersatukan organisasi
itu dengan memberikan standar-standar
yang tepat untuk dilakukan oleh kary-
awan.

5. Budaya sebagai mekanisme pembuat
makna dan kendali yang memandu dan
membentuk sikap serta perilaku kary-
awan.

Konsep Dasar Tentang Motivasi

Motivasi merupakan dorongan jiwa yang
menjadi titik tolak bagi setiap orang serta or-
ganisasi dalam melakukan sesuatu guna men-
capai tujuan yang diinginkan. Agar lebih je-
lasnya mengenai pengertian motivasi dalam
organisasi terutama untuk mendorong se-
mangat kerja pegawai / karyawan dibawah
ini akan diuraikan beberapa pengertian men-
genai motivasi.

“Motivasi adalah pemberian kegairahan
bekerja kepada pegawai. Dengan pemberian
motivasi dimaksudkan pemberian daya per-
angsang kepada pegawai yang bersangkutan
agar pegawai tersebut bekerja dengan segala
daya dan upayanya “ (Manullang, 1982 : 150
dalam Anwar Prabu, 2005).

Penggerakkan (Motivating) dapat dide-
finisikan : Keseluruhan proses pemberian
motif bekerja kepada para bawahan
sedemikian rupa sehingga mereka mau

bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tu-
juan organisasi dengan efisien dan ekonomis
“ (Siagian, 1983 : 152 dalam Anwar Prabu,
2005).

Menurut Abraham Maslow  (https://
wsmulyana.wordpress.com/ teori-birokrasi)
mengemukakan bahwa pada dasarnya semua
manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia
menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang
berbentuk piramid, orang memulai dorongan
dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebu-
tuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Ke-
butuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan
biologis dasar sampai motif psikologis yang
lebih kompleks; yang hanya akan penting
setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutu-
han pada suatu peringkat paling tidak harus
terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada
peringkat berikutnya menjadi penentu tinda-
kan yang penting.

1. Kebutuhan fisiologis
2. Kebutuhanrasa aman

3. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa
memiliki

4. Kebutuhan akan penghargaan
5. Kebutuhan aktualisasi diri

Motivasi dalam beberapa penjelasan meru-
pakan kekuatan yang dapat meningkatkan
persistensi dan entusiasme dalam melak-
sanakan suatu kegiatan, baik yang dari ber-
sumber dari dalam diri individu itu sendiri
(instrisik) atau dari luar individu (ekstrinsik).
Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu
akan banyak menentukan terhadap kualitas
prilaku yang ditampilkannya, baik dalam kon-
teks pekerjaan, berorganisasi dalam instansi
atau dalam kehidupan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi moti-
vasi seseorang sangat dipengaruhi oleh dua
faktor, yaitu: Faktor Internal; faktor yang
berasal dari dalam diri individu, dan Faktor
Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri
individu. Faktor internal terdiri atas:Persepsi
individu mengenai diri sendiri, Harga diri dan



prestasi, Harapan, Kebutuhan dan Kepuasan
kerja Sedangkang Faktor Eksternal terdiri
atas: Jenis dan sifat pekerjaan, Kelompok
kerja dimana individu bergabung,

Konsep Dasar Kepemimpinan

Dalam organisasi publik, level staf, kary-
awan / pegawai dalam proses bekerja selalu
tergantung pada pimpinan. Bila pimpinan ti-
dak memiliki kemampuan memimpin, maka
tugas-tugas yang sangat kompleks tidak da-
pat dikerjakan dengan baik. Apabila tingkatan
pimpinan/ manajer mampu melaksanakan
fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mung-
kin organisasi tersebut dapat mencapai sa-
sarannya.

Suatu organisasi membutuhkan pemimpin
yang efektif, yang mempunyai kemampuan
mempengaruhi perilaku anggotanya atau
anak buahnya. (Alimuddin, 2002). Jadi, seo-
rang pemimpin atau kepala suatu organisasi
akan diakui sebagai seorang pemimpin apa-
bila ia dapat memberi pengaruh dan mampu
mengarahkan bawahannya ke arah tujuan
organisasi.Kepemimpinan merupakan salah
satu isu dalam manajemen yang masih cukup
menarik untuk diperbincangkan hingga de-
wasa ini. Media massa, baik elektronik mau-
pun cetak, seringkali menampilkan opini dan
pembicaraan yang membahas seputar ke-
pemimpinan (Locke,E.A,1997).

Teori kepemimpinan yang populer per-
tama kali dikemukakan oleh Max Weber ten-
tang Teori kepemimpinan kharismatik, Khar-
ismatik berasal dari kata ‘“kairismos”, dalam
bahasa Yunani memiliki makna seseorang
yang terberkati dan terinspirasi secara
agung; juga diartikan sebagai hadiah yang
diberikan oleh para dewa kepada seseorang.
Artinya seseorang dikatakan karismatik apa-
bila orang tersebut memiliki berkat atau tal-
enta yang banyak memikat para pengikutnya
secara luar biasa. Max Weber, mendefinisikan
karisma (yang berasal dari bahasa Yunani
yang berarti “anugerah”) sebagai “suatu sifat
tertentu dari seseorang, yang membedakan

Volume VINo. 8 April 2020 | 29

mereka dari orang kebanyakan dan karisma
dipandang sebagai kemampuan atau kualitas
supernatural, manusia super, atau paling ti-
dak daya-daya istimewa.

Gibson dalam Sudaryono (2014) menyata-
kan kepemimpinan adalah upaya mengguna-
kan berbagai jenis pengaruh yang bukan pak-
saan untuk memotivasi anggota organisasi
agar mencapai tujuan tertentu. Wahyu
Samidjo (2004) menjelaskan bahwa ke-
pemimpinan merupakan “kemampuan seseo-
rang mempengaruhi perilaku orang lain un-
tuk berfikir dab berperilaku dalam rangka
perumusan dan pencapaian tujuan organisasi
di dalam situasi tertentu.

Teori kepemimpinan adalah Kepemimpi-
nan atau leadership merupakan ilmu terapan
dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip
dan rumusannya diharapkan dapat men-
datangkan manfaat bagi kesejahteraan manu-
sia (Moejiono, 2002). Ada banyak definisi ke-
pemimpinan yang dikemukakan oleh para
pakar menurut sudut pandang masing-
masing, definisi-definisi tersebut menunjuk-
kan adanya beberapa kesamaan.

Pemimpin memiliki tugas menyelami ke-
butuhan-kebutuhan kelompok dan keinginan
kelompok. dari keinginan itu dapat dipetik
keinginan realistis yang dapat dicapai. Selan-
jutnya, pemimpin harus meyakinkan kelom-
pok mengenai apa yang menjadi keinginan
realistis dan mana yang sebenarnya meru-
pakan khayalan. Tugas pemimpin tersebut
akan berhasil dengan baik apabila setiap
pemimpin memahami akan tugas yang harus
dilaksanakannya. Oleh sebab itu kepemimpi-
nan akan tampak dalam proses dimana se-
seorang mengarahkan, membimbing, mem-
pengaruhi dan atau menguasai pikiran-
pikiran, perasaan-perasaan atau tingkah laku
orang lain.

Untuk keberhasilan dalam pencapaian sutu
tujuan diperlukan seorang pemimpin yang
profesional, dimana ia memahami akan tugas
dan kewajibannya sebagai seorang pemim-
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pin, serta melaksanakan peranannya sebagai
seorang pemimpin.

Di samping itu pemimpin harus menjalin
hubungan kerjasama yang baik dengan bawa-
han, sehingga terciptanya suasana kerja yang
membuat bawahan merasa aman, tentram,
dan memiliki suatu kebebasan dalam
mengembangkan gagasannya dalam rangka
tercapai tujuan bersama yang telah ditetap-
kan.

Konsep Dasar Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai merupakankesediaan se-
seorang atau kelompok orang untuk melaku-
kan sesuatu kegiatan dan menyempurna-
kannya sesuai dengan tanggung jawabnya
dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika
dikaitkan dengan performance sebagai kata
benda (noun) di mana salah satu entrinya
adalah hasil dari sesuatu pekerjaan (thing
done), pengertian performance atau kinerja
adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh se-
seorang dalam suatu organisasi/ perusahaan
sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing dalam upaya penca-
paian tujuan organisasi/ perusahaan secara
legal, tidak melanggar hukum dan tidak
bertentangan dengan moral atau etika (Rivai,
2005:15-17). Kinerja pegawai merupakan
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam melak-
sanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya.

Armstrong dan Baron (dalam Wibowo
2007:2) menjelaskan bahwa  kinerja
(performance) adalah tentang melakukan
pekerjaan dan hasil yang dicapai dari peker-
jaan tersebut.Kinerja merupakan hasil peker-
jaan yang mempunyai hubungan kuat dengan
tujuan strategis organisasi, kepuasan kon-
sumen dan memberikan kontribusi ekonomi”.

Kinerja adalah ukuran utama keberhasilan
seseorang atau kelompok dalam suatu or-
ganisasi. Pendapat ini menegaskan bahwa
kinerja merupakan standar organisasi untuk
mencapai keberhasilan yang menjadi tang-

gung jawabnya. Kinerja (prestasi kerja)
adalah hasil kerjasecara kualitas dan kuanti-
tas yang dicapai oleh seorang pegawai atau
karyawan dalam melaksanakan tugasnya se-
suai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya”.  (Mangkunegara, 2011:67).
Menurut Ivancevich (2007:217), kinerja me-
rupakan hasil yang diinginkan dari perilaku.
Menurut Gibson dalam Wibowo (2010:7),
kinerja mempunyai makna yang lebih luas,
bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk ba-
gaimana proses pekerjaan berlangsung,
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk
perlu melihat faktor apa saja yang memben-
tuk kinerja tersebut. Seorang manajer tidak
harus fokus terhadap hasil yang dicapai kary-
awan namun perlu juga untuk melihat proses
seorang karyawan dalam bekerja.

Menurut Robbins (2001), kinerja meru-
pakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja
dalam pekerjaannya menurut kriteria ter-
tentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.
sedangkan menurut Anwar Teguh Sulistyani,
“kinerja seseorang merupakan kombinasi
dari kemampuan, usaha dan kesempatan
yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.

Menurut Dessler (1997) Kinerja adalah
memberikan umpan balik kepada pegawai
dengan tujuan memotivasi orang tersebut
untuk menghilangkan kemerosotan kinerja
atau berkinerja untuk lebih baik lagi. Menu-
rut Dessler, Penilaian kinerja terdiri dari tiga
langkah, pertama mendefinisikan pekerjaan
berarti memastikan bahwa atasan dan bawa-
han sepakat dengan tugas tugasnya dan stan-
dar jabatan. Kedua, menilai kinerja berarti
membandingkan kinerja aktual atasan den-
gan standar yang telah ditetapkan, dan ini
mencakup beberapa jenis tingkat penilaian.
Ketiga, sesi umpan balik berarti kinerja dan
kemajuan atasan dibahas dan rencana-
rencana yang dibuat untuk perkembangan
apa saja yang dianut.

Menurut Gibson, et al (dalam Srimulyo,
1999:39), ada 3 (tiga) perangkat variabel
yang mempengaruhi perilaku dan prestasi



Volume VINo. 8 April 2020 | 31

Bagan Kerangka Pemikiran

Identifilkasi Masalah
sebagaimana yang diharapkan

optimal

good government

1. Terdapatbeberapakompensasi yang belum terpenuhi
2. Masih terdapatrencana kerja yang belum dilakulkan secara
3. Masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya nilai-

nilai crganisasi yang dianut selama ini
4. Tuntutan Masyarakat akan keberadaan ASN yangharus

1

Folus Penelitian
Budaya Organisasi
Motivasi
Kepemimpinan

:Teori Robhin
Teori Abraham Maslow
Teori Max Weber

Kinerja Pegawai :Tecri Gibson
L
¥ ¥
Motivasi: Kepemimpinan :
Budaya Organisasi: 1. Fisiclogis 1 Kepercayaan 2 Sikap
1. Man (crang-crang) 2, Rasaaman 3 Kompetensi 4 Komitmen
2. Herjasama 3. Rasamemiliki 5 Integritas & Pricritas
3. Tujuan Bersama 4, Penghargaan 7 Semangat & Kepelayanan
4. Peralatan (Equipment]) 5. Aktualisasidiri 9 Tanggungjawab 10 Disiplin Diri
5. Linglungan 11 Hubungan Baik 12 Pengertian
13 Visi 14 Pemberdayaan

e
>

Y = o BX1BX2BX3e :

Individual

Psikologis

Kinerja (Y)

1.
2. Organisasional
3.

¥

Hasil yang diharaplean: Darihasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan
empirik tentang pengaruh budaya crganisasi, motivasi, kepemimpinan terhadap kinerja
pegawai, sehingga dapat dijadikan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi

instansi yang menjadi ebjek penelitian ini

kerja atau kinerja, yaitu sebagai berikut :
1. Variabel individual,

2. Variabel organisasional,

3. Variabel psikologis,

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
adalah faktor dari variabel individu yang ter-
diri dari kemampuan dan keterampilan, latar
belakang, dan demografis. Faktor yang mem-

pengaruhi kinerja yang kedua adalah faktor
dari variabel psikologi yang terdiri dari per-
sepsi, sikap, kepribadian, motivasi, kepuasan
kerja dan stres kerja. Sedangkan faktor yang
ketiga yang mempengaruhi kinerja adalah
faktor organisasi yang terdiri dari kepemim-
pinan, kompensasi, konflik, kekuasaan, struk-
tur organnisasi, desain pekerjaan, desain or-
ganisasi, dan karir.



32 | JIA SANDIKTA—ISSN 2337-9979

Kerangka Pemikiran

1. Mengidentifikasi permasalahan budaya
organisasi, Motivasi dan Kepemimpinan

2. Mengidentifikasi permasalahan Kinerja
Pegawai

Hipotesis

Rumusan Hipotesis dalam penelitian ini
menganalisa apakah ada hubungan antara
kinerja sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
serta kaitannya dengan budaya organisasi,
motivasi serta kepemimpinan. Dugaan terse-
but mengacu pada dua jawaban yakni Ho dan
Ha.HO bertujuan memberikan usulan dugaan
kemungkinan tidak adanya perbedaan antara
perkiraan penelitian dengan keadaan yang
sesungguhnya diteliti. Ha bertujuan mem-
berikan usulan dugaan adanya perbedaan
perkiraan dengan keadaan sesungguhnya
yang diteliti.

1. Terdapat pengaruh antara budaya or-
ganisasi terhadap kinerja pegawai sekre-
tariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

2. Terdapat pengaruh antara motivasi ter-
hadap kinerja pegawai sekretariat DPRD
Provinsi DKI Jakarta

3. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan
terhadap kinerja pegawai sekretariat
DPRD Provinsi DKI Jakarta

4. Terdapat pengaruh antara budaya or-
ganisasi, motivasi dan gaya kepemimpi-
nan terhadap kinerja pegawai sekretariat
DPRD Provinsi DKI Jakarta

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam metode penelitian ber-
tujuan untuk mengidentifikasi, mengumpul-
kan, mengevaluasi, dan meneliti mengenai
kondisi, peluang, permasalahan, serta mem-
prediksi (forecasting) kinerja pegawai sekre-
tariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk be-
berapa tahun kedepan. Penelitian ini meng-
gunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang
dilakukan terhadap beberapa variabel, dan

hubungannya dengan variabel lain, yang akan
dilihat seberapa besar Kinerja Pegawai Sekre-
tariat DPRD DKI Jakarta saat ini serta be-
berapa tahun mendatang; dan pendekatan
kuantitatif dengan cara mereduksi data me-
lalui indikator numerikal.

Hasil identifikasi pemetaan dan analisis
kinerja pegawai tersebut disusun sebagai
kerangaka tulisan ilmiah agar dapat menjadi
dasar akademis dalam menggambarkan
kondisi sesungguhnya guna pengambilan ke-
bijakan, strategi, dan program pengemban-
gan pegawaidimasa yang akan datang.

Definisikonseptual memfokuskan
penelitian kearah identifikasi pengaruh bu-
daya organisasi, motivasi, kepemimpinan ter-
hadap kinerja pegawai. Maka secara definisi
empat konsep tersebut didefinisakan sebagai
berikut:

1. Konsep budaya organisasi, Didefinisikan
sebagai aktifitas yang berulang-ulang
dalam menjalankan roda organiasi.

2. Konsep motivasi, Konsep ini lebih kearah
keinginan dan harapan dalam men-
jalankan aktivitas

3. Konsep kepemimpinan merupakan Gaya
pemimpin dalam hal ini pimpinan SKPD

4. Konsep kinerja pegawai merupakan out-
put darirencana kerja yang di susun den-
gan harapan terselesaikannya target
pekerjaan.

Definisi Operasional memfokuskan arti
dan pengertian yang berbeda, berikut opera-
sional variabel yang digunakan dalam peneli-
tian ini:

1. Konsep budaya organisasi mengarah
pada aktifitas individu serta orang dalam
melaksanakan pekerjaan serta tugas
yang ada di organisasi organisasi

2. Konsep motivasi merupakan harapan
akan balas jasa jika melaksanakan tugas
dan pekerjaan

3. Konsep kepemimpinan sebagai seni



memimpin yang dimilki oleh para birok-
rat pejabat dalam menjalankan roda or-
ganisasi

4. Konsep kinerja pegawai merupakan hasil
kerja dari rangkaian perencanaan yang
telah disusun ditahun sebelumnya Ren-
cana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Adapun pengolahan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linier berganda yaitu: hubungan secara linier
antara satu variabel independent (X) dengan
variabel dependen (Y) analisis ini untuk men-
getahui arah hubungan antara variabel inde-
pendent dengan variabel dependen apakah
positif atau negatif dan untuk memprediksi
nilai dari variabel dependen apabila nilai
variabel independen mengalami kenaikan
atau penurunan, data yang digunakan domi-
nan berskala interval atau rasio.

Rumus regresi linier sebagai berikut:
Y=+pX1+pX2+BX3+e
Dimana:

* Y= Varriabel Response atau Variabel Aki-
bat (Dependent)

«  X= Variabel Predictor atau Variabel Fak-
tor Penyebab (Independent)

. a =konstanta

* b = koefisien regresi (kemiringan); be-
saran Response yang ditimbulkan oleh
Predictor.

Metode Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan alur pikir deduktif, secara sta-
tistik, mengelompokan data berdasarkan
variabel dan jenis responden, mentabulasi
data berdasarkan variabel dari seluruh re-
sponden, menyajikan data tiap variabel yang
diteliti, melakukan perhitungan untuk men-
jawab rumusan masalah. Terkait dengan hal
tersebut, maka semua data dari hasil penye-
baran kuesioner dalam penelitian ini dianal-
isis dengan menggunakan uji statistik.

Analisis data dilakukan dengan mengiden-
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tifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan
mengkaji semua data mengenai kondisi, po-
tensi, peluang, permasalahan, dan pengem-
bangan potensi SDM yang ada di Sekretariat
DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan memper-
hatikan hal-hal sebagai berikut:

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan
cara mencari nilai korelasi, nilai koefisien de-
terminan, dan nilai regresi. Proses ini dilaku-
kan dengan menggunakan program SPSS
versi22.

Teknik pengujian instrumen penelitian
menggunakan Validitas dan Reabilitas, menu-
rut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas
berhubungan dengan suatu perubah mengu-
kur apa yang seharusnya diukur. Validitas
dalam penelitian menyatakan derajat kete-
patan alat ukur penelitian terhadap isi se-
benarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji
yang digunakan untuk menunjukkan sejauh
mana alat ukur yang digunakan dalam suatu
mengukur apa yang diukur.

Untuk melakukan uji validitas ini meng-
gunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk
Momen Pearson). Analisis ini dengan cara
mengkorelasikan masing-masing skor item
dengan skor total. Skor total adalah penjum-
lahan dari keseluruhan item. Item-item per-
tanyaan yang berkorelasi signifikan dengan
skor total menunjukkan item-item tersebut
mampu memberikan dukungan dalam men-
gungkap apa yang ingin diungkap a Valid. Jika
r hitung >r tabel maka instrumen atau item-
item pertanyaan berkorelasi signifikan terha-
dap skor total (dinyatakan valid).

Sementara untuk Uji Reliabilitas meng-
gunakan Alpha Cronbach. Jika nilai alpha >
0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient
reliability), jika alpha > 0.80 ini mensugesti-
kan seluruh item reliabel dan seluruh tes se-
cara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat.
Atau, ada pula yang memaknakannya sebagai
berikut:

« Jika alpha > 090 maka reliabilitas sem-
purna.
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» Jika alpha antara 0.70 — 0.90 maka reli-
abilitas tinggi.

+ Jika alpha antara 0.50 — 0.70 maka reli-
abilitas moderat.

« Jika alpha <0.50 maka reliabilitas rendah.

« lJika alpha rendah, kemungkinan satu atau
beberapa item tidak reliabel.

PEMBAHASAN
Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data mengambil dari Sumber
Daya Manusia yang bekerja pada Sekretariat
DPRD Provinsi DKI Jakarta per bulan Septem-
ber 2016 (Tabel 1).

Adapun jumlah sampel yang di teliti seban-
yak 62 orang yag berasal dari PNS dengan
komposisi jumlah berdasar Rumus Slovin,
yang dengan signifikansi penelitian 0,05 dan
populasi 151 diperoleh jumlah sampel 60
orang.

Data responden berdasarkan usia (Tabel
2) hampir merata yang menyebar pada
bagian dan sub bagian. jumlah responden
berdasarkan wusia yang paling banyak
terdapat di bagian humas dengan rentang
usia pegawi 36 — 40 tahun berjumlah 8 orang
(129%) dari total responden serta (50%)
dari total responden bagian
humas.Sedangkan responden berdasarkan

Tabel 1. Potensi SDM

No Kelompok Jabatan / Per Bagian | Jumlah
1 Bagian Umum 49
2 Bagian Persidangan 62
3 Bagian Perundang — Undangan 11
4 Bagian Keuangan 11
5 Bagian Humas 13
6 Pimpinan (Sekwan, Poli, Korpri 4
dan Jafung)
Total 151
Tabel 2. Deskripsi Responden (Usia)
No | Usia | Humas | Keuangan Pﬁﬂ;;nda Umum Prnuidmlgm-
1 21-25 - - - -
2 26-30 2 2 1 2 1
3 31-35 - - - 1 1
4 36-40 g 2 3 7 2
5 | 41-45 - 1 : 1 ;
& 46-50 4 3 = 2 3
7 | 51-55 2 - 1 3 .
8 |55-60 . 3 i 3
Total 1& 11 10 15 7
Tabel 3. Deskripsi Responden (Pendidikan)
No | Pendidikan | Humas | Keuangan | Persidangan | Umum PerUndangZan
1 SMU 3] 2 4 2 1
2 Diploma - 1 1 2 1
3 51 7 7 3 12 4
4 52 1 1 1 2 1
3 53 - - 1 - -
Total 16 11 10 18 7
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Tabel 4. Deskripsi Responden (Masa Kerja)

No | Masa Kerja Humas Keuangan | Persidangan | Umum | Per
UndangZan

1 0- 5 Tahun - 3 - - 1

2 5-10 Tahun 5 - 2 7 4

3 11- 20 Tahun 8 4 3] 3 1

4 21- 30 Tahun 3 1 2 4 1

5 > 30 Tahun - 3 - 4 -
Total 16 11 10 18 7

usia paling sedikit hampir merata pada
bagian dan sub bagian. Sedangkan responden
paling tua berada di bagian keuangan dengan
jumlah 3 orang (0,04 %) dari total responden.

Pendidikan terendah (Tabel 3) merata ada
di setiap bagian, yang paling banyak terdapat
di bagian humas sebanyak 8 orang (12,9%)
dari total responden. serta (50%) dari total
responden bagian humas sebanyak 16 orang
dengan total responden sebanyak 62
pegawai.

Responden dengan masa kerja terlama
(Tabel 4) berada di bagian umum sebanyak
empat orang (0,6%) dari total responden
serta (22%) dari total rsponden bagian
umum yang berjumlah 18 pegawai.

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakartasesuai
dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta nomor 12 tahun 2014 tentang
Organisasi ~ Perangkat  Daerah.  Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada bagan struktur organisasi sekretariat
DPRD menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

b. pelaksanaan rencana strategis dan
dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat
DPRD;

c.penyelengaraan kesekretariatan DPRD;

d. penyelengaraan administrasi
DPRD;

keuangan

e. fasilitasi rapat anggota DPRD;

f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga
ahli yang diperlukan oleh DPRD;

g. fasilitasi  pengangkatan, pelantikan,
pemberhentian dalam dan dari jabatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
serta serah terima jabatan pada rapat
Paripurna DPRD;

h. fasilitasi pelantikan, penggantian antar
waktu dan puma bhakti anggota DPRD;

i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
barang Sekretariat DPRD;

j- pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Sekretariat DPRD;

k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi
Sekretariat DPRD;dan

l. pelaporan, dan
pelaksanaan tugas
DPRD.

pertanggungjawaban
dan fungsi Sekretariat

Hasil pengolahan reliabilitas data untuk
tiga variabel X dan 1 variabel Y sebagai
berikut:

Tabel 5. Reliabilitas Statistik X1

Cronbach's | Cronbach's Alpha Based on
Alpha Standardized Items N of Items
782 7184 9

Tabel 6. Reliabilitas Statistik X2

Cronbach's | Crenbach's Alpha Based on
Alpha Standardized Items N of Items

872 873 15
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Tabel 7. Reliabilitas Statistik X3

Cronbach's | Cronbach's Alpha Based on
Alpha Standardized Iftems N of [tems

862 863 9

Tabel 8. Reliabilitas Statistik Y

Countudt's Trombashix Slha Bamd wn
Alpilis Ttambarediced llemes K el T
cuy AxE 4
Dengan demikian, berdasarkan

analisis reliabilitas seperti termaktub dalam
tabel 5 hingga tabel 8, dapat disimpulkan
bahwa indikator budaya organisasi, motivasi
dan  kepemimpinan terhadap  kinerja
dinyatakan valid dan realibel.

Sementara itu untuk hasil uji validitas
variabel Y (Kinerja) terdapat hasil sebagai
berikut:

Tabel 9. Uji Validitas Variabel Y (Kinerja)

Neo. | Indikator | Rhitung | Rtabel | Keterangan
1 | Kualitas J03 0.22 Valid
2 | Kuantitas 869 0.22 Valid
3 | Waktu 337 0.22 Valid
4 | Biaya 570 0.22 Valid
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data-data yang
dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak
dapat dilakukan dengan memeriksa model
residual.

HO : Residual tidak berdistribusi normal
H1 : Residual berdistribusi normal

Keputusan : jika p-value kurang dari nilai
tingkat signifikansi sebesar 5% (a=0,05)
maka akan terima HO.

Gambar 1. Plot Data
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Gambar 2. Plot Data Histogram
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Berdasarkan grafik P-Plot, menunjukkan p-
value lebih dari 0,05, sehingga keputusan
yang diperoleh adalah menolak HO atau
menerima HI, dengan kata lain residual
Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD
berdistribusi normal.

Dari hasil pada Tabel 10 dapat diketahui
nilai VIF seluruh variabel bebas, lebih kecil
dari 10, sehingga dapat diduga bahwa antar
variabel independen tidak terjadi persoalan
multikolinearitas.Oleh karena itu, model re-
gresi layak digunakan untuk memprediksi
kinerja pegawai Sekretariat DPRD berdasar-
kan masukan variabel-variabel independen-
nya.
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Tabel 10. Koefisien

Coafticioms”
Standardited
INRWCAOTed CoeNciams Coamciems Colinaamy Stabahcs
M [~ 8 | SWdEow | Eem | ! &g | Towrance | V&
(Constant) £3270 17584 4730 000
budaya_crgamnsan 445 1309 435 3572 01) Wl 200
motivas) A e 104 [} e 2403
kepaampinan 357 144 535 3% ) ¢ il
d Depan@aerd Vallalde ¥ineia
Tabel 11. Model Summary
Mode Adjusted R | 5td. Error of Durbin-
l R R Square Square the Estimate Watson
1 4282 183 141 20.705 1.741

a.Predictors: (Constant). kepemimpinan, budaya_ocrganisasi, motivasi

b.Dependent Variable: Kinerja

Autokorelasi

Salah satu penghitungan Uji Autokorelasi
yang sering digunakan adalah metode Durbin
Watson. Secara umum (Santoso, 2015) dapat
diambil aturan sebagai berikut:

e Angka D-W dibawah
autokorelasi positif;

-2 berarti ada

* Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti
tidak ada autokorelasi; dan

« Angka D-W diatas
autokorelasi negatif.

+2 berarti ada

Berdasarkan output Tabel 11, terlihat
angka D-W sebesar 1.741. Hal ini berarti
angka D-W di antara -2 sampai +2, yang
berarti model penelitian ini tidak ada
autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi
layak digunakan untuk memprediksi Kinerja
Pegawai Sekretariat DPRD berdasar masukan
variabel-variabel independennya.

Heteroskedastisitas

Terlihat titik menyebar secara acak, ti-
dak membentuk sebuah pola tertentu yang
jelas, serta tersebar baik di atas maupun di
bawah angka 0 pada sumbu Y. Jika tidak ada
pola yang jelas, serta titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak terjadi Heteroskedastisitas (Santoso,
2015). Sehingga pada model regresi peneli-

tian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Oleh karena itu, model regresi layak
digunakan wuntuk memprediksi Kinerja
Pegawai DPRD berdasar masukan variabel-
variabel independennya.

Uji - F (Simultan)

Uji Fisher (Uji — F) digunakan untuk
mengetahui apakah seluruh variabel inde-
penden secara bersama-sama berpengaruh
terhadap variabel dependen pada tingkat sig-

nifikansi 0,05 (Nachrowi, 2006, dalam
Febrian, 2015)
Hipotesis :

Ho : variabel Budaya Organisasi, Motivasi

dan Kepemimpinan secara bersama-sama ti-
dak berpengaruh signifikan terhadap variabel
Kinerja Pegawai

H;: variabel Budaya Organisasi, Motivasi
dan Kepemimpinan secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel
Kinerja Pegawai.

Analisis regresi berganda:
Y=+BX1+BX2+BX3 +e

Y=83,270+3.445 (Budaya Org) + 496 (Mot) +
-3.527 (Kep) +¢e
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Tabel 12. Nilai F Hitung (Anova)

Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 35370.979 3 1856.926 4,332 008"
Residual 24863.560 58 428.682
Total 30434.339 61

a.Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), kepemimpinan, budaya_organisasi, motivasi

Tabel 13. Koefisien

Standardized
Unstandardized CoeMeignts | CosfMciants Collingarity Statigics
Modal B Std. Emor Bata t Sig Toleranca VIF
1 (Constant) B3.270 17.584 4736 000
budaya_organisasi 3445 1.339 435 2572 013 4492 203
motivasi 496 §7a 104 Lot 575 416 2403
kepamimpinan -3.517 1.124 - 539 -3.130 003 478 1004

a. Dependent Vanable: Kinena

Asumsi Pertama

Jika budaya organisasi, motivasi dan
kepemimpinan naik sebesar satu (1) maka:

Y=83,270+3.445+496+-3.527+¢
Y=283,684

Artinya: Ketiga variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi kinerja
sebesar 83,684

Asumsi Kedua

Jika budaya organisasi, motivasi dan
kepemimpinan turun sebesar satu (1) maka:

Y=83270+3.445(-1)+496(-1)+-3.527(-1)+e
Y=282.856

Artinya: Ketiga variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi kinerja
sebesar 82,856

Hipotesis I:
Hp = Variabel Budaya organisasi tidak ber-

pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pega-
wai

H; = Variabel Budaya organisasi signifikan
terhadap Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan:

» Jika probabilitas > 0,05, maka Hy diterima
« lJika probabilitas < 0,05, maka Hp ditolak

« Hasil :Nilai Sig=0,013 <0,05

Hal ini berarti :

+ Ho ditolak dan H; diterima

e Variabel Budaya Organisasi berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Hipotesis 11 :

» Hp = Variabel Motivasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

* H; = Variabel Motivasi berpengaruh signi-
fikan terhadap Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan:
+ Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima

+ Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak



Hasil :Nilai Sig=0,575 > 0,05
Hal ini berarti :
 Ho diterima dan H; ditolak

» Variabel Motivasi tidak berpengaruh sig-
nifikan terhadap Kinerja Pegawai

Hipotesis IIT :

Ho = Variabel Kepemimpinan tidak berpenga-
ruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai

H; = Variabel Kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan:

« Jika probabilitas > 0,05, maka Hp diterima
« Jika probabilitas < 0,05, maka Hyp ditolak

« Hasil :Nilai Sig =0,003 < 0,05
Haliniberarti :

« Hoditolak dan H; diterima

« Variabel Kepemimpinan berpengaruh sig-
nifikan terhadap Kinerja Pegawai

Rumusan Masalah dari Hasil Penelitian

Seberapa besar pengaruh budaya organisasi,
motivasi dan kepemimpinan secara simultan
terhadap kinerja pegawai.

Uji F
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Hipotesis I:

Ho : variabel Budaya Organisasi, Motivasi dan
Kepemimpinan secara bersama-sama tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel
Kinerja Pegawai

Hi: variabel Budaya Organisasi, Motivasi dan
Kepemimpinan secara bersama-sama ber-
pengaruh  signifikan terhadap variabel
Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan (Tabel 14):
» Jika F hitung>F tabel, maka Ho ditolak

« Jika F hitung<F tabel, maka Hyp diterima

Karena Nilai F — Hitung (4.332 ) > Nilai F-
Tabel (2.763), maka Hop ditolak dan H;
diterima atau dapat diartikan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara variabel
independen: Budaya Organisasi, Motivasi dan
Kepemimpinan secara bersama-sama
terhadap variabel dependen: Kinerja Pegawai

Seberapa besar pengaruh budaya organisasi
secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Hipotesis 11 :

Ho = Variabel Budaya organisasi tidak ber-
pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pega-
wai

H; = Variabel Budaya organisasi berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan:

. Jika probabilitas > 0,05, maka Hp diter-
ima

Tabel 14.Nilai F Hitung (Anova)

Sum of Mean
Model SOUAres df Sgquare F Sig.
1 Regression 5570.779 3 1856.926 4332 .0ogr
Residual 24863.560 58 428.682
Total 30434.339 61

a.Dependent Variable: Kinerja

b.Predictors: (Constant). kepemimpinan, budaya_organisasi, motivasi
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. Jika probabilitas < 0,05, maka Hyp ditolak
Hasil :Nilai Sig=0,013 > 0,05

Hal ini berarti :

» Ho diterima dan H; ditolak

e Variabel = Budaya Organisasi  tidak
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Pegawai

Seberapa besar pengaruh motivasi secara
parsial terhadap kinerja pegawai.

Hipotesis III :

« Ho = Variabel Motivasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

+ Hi = \Variabel Motivasi berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan:

« Jika probabilitas > 0,05, maka Hp diterima
+ Jika probabilitas < 0,05, maka Hp ditolak

« Hasil :Nilai Sig=0,575 > 0,05

Hal ini berarti :

» Ho diterima dan H; ditolak

e Variabel Motivasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Seberapa besar pengaruh kepemimpinan
secara parsial terhadap kinerja pegawai.

Hipotesis IV:

« Ho = \Variabel Kepemimpinan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Pegawai

« H; = Variabel Kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Pegawai

Pengambilan keputusan:

« Jika probabilitas > 0,05, maka Hp diterima
« Jika probabilitas < 0,05, maka Hp ditolak

« Hasil :Nilai Sig =0,003 > 0,05

Hal ini berarti :

« Ho diterima dan H; ditolak

e Variabel Kepemimpinan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Pegawai.

PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh antara budaya or-
ganisasi, motivasi dan kepemimpinan se-
cara simultan terhadap kinerja pegawai.
Dengan nilai F Hitung (4.332) > Nilai F-
Tabel (2.763), maka Hp ditolak dan H;
diterima atau dapat diartikan bahwa ter-
dapat pengaruh yang signifikan antara
variabel independen: Budaya Organisasi,
Motivasi dan Kepemimpinan secara ber-
sama-sama terhadap variabel dependen:
Kinerja Pegawai

2. Terdapat pengaruh antara budaya or-
ganisasi secara parsial terhadap kinerja
dengan nilai sig = 0,013 > 0,05

3. Terdapat pengaruh antara motivasi secara
parsial terhadap kinerja nilai sig =0,575<
0,05

4. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan
secara parsial terhadap kinerja pegawai
dengan nilai sig =0,003 <0,05

Implikasi

Berdasarkan temuan yang di peroleh,
Implikasi dari hasil penelitian ini adalah:
Pertama mengupayakan supaya faktor
budaya organisasi, motivasi dan gaya
kepemimpinan dipertahankan dan bila
memungkinkan ditingkatkan selama
berdampak positif terhadap kinerja pegawai,
kemampuan profesional pegawai
ditingkatkan agar lebih produktif dalam
menjalankan tugas pekerjaan dan tugas
pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan
profesional tersebut baik lewat pelatihan,
kursus, studi komparasi atau pengembangan
keterampilan lainnya.

Kedua memaksimalkan fasilitas
penunjang kerja yang ada agar lebih optimal



dan berdaya guna dan bermanfaat bagi
instansi dan masyarakat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan
kesimpulan yang telah diuraikan di atas
sesuai judul penelitian ini maka dapat
diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Budaya Organisasi

Saran budaya organisasi di Sekretariat DPRD
Provinsi DKI Jakarta diharpakan memiliki-
karakteristik yang dijunjung tinggi oleh
pegawai dan organisasi dan menjadi panutan
sebagai pembeda antara satu organisasi
dengan organisasi yang lain, budaya
organisasi dijadikan sebagai nilai-nilai dan
norma dan dipahami secara bersama oleh
anggota organisasi/ pegawai.

2. Motivasi

Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD

Provinsi DKI di sarankan untuk
meningkatkan kualitas kerja guna
tercapainya tujuan organisasi dengan
memperhatikan faktor sinergitas antara
pimpinan dan pegawai dimana faktor

penghargaan, lingkungan kerja, penghasilan
dan pembinaan sangat penting dalam
mendorong motivasi kerja pegawai.

3. Kepemimpinan

Responden yang menilai Gaya Kepemimpinan
berada pada kategori cukup. Pimpinan
disarankan untuk  menerapkan gaya
kepemimpinan partisipasif, dimana gaya ini
pemimpin berusaha meminta dan
mempergunakan saran-saran dari para
bawahannya, namun pengambilan keputusan
masih tetap berada pada pemimpin,
diharapkan dengan adanya penerapan gaya
kepemimpinan partisipasif para pegawai
dapat memaksimalkan produktivitas dan
dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

4.  Kinerja Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
komunikasi  interpersonal  berpengaruh
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terhadap kinerja pegawai, oleh karena itu,
pegawai disarankan untuk meningkatkan
komunikasi interpersonal antara pegawai
dengan pimpinan, dengan harapkan dapat
meningkatkan hubungan yang semakin baik
antara pimpinan dengan staf sehingga dapat
meningkatkan kinerja yang optimal.
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ABSTRACT

The Effect of Service Quality and Satisfaction On Customer Loyalty. Restaurants in Jakarta is flourishing making tight
competition among culinary businesses and they strive to race in winning the competition. The tough rivalry is be-
cause the business owner is striving to have service excellence, top quality and deliver customer satisfaction. Quality
and customer satisfaction are the primary factors to gain customer loyalty. This will influence demand to make sure
that the target customer does not look away and choose similar product. The population of the research is 150 respon-
dents taken from restaurants spread over the five regions in DKI Jakarta. The research is using Structural Equation
Modelling (SEM) method. The result indicates that service quality influence satisfaction, satisfaction influence cus-

tomer loyalty and service quality influence customer loyalty .

Keywords: Service quality, Satisfaction,Customer loyalty.

PENDAHULUAN

Bisnis usaha kuliner di Indonesia semakin
hari semakin diminati dengan terlihat se-
makin banyaknya masyarakat yang gemar
memburu beberapa aneka menu makanan
baik makanan tradisional, nasional, maupun
internasional. Hal tersebut dibuktikan den-
gan semakin meningkatnya usaha kuliner
yang berdiri dari waktu ke waktu dan ten-
tunya dengan penawaran menu andalan
masing-masing pengusaha kuliner tersebut.

Sejak tahun 2015 menurut data bisnis
makanan dan minuman atau F&B meningkat
41,70 (Chistoper Sebastian) dengan jumlah
penduduk Indonesia yang mencapai 2587
juta orang menjadikan Indonesia sebagai pe-
bisnis kuliner teraktif khusunya wilayah DKI
Jakarta.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2018,
menunjukkan bahwa 70,58% usaha kuliner
bertempat dikawasan mall, pertokoan dan
perkantoran. Lokasi kawasan wisata (objek
wisata) hanya 646%. Sedangkan 22.96%

berada di lokasi industry dan lainnya seperti
kawasan perumahan dan pemukiman. Se-
dangkan dari sisi legalitasnya menurut data
Badan Pusat Statistik, yang telah memiliki
badan hukum berbentuk PT (perseroan ter-
batas) sebesar 65,81%, sedangkan yang
memiliki badan hukum berbentuk CV, Firma,
Koperasi dan izin khusus dari instansi yang
berwenang sebesar 21,26%, akan tetapi
dalam bidang usaha kuliner ini masih terda-
pat 1293% yang belum memiliki badan hu-
kum. Di tahun yang sama dalam hal penyaji-
annya, BPS mencatat rata-rata 3.000 porsi
perbulan yang terjual. Untuk dikomsumsi
ditempat mencapai 16.04%, sedangkan
8396% dibawa pulang atau delivery order,
dan sisanya 15,12% terjual melalui online.
Dilihat dari data BPS diatas terlihat bahwa
bisnis kuliner di Jakarta cukup menjanjikan
diperkuat dengan besarnya persentasi usaha
kuliner yang telah memiliki badan hukum.

DKI Jakarta menjadi salah satu kota di In-
donesia yang mendukung pencapaian target
20 juta wisatawan mancanegara di tahun
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2019 oleh Kementrian Pariwisata khususnya
dalam bidang usaha kuliner. DKI Jakarta juga
memiliki berbagai jenis bisnis kuliner, tidak
hanya kuliner asal Jakarta tetapi juga berasal
dari seluruh Indonesia juga negara lain
seperti timur tengah. Melihat besarnya pe-
luang usaha kuliner di DKI Jakarta menarik
pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya di
kota ini. Namun demikian untuk dapat
mengembangkan bisnis ini para pengusaha
kuliner tidak boleh hanya mengandalkan
jenis produk atau jenis makanan/minuman
saja akan tetapi harus memperharikan faktor
-faktor lain seperti kualitas pelayanan.

Dalam menjaga eksistensinyahal utama
yang perlu dilakukan adalah menjaga kualitas
khususnya kualitas pelayanan, kualitas laya-
nan yang dimaksud adalah terpenuhinya
harapan dan kebutuhan pelanggannya. Kuali-
tas layanan dapat digambarkan sebagai per-
bedaan antara harapan pelayanan dan per-
sepsi pelanggan terhadap pelayanan yang
diberikan (Parasuratman 1988). Sejalan den-
gan kualitas pelayanan yang dibangun oleh
pebisnis kuliner tersebut diharapkan akan
mencapai titik kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan tersebut. Menurut Kotler, (2000)
kepuasan konsumen merupakan tingkat
perasaan seseorang setelah membandingkan
antara manfaat produk yang konsumen rasa-
kan dengan harapannya.

Permasalahan yang timbul dalam bisnis
kuliner ini adalah tidak maksimalnya pro-
dusen/pebisnis kuliner dalam memperhati-
kan kualitas layanan tetapi lebih memper-
hatikan kualitas produk/jenis makanan dan
minuman yang disajikan. Ketidakmaksimalan
tersebut mengakibatkan terjadinya keluhan
dari pelanggan antara lain; lamanya pelaya-
nan dan kurang ramahnya pegawai dalam
melayani. Sementara menurut Engel, Black-
well dan Miniard (2013) kepuasan pelanggan
merupakan evaluasi purnabeli dimana alter-
natif yang dipilih sekurang-kurangnya mem-
berikan hasil (outcome) yang sama atau
melampaui harapan pelanggan, sedangkan

ketidakpuasan timbul apabila hasil yang
diperoleh tidak memenuhi harapan pelang-
gan.

Sejalan dengan harapan agar bisnis kuliner
ini bisa eksis dibidangnya, maka pengusahan
kuliner tidak boleh hanya mengandalkan
jenis produk yang berkualitas akan tetapi le-
bih menjaga bagaimana pelanggan tetap loyal
terhadap produk tersebut. Menurut Kotler
dan Keller (2012) loyalitas sebagai komitmen
yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau
berlangganan lagi produk atau jasa tertentu
di masa depan meskipun pengaruh situasi
dan usaha pemasaran yang berpotensi men-
yebabkan peralihan perilaku. Sedangkan
menurut pendapat Swastha dan Handoko
(2011) menyebutkan ada lima faktor utama
yang mempengaruhi loyalitas konsumen,
yaitu; (1) kualitas produk, (2) kualitas pe-
layanan, (3) emosional, (4) harga, dan (5)
biaya.

Harapan dari penilitian ini adalah, dalam
upaya pencapaian eksistensi bisnis kuliner
para pengusaha kuliner hendaknya juga
memperhatikan kualitas dan kepuasan laya-
nan yang diberikan kepada pelanggan agar
pelanggan tersebut loyal terhadap produk
yang ditawarkan. Studi lain juga dilakukan
oleh Agustin, Suddin dan Susanti (2018)
menyimpulkan kualitas dan kepuasan laya-
nan berpengaruh terhadap loyalitas pelang-
gan, penelitian dilakukan pada pengguna jasa
layanan pada Kantor Pos Boyolali.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan sebuah
kinerja yang dapat ditawarkan oleh seseo-
rang kepada orang lain dan dapat berupa tin-
dakan yang tidak berwujud serta tidak
berakibat pada kepemilikan barang apapun
serta terhadap siapapun (Kotler dan Keller
2012). Sedangkan menurut Stemvelt (2004)
adalah suatu persepsi tentang revolusi kuali-
tas secara menyeluruh yang terpikirkan dan
menjadi suatu gagasan yang harus diru-



muskan (formulasi) agar penerapannya
(implementasi) dapat diuji kembali
(evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang
dinamis, berlangsung, terus menerus dalam
memenuhi kepuasan pelanggan.

Menurut Parasuraman et al. (1988) kuali-
tas layanan dapat diukur melalui lima di-
mensi yaitu; (1) Dimensi tangibles (bukti
fisik), (2) Dimensi reliability (kehandalan),
(3) Dimensi responsiveness (daya tanggap),
(4) Dimensi assurence(jaminan) dan, (5) Di-
mensi emphaty (empati).

Kepuasan Pelanggan

Sama halnya dengan kualitas layanan, Kot-
ler dan Keller (2012) juga berpendapat
bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan
senang atau kecewa seseorang yang timbul
karena membandingkan kinerja yang diper-
sepsikan produk (atau hasil) terhadap
ekspetasi mereka. Sedangkan menurut Engel,
Blackwell dan Miniard (2013) kepuasan pe-
langgan merupakan evaluasi purnabeli di-
mana alternatif yang dipilih sekurang-
kurangnya memberikan hasil (outcome) yang
sama atau melampaui harapan pelanggan,
sedangkan ketidakpuasan timbul apabila ha-
sil yang diperoleh tidak memenuhi harapan
pelanggan.

Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan
menggunakan teori dari Crosby, Evans, dan
Cowlws (1990) dan Kim dan Cha (2002)
dalam Syah (2014) yang mana kepuasan pe-
langgan didefinisikan sebagai pengalaman
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yang didasarkan pada penilaian yang dilaku-
kan pelanggan mengenai sejauh mana hara-
pannya terhadap produk dan jasa dapat di-
wujudkan.

Loyalitas Pelanggan

Kotler dan Keller (2012) mendefinisikan
loyalitas sebagai komitmen yang dipegang
kuat untuk membeli lagi atau berlangganan
lagi produk atau jasa tertentu di masa depan
meskipun pengaruh situasi dan usaha pema-
saran yang berpotensi menyebabkan perali-
han perilaku. sejalan dengan pengertian
diatas, Griffin (2010) juga berpendapat
bahwa loyalitas diartikan sama dengan ke-
setiaan seseorang terhadap objek tertentu.

Menurut teori dari Lin dan Ding (2006)
dalam Syah (2014), loyalitas dapat diukur
dalam tiga dimensi yaitu: berlangganan
(repeat patronage), perilaku perpindahan
(switching behavior), dan rekomendasi word
of mouth (WOM).

Kerangka Pemikiran

Seperti ditampakkan pada Gambar 1, maka
hipotesis penelitian ini sebagai berikut;

H1: DiDiduga terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara kualitas pelayanan
(X1) terhadap kepuasan pelanggan (Y1)

Kualitas layanandijadikan salah satu tolak
ukur bagi setiap pelanggan untuk mendapat-
kan keunggulan kompetitif dan kualitas pe-
layanan akan berdampak positif pada tingkat
kepuasan pelangan (Murad dan Ali, 2015;

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kualitay

it Lyt
(=1}
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Rashid ed al., 2015). Kualitas layanan bisa di-
katakan baik apabila jenis layanannya
melampaui harapan konsumen sehingga ting-
kat kepuasan pelanggan akan tercapai. Hal
tersebut sejalan dengan Agustianti et al.
(2018); Kusumasati dan Hadiwidjojo (2017);
Murad dan Ali, bahwa kualitas layanan ber-
pengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

H2: Diduga terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara kepuasan (Y1) terha-
dap loyalitas pelanggan (Y2)

Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam
menciptakan loyalitas dikalangan pelanggan,
oleh karena itu para produsen kuliner harus
melakukan perbaikan pelayanan secara sis-
tematis sebagai upaya pengembangan sistim
pelayanan baik telah terjadi complain atau-
pun tidak dari pelanggan. Hal ini sejalan den-
gan penelitian Kusumasasti dan Hadiwidjojo
(2017) yang menyatakan kepuasan pelang-
gan berpengaruh terhadap loyalitas pelang-
gan dan berfungsi sebagai mediasi sempurna
antara lualitas layanan dan loyalitas pelang-
gan.

H3: Diduga terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara kualitas pelayanan
(X1) terhadap loyalitas pelanggan (Y2)

Pada dasarnya kualitas pelayanan yang baik
dari perusahaan tentu akan membuat para
pelanggan puas (Agustianti et al, 2018; Ku-
sumasasti dan Hadiwidjojo, 2017; Murad dan
Ali, 2015) Puas atau tidaknya pelanggan ter-
hadap suatu produk ditentukan oleh perilaku
yang tampak setelah menggunakan produk
maupun jasa tersebut. Pada umumnya bila
pelanggan merasa puas terhadap suatu jasa
maka ia akan melakukan pembelian ulang,
yang dapat dikatakan pelanggan tersebut
akan bersikap loyal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis
adalah riset kausal dengan pendekatan kuan-
titatif. Riset kausal dipergunakan untuk men-
dapatkan bukti hubungan yang besifat sebab
akibat sehingga dapat diketahui variabel yang

mempengaruhi dan dipengaruhi
(Sugiyono;2015). Sedangkan pendekatan
kuantitatif dipakai untuk mengetahui besaran
variabel tersebut dengan menggunakan anal-
isis structural equation model (SEM).

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk
kepusatakaan dan kuesioner. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan mengumpul-
kan data-data dari sumber-sumber pustaka
yang mendukung, sedangkan kueisoner dila-
kukan untuk mengumpulkan data dengan
cara memberi seperangkat pernyataan tertu-
lis kepada responden untuk dijawab. Kue-
sioner disusun menggunakan skala likert
dengan lima jawaban bertingkat dari masing-
masing pernyataan. Skala likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan per-
sepsi seseorang atau sekelompok orang ten-
tang fenomena sosial. digunakan untuk men-
gukur sikap, pendapat, dan persepsi seseo-
rang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial (Sugiyono,2015)

Operasional variabel

Berdasarkan perumusan masalah, uraian te-
oritis dan hipotesi, maka variabel operasional
sebagai berikut;

Variabel exogen (variabel bebas) yaitu varia-
bel yang mempengaruhi atau menjadi sebab
timbulnya atau berubahnya variabel terikat
(variabel endogen). Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel exogen adalah kualitas pe-
layanan (X1) seperti pada tabel 1;

Variabel endogen (variabel terikat) yaitu
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat karena adanya variabel bebas
(exogen). Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel endogen adalah kepuasan pelanggan
(Y1) pada Tabel 2 dan loyalitas pelanggan
(Y2) pada Tabel 3.

Pengukuran
Pengukuran variabel kualitas pelayanan
menggunakan teori Parasuraman et al.

(1988) yang terdiri dari 19 pernyataan kue-
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Tabel 1. Variabel Kualitas Pelayanan

Variabel Dimensi Indikhator
Kualitas 1. Tangible (bukti| Sarana dan prasaran
Pelayanan fisik) Tata ruang
Penampilan karvawan
Kebersihan
2. Realibility Pelayanan sesual janji
(kehandalan) Kesediaan karyawan membantu
Service
3. Responsiveness Keslapan melayani
(dayatanggap) | Pemberitahuan waktu pelavanan
Kecepatan pelayanan
4, Assurance Menanamkan kepercayaan
(jaminan) Kevakinan terhadap kemampuan karyvawan
Kesopanan karvawan
5. Emphaty Perhatian secara perscnal
(empati) Memahami kebutuhan
Waktu operasional
Memperdulikan konsumen
Tabel 2. Variabel Kepuasan Pelanggan
Variabel Dimensi Indikator
Kepuasan Pengalaman vang didasarkan pada | Kepuasan untuk memiliki
Pelanggan penilaian yang dilalukan pelanggan | Kepuasan dalam tindakan
mengenai sejauh mana harapannya | vang tepat
terhadap produk dan jasa dapat Kepuasan serara
diwujudkan keseluruhan
Tabel 3. Variabel Loyalitas
Variabel Dimensi Indikator
Loyalitas 1. Berlanggan [repeat patronage Mengukur komitmen
pelanggan untuk  terus
berlangganan dengan

perusahaan produk/jasa

behavior)

2. Perilaku perpindahan (switching | Menggambarkan

tedensi
pelanggan untuk berpindah
ke perusahaan produk/jasa

3. Rekomendasi (word of mouth)

Mengukur kebersediaan
pelanggan untuk
merekomendasikan kepada

pelanggan lainnya

sioner, pengukuran variabel kepuasan meng-
gunakan teori dari Crosby, Evans, dan Cowles
(1990) dan Kim dan Cha (2002) dalam Syah
(2014) yang terdiri dari 3 pernyataan dan
pada pengukuran variabel loyalitas meng-
gunakan teori dari Lin dan Ding (2006) dalam
Syah (2014) yang terdiri dari 8 pernyataan.

Penelitian ini menggunakan confirmatory fac-
tor analysis, dengan melakukan uji validitas
yaitu dengan melihat nilai Kaiser-Msyer-
Olkin measure of sampling (KMO) dan meas-
ures of sampling adequacy (MSA). Dalam
pengujian ini nilai yang diperoleh harus lebih
besar dari 0,500 yang artinya bahwa analisis
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faktor tepat atau sesuai untuk digunakan,
serta dapat diproses lebih lanjut. Pada pern-
yataan operasional variabel kepuasan dan
loyalitas semuanya valid karena nilai (KMO
dan MSA > 0,500) dengan satu component
matrix. Sementara pada pernyataan opera-
sional kualitas pelayanan tidak semua nilai
diatas 0,500 yaitu pada KP1 (0,316) dan KP8
(0,324) (component matrix lebih dari 1), Se-
lanjutnya, pada hasil pengujian reliabilitas
menunjukan semua dimensi pada variabel
kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas
menunjukkan nilai koefisien alpha cronbach
diatas 0,5 artinya memiliki reliabilitas yang
baik (Malhotra, 2010).

PEMBAHASAN
Responden

Penelitian dilakukan dengan melibatkan
150 responden yang tersebar pada lima
wilayah di Jakarta dengan mayoritas respon-
den; (1) Wanita 52%, (2) Usia 26-35, 40%,
(3) Pendidikan S1, 41%, dan (4) Pegawai
swasta 43%. Dari hasil demografi responden
menyatakan bahwa mayoritas wanita lebih
suka menikmati kuliner yang disajikan oleh
pebisnis kuliner dengan rentan usia 26 sam-
pai dengan 40 tahun, dan didominasi oleh
pegawai swasta, serta yang terpenting adalah
konsumen atau pelanggan memiliki pendidi-

kan S1 dimana pada strata ini konsumen
akan lebih selektif dalam memilih jenis ku-
liner yang ada di Jakarta.

Analisis Kesesuaian Seluruh Model

Dalam penelitian ini ditemukan kecocokan
disemua uji kesesuaian antara lain; Chis-
quare, ECVI, AIC dan CAIC, Fit Index, dan
Goodness of Fit. Terdapat hasil close fit pada
RMSEA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
uji kecocokan keseluruhan model telah me-
menuhi syarat.Seperti yang tertera pada
Gambar 2.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menghasilkan tiga hipotesis
pada Tabel 4, melalui pengujian hipotesis
dengan tingkat signifikansi 5%, hipotesis ini
dapat diterima dengan memenuhi nilai T-
value (>1,96) sedangkan dengan nilai T-Value
(<1,96) tidak bisa diterima atau tidak didu-
kung dengan data (Hair, et al., 2008).

Analisis

Hasil uji hipotesis pertama didapatkan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh ter-
hadap kepuasan pelanggan. Pengukuran
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pe-
langgan menggunakan lima dimensi yaitu;
tangible (KP1), reliability (KP2), responsive-
ness (KP3), assurance (KP4), dan empathy

Gambar 2. Path Diagram T-Value
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Tabel 4. Hipotesis

Hipotesis Pernyataan Hipotesis T-Value Keterangan

Hi Kualitas pelayanan 6,25 Data mendukung
berpengaruh terhadap hipotesis
kepuasan pelanggan

Hz Kepuasan berpengaruh 4,75 Data mendukung
terhadap loyalitas pelanggan hipotesis

H: Kualitas pelayanan 6,10 Data mendukung
berpengaruh terhadap loyalitas hipotesis

pelanggan

Sumber: Hasil Output SEM Lisrel

(KP5). Dimensi emphaty memiliki berkontri-
busi yang besar dalam mempengaruhi kepua-
san pelanggan, seperti pegawai usaha kuliner
memiliki perhatian khusus terhadap seluruh
pelanggan serta kebutuhan pelanggan ter-
layani dilihat dari segi waktu operasional. Hal
ini menunjukkan bahwa pelayanan yang
diberikan sudah maksimal terhadap seluruh
pengujung, sehingga pelanggan merasa puas.
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil
penelitian Agustianti et al. (2018); Kusuma-
sasti dan Hadiwidjojo (2017); Murad dan Ali
(2015) bahwa kualitas pelayanan berpenga-
ruh terhadap kepuasan pelanggan.

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah
terdapat pengaruh kepuasan terhadap loyali-
tas pelanggan. Hasil penelitian ini diperoleh
bahwa pelanggan merasa puas karena biaya
yang dikenakan sebanding dengan kualitas
produk yang diberikan serta pelanggan juga
merasa puas dengan pelayanan yang cepat
dan tanggap terhadap berbagai keinginan
pengunjung. Kepuasan pelanggan pada bisnis
kuliner ini merupakan faktor yang sangat
penting dalam membangun hubungan den-
gan pelanggan. Hubungan baik yang terjalin
tentu akan membentuk pengalaman baik
serta sikap loyalitas pelanggan, maka kepua-
san konsumenpun semakin meningkat. Hasil
penelitian ini selaras dengan hasil penelitian
yang dilakukan Kusumasasti dan Hadiwidjojo
(2017); Agustianti et al. (2018); Chiguvi dan
Gurowo (2018); Ibojo dan Asabi (2015) yang
menyatakan kepuasan berpengaruh terhadap
loyalitas pelanggan. Artinya kepuasan yang

dirasakan oleh konsumen dapat mempenga-
ruhi tingkat loyalitas pelanggan.

Selanjutnya hipotesis ketiga menyatakan
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh ter-
hadap loyalitas pelanggan, dalam penelitian
ini kualitas pelayanan yang tinggi akan men-
ingkatkan loyalitas pelanggan. Pernyataan ini
didasari oleh pelayanan yang diberikan pro-
dusen kuliner terhadap pelanggan mampu
menciptakan kesan baik terhadap pengala-
man pelanggan. Kontribusi terbesar penyum-
bang tingginya tingkat loyalitas adalah di-
mensi empati. Oleh karena itu kualitas pe-
layanan dari segi empati mampu melebihi
harapan pelanggan sehingga terciptanya loy-
alitas pelanggan. Hal ini juga membuktikan
bahwa loyalitas yang tinggi menyebabkan ti-
dak mudahnya pelanggan untuk berpaling
kepada produsen lain serta adanya ketergan-
tungan dengan jenis produk yang sama. Ting-
ginya loyalitas pelanggan dapat berdampak
positip bagi pebisnis kuriner karena pelang-
gan tersebut tidak ragu untuk berbagi pen-
galaman kepada orang terdekatnya, secara
tidak langsung dapat menarik calon pelang-
gan baru. Hasil penelitian ini selaras dengan
penelitian yang dilakukan Agustianti et al.,
(2018); Ivanauskiene dan Volungenaite
(2014); Rashid et al., (2015) yang mengata-
kan kualitas pelayanan berpengaruh terha-
dap loyalitas pelanggan.

PENUTUP
Kesimpulan

1. Kualitas pelayanan berpengaruh terha-
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dap kepuasan pelanggan, artinya kuali-
tas pelayanan yang tinggi akan mening-
katkan kepuasan pelanggan;

2.  Kepuasan berpengaruh terhadap loyali-
tas pelanggan, artinya kepuasan pelang-
gan yang tinggi akan meningkatkan loya-
litas pelanggan;

3.  Kualitas pelayanan berpengaruh terha-
dap loyalitas pelanggan, artinya kualitas
pelayanan yang tinggi akan meningkat-
kan loyalitas pelanggan.

Saran

1. Bagi pengusaha kuliner khususnya di-
wilayah DKI Jakarta, membangun loyali-
tas pelanggan seharusnya dijadikan tu-
juan utama dalam bisnis kuliner ini, se-
bab dengan loyalitas bisnis ini bisa tetap
eksis dan berkembang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat
menambahkan variabel-variabel lain un-
tuk pengembangan penelitian sehingga
hasil penelitiannya dapat memberikan
manfaat yang optimal bagi objek peneli-
tian berikutnya.

3. Bagi masyarakat, agar selalu bersikap
objektip dalam menilai suatu kualitas
baik produk maupun jasa khususnya di-
bidang kuliner.
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ABSTRACT

The purpose of the research is to identify and describe problems in detecting fraud in audits of financial statements by
external auditors towards the attitude of auditor professionalism especially reg flags. Red flags are a sign to assist the
auditor in finding financial fraud effectively ,so as to reduce audit cost. It can be identified to increase auditor know!l-
edge about red flags is a way to improve the ability of auditor to detect fraud.As for the study factors of various find-
ingsin this study are characteristics of the occurrence of fraud making it difficult for the detection process, inadequate
audit standards, audit working environment . Data was collected through a survey method with a questionnaire filled
out by 14 auditors in West Java and DKI Jakarta. The data were analyzed using the multiple linear regression method
with the t test to test the effect of independent variance variables on the auditor’s professional skepticsm,especially in
the understanding of red flags and also the Ftest to test the Unsimultaneous influence of independent variables. The
results of this study indicate the level of skepticism of professional auditors and the combination of experiences that
have a negative significance influence on the auditor’s of red flags in suppressing audit fees that are high enough on
public accounting firms in the West Java region and DKI Jakarta in Indonesia.

Keywords : Financial statement, Fraud, External auditor, Red Flags

INTRODUCTION ported by a company. There are two kinds of
misstatements, namely mistakes and fraud.
Deception is translated according to the au-

many countr‘les, 1nclu‘d1ng Ind(?nes1a mn diting standards statement (PSA) No 70, thus
Southeast Asia. Accounting fraud is consid- mistakes and irregularities are translated as

ered ab important problem faced by compa- mistakes and irregularities in the previous

nies anq i‘s a busine.ss (%halange in the currer}t PSA, namely PSA Number 32. According to
era of digital globalization. Generally, fraud is the auditing standard, the factor that distin-

cor'rupFlon. Com.mon actions in data manipu- guishes fraud and error is whether the under-
lation in re'corc'img, dpcument remoyal apd lying action results in a misstatement in the
markup which is detrimental to the financial financial report in the form of intentional or

status of a c‘ountr.y and th'e country s econ- unintentional actions (IAL, 2001).
omy. In the financial reporting mechanicsm a

Accounting fraud has been developing in

check and a audit are designed to provide The occurrence of fraud of a deliberate act
adequate assurance that financial statements  that can not be detected by an audit can have
are not affected by two material misstate-  a detrimental effect. Although there is no
ments and also provide adequate confidence specific information in Indonesia, but based

in management accountability for assets re-  ©on the seport by the association of certified



fraud examiners (ACFE), in 2002 the loss
caused by fraud in the United States the un-
ion is about 6% of the yield or $ 600 billion
and in percentage terms the rate of loss has
not changed that much, the most common
type of fraud is asset misappropriations
(85%). Cases of accounting scandals in re-
cents years provide further evidence of audit
failures that have serious consequences for
the business community. Such cases have
happened to Enron, Global Crossing, World-
com in the United States which have caused a
huge uproar in the Capital market.

This action is a form of accounting fraud
(Wilopo , 2006). Indonesia is among the
countries ith the highest corruption rating in
the world, Indonesia’s corruption perception
index of 2,3 % in 2007 years . Transparancy
international Indonesia Corruption percep-
tion index (CPI) in 2018, scored 38. The indi-
cators as follows:World economic forum, In-
ternational Country risk Guide, Global Insight
Country risk ratings, IMD World competitive
yearbook, Bartelsmann foundation trans-
form index, economist intelligence unit coun-
try ratings, PERC Asia Risk Guide, Varieties of
Democracy project and World Justice Project.
The phenomenon of accounting fraud in
other countries is supported by some results
of empirical research, for example Cain
(1999) and a survey of accounting fraud con-
ducted by KPMG Australia (KPMG, 2002) in-
dicates that more than 50% of respondents
believe that accounting fraud is a business
problem that is very important in today’s
digital economy.

A financial scandal that befell one of Olym-
pus’s major camera manufacturers involving
transactions that took place in the 1990s and
was only revealed in 2011 (Tempo, 2011).
Finance that causes a significant cost. A pro-
fessional association that is centered on the
amedic association of associated certified
fraud examiners (ACFE, 2004) conducted a
study during 2004-2006, the average loss
was US $ 159. 000 per case. For example: In-
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May 2018, PT SunPrima Nusantara Financing
(SNP Group) became a source of authority for
the financial and public authorities. The fi-
nancing company for more than 18 years
turned out to be on the verge of bankruptcy.
Finance companies under the auspices of the
Columbia group mentioned on paper look in
good condition. The company’s debt rating
was able to get an idA or stable rating from
Pefindo in March 2018. However, the condi-
tion of the company has changed 180 de-
grees. The company’s debt rating has
changed drastically from stable to selective
(default) on May 9,2018. Because one of the
medium term notes (MTN) issued by SNP
failed to pay. SNP business activities because
the company failed to pay MTN interest
amounting to Rp 6. 75 billion on May 14,
2018, through a letter of de boutique com-
missioner KNB II Number S. 247/NB.
2/2018. From this example, it is a learning
process for accountants and auditors to be
able provide early detection before carrying
out the examination especially in the account-
ant’s profesion and requires proactive action
to overcome corporate fraud through the
making of good and correct regulations
aimed at minimizing fraud in the company.
For example in the united states the official
issue of statements on auditing standard
(SAS) Number 99. Consideration of fraud in a
financial audit statement issued by the
American Institute of Certified Public Ac-
countants (AICPA) in 2002 shows that the
Accounting profesion is serious in dealing
with fraud to the corporation.

Auditors have a responsibility to plan and
carry out audits to achieve a reasonable guar-
antee of whether financial reports are free
from material misstatements and hether they
are caused by fraud. Auditors according to
the nature of their work can not be separated
from the fact that they are a part of which can
detect cheats at the earliest stage of an un-
audited account. Auditors have the impor-
tant role and responsibility in revealing any
form of fraud that occurs. Auditors must
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have sufficient expertise to detect and dis-
close any amount of fraud. The auditor’s abil-
ity to always be alert to signs of danger of
fraud, combined with professional skepticsm
can become things that are useful in the de-
tection of fraud at an early stage (Smith et al,
2005). The failure of auditors in their work
to detect disasters can result in an increase in
spending that is significant anovereacting in-
vestigation to find incidences that do not ac-
tually provide an increase in economic value
cheating that happened to his client.

Knowledge of the effectivesness of the
fraud indicator can assist the auditor in car-
ryng out his duty to assess the likelihood of
fraud (Heiman Hoffman et al, 1996) . An ex-
ample of the findings regarding these non
compliance findings is presented which
shows aspects of fraud and waste and abuse
or potential for that which occurred in Indo-
nesia around the year 2006-2011 according
to data from the examination conducted by
the auditors of the Indonesia Financial audit
Board as Table 1.

Solution to problem Model
Problem Solving models as follows:

1. What do The effect of detecting financial
statement fraud on the attitude of pro-
fessional skepticism by external audi-
tors parcial of dependency of in under-

standing Red Flags which aims to re-

duce audit costs.

2. What do The effect of detecting analysis
of accounting data on the attitude of
professional skepticism by external
auditors parcial of dependency of in un-
derstanding Red Flags which aims to
reduce audit costs.

Problem boundary of Resources
Destinations and benefit as follows:

We can know about The effect of detecting
financial statement fraud on the attitude of
professional skepticism by external auditors
in understanding Red Flags which aims to
reduce audit costs

Literature Review and Hypothesis Devel-
opment

Loebbecke et al (1989) argue that the assess-
ment of the possibility of fraud is a high level
consideration that should be made separately
from assessments related to ordinary errors
and misconceptions. Cheating is more diffi-
cult to detect because it usually involves con-
cealment. Concealment is related to account-
ing records and documents, it is related to
fraud at the auditor’s request in conducting
an audit. If the auditor request evidence of
fraudulent transactions, he will cheat by pro-
viding information or incomplete. SAS num-

Table 1. List of Non Compliance findings

Z. 004
426

No Finding Group Amount of cases
Men Compliance with the provisions of the legislation that results
1. State/regicnal/company losses

2. Potential loss of the country/regicn/company

3. Lack of acceptance 1.113
SUBTOTAL1 3.543

4, Administration 2.702
5. In efficiency 279

6. In Effectively 380
SUBTOTAL 2 3. 36l
TOTAL 6. 904

Value(Millicn in Rp)

1.1159. 769, 42
3. 205, 164, 77
849, 483, 19

3. 214,397, 38

281.770,01
1.505. 408, 67
1,787,178, 68
7.001. 576, 06

Source By: Theodorus M Tuanakotta, 2013 page 39, 5alemba Publisher Four



ber 82 (AICPA, 1997) which is then replaced
by SAS Number 99 (AICPA, 2002) has imple-
mented considerations about the occurrence
of fraud by identifying a number of red flags
that are considered to be associated with an
increased risk of fraud and will required the
auditor’s consideration of red flags. Skep-
ticsm is a flow or understanding that sees
something as always uncertain, whereas pro-
fessional skepticsm is a skill that is obtained
through learning using training methods
(screening). Risk factors” red flags “that re-
late to fraudulent financial reporting may be
grouped in the following three categories
(SAS No. 82):

1. Management’s characteristics and influ-
ence over the control environment.
These pertain to management’s abili-
ties, pressures, style, and attitude relat-
ing to internal control and the financial
reporting process. For example |,
strained relationship between manage-
ment and the current or previous audi-
tor.

2.  Industry conditions. These involve the
economic environment in which the en-
tity operates. For example, a declining
industry with increasing business fail-
ures.

3.  Operating characteristics and financial
stability. These pertain to the nature
and complexity of the entity and its
transactions, the e ntity’s financial con-
dition, and its profitability. For exam-
ple, significant related party transac-
tions not in the ordinary course of busi-
ness or with related entities not audited
or audited by another firm.

Therefore, in SAS Number 99, the AICPA
emphasizes skepticsm and the auditor’s re-
sponsibility to explicitly consider the possi-
bility of fraud in each of his audit work. Saub
and Lawrence (1986, In Charron et al. 2008)
in their experimental research indicate that
there are factors that serve as an indicator of
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fraud found in line ith the increasing skep-
ticsm of auditors. Accounting fraud al (2001)
describes accounting fraud as:

1. Misstatements arising from fraud in fi-
nancial reporting, namely misstate-
ments or deliberate dis appearance of
amounts or disclousures in financial
statements to fool the users of financial
statements.

2.  Misstatements arising from improper
treatment of assets (Embezzlement) re-
lated to the theft of an entity’s assets
resulting in the financial statements are
not presented in accordance with gen-
erally accepted accounting principles in
Indonesia.

In the management of state finances there
are other forms of deviation called waste
(abuse) and abuse, discussion of the terms
begins with the definition of understanding of
the love of GAO (Government accountability
office). GAO is a state high institution in the
field of auditing (Supreme audit institution)
such as a financial audit body (BPK) in the
United States. The Waste definition used by
GAO: Waste means the thoughtless or care-
less expansion, consumtions mismanage-
ment, use or squandering if resources are op-
erated or operated by the country to the det-
riment or potential detriment of the country.
Waste also includes incurring unnecessary
costs because of efficient or effedctive, prac-
tice, system or controls. Waste does not nor-
mally lead to an allegation of fraud but it
could.

Red Flags. Romney and Albrecht (1980)
define that is a danger sign that indicates
fraud in an environment. Red Flags are a col-
lection of danger signs that warn the auditor
that there is a possibility of fraud in the com-
pany. Auditors in carryng out their duties
should be more vigilant when seeing this
danger sign. These red flags are arranged to
assist the auditor’s rask in fraud in the com-
pany, so that the auditor can determine the
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Table 2. List of Cases and Average of Losses of Global Fraud

No Country Cases Yhage of case Average of Losses
(USD]
1. Amerika Serikat 778 57, 2% 120
2. Asia 204 15, 09% 195
3. Eropa 134 9, 9% 250
4. Africa 112 8, 2% 134
5. Canada 58 4, 3% 87
6. Caribia 38 2, 8% 325
7. Oceania 35 2, 6% 300
Total 1.359 100%

Source By: Theodorus M Tuanakotta, 2013 page 64, 5alemba Publisher Four

level of risk of fraud in carryng out audit
tasks in the field. In a United States in the late
1970s commissions on audit responsibilities
assigned by the AICPA or often reffered to as
Coben’s have identified the advertisement of
an expectation gap or survey gap based on
surveys others by Epstein and Geiger , 1994)
indicate that the gap of expectations is still
present or cheating.

Fraud detection is not an easy task carried
out by external auditors. The available litera-
ture can be mapped four identified factors
that make fraud detection difficult to do so
that the auditor fails in the effort to detect.
The causal factors are describe as:

Johnson et al (1991) mentions that there are
3 tactics that managers use to fool auditors.
Make misleading descriptions Such as saying
a company that is declining as a company that
is growing) in order to cause auditor to pro-
duce expectations that are not true so that it
fails to recognize inconsistence. Avoid show-
ing any mismatch by making a series of small
manipulations of certain accounts in the re-
port so as to form a rationalization of the
amount of balance generated. Jamal at al re-
search results (1995) showed that most audi-
tors in this study using partners were not
able to detect fraud properly. The inability of
the auditor in detecting fraud is related to the
expertise formed by experience relevant to

fraud. The task of detecting fraud requires
consideration involving many cues that are in
herently difficult to do without the support of
tools even by experts (Eining et al 1997). The
root of this problem is the limitations of hu-
man cognitive ability in processing informa-
tion Hackenbrack (1992) shows there is a di-
lution effect in the auditor’s judgement. The
presence of irrelevant information mixed
with relevant information or red flags in
fraud detection will results in an extreme risk
assessment. There isi an example of fraud re-
lated to material misstatement in financial
reporting in accordance with international
standards auditing by using the term incen-
tives/ pressures, Cressey, financial stability or
the level of profitability is threatened by eco-
nomic, industrial or operational conditions
such as:

1.  Level of strong competition or mar-
ket saturation,

2. Operational losses that threaten
bankruptcy.
3. Negative cash flow.

Fraud Examiners Manual (2006) predica-
tions as follows: “Predications is the totality
of circumstances that would lead a reason-
able, professionally trained, and prudent indi-
vidual to be believe of fraud has occurred, is
occuringaaand or will occur. Predication is
the basis upon which an examination is com-
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Tabel 3. Risk of Fraudulent

Source of risk

Implications of risk Factors

Asertion

The areaof financial statements affected P CAEV
Pressure
Minimize tax burden Management bias (in assessinginventory) to
Tap taxes CAV
Minimize tax burden Unautorized ournal entries for finanecial P
Statement manipulation
Rapid growth rate, Manipulation of financial statements to cover
Encouraging founding breach of agreement P
MNeeds
Bomus part of the sale if the
Sales manipulation. so as if the
sale iz above
Sale is very limited the threshold E
Give abribe to get a sales Reputation, cost of bribes, fines [ if the bribery
Contract is known to the regulator) there is no acerual. CAE
Opportunity
Weak control over inventory Goods stolen from inventory E

Weak control over cash sales Stolen goods and money E

Special relationship transactions  Sales and purchases are notiComplete,
Correctly valued, disclosed P

Large scale expansion using Sales and purchases too high/low,

Special relationship transactions  Accounts receivable with difficult juncollectible
Special relationships, risk shifting and special

Relationship benefits. v

Rationalization
Our superiors also looted

Stolen poods and money E

Source:International Standards on Auditing, Yheodorus M Tuanakotta, p. 330-331

menced. Fraud examinations should not be
conducted without proper predication,” see
Table 2.

Financial fraud detection and Disclousure
Act of 1986:” The regulatory system esta-
bilished by the federal security laws is based
on the concept to complete and fair dis-
clousure of important information to inves-
tors and other users of corporate financial
reports. This regularity sytem is adminis-
tered by federal agencies, such as the Securi-
ties and Exchange Commisions (SEC), work-
ing in concert with private, independent audi-
tor firms, which check corporate financial
records anf certify the reports given to the
public. Over the past several years, numer-

ous cases of massive financial fraud have ac-
curred where the independent auditors failed
to either detect or to report the fraudulent
activities at the companies being audited.
These include E F Hutton, United American
Bank, General Dynamics, E S M Government
Securities, Inc, Home State Savings and Loan
Of Ohio, American Savings and Loan Of Flor-
ida, Saxon Industries, San Marino Savings and
Loan of California and many others.

Singleton, etc, written:

“The Financial fraud detection and dis-
clousure and disclousure Act of 1986 amends
the federal securities laws to provide reason-
able assurance that fraudulent activities at
companies covered by these laws will be dis-
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covered and reported to the proper authori-
ties. That act does not apply to small busi-
nesses or other companies that are exempt
from the securities laws. The act was neces-
sary now because the SEC and the accounting
profesion lacked authority to provide full le-
gal protection forauditors who report fraudu-
lent activities,” see Table 3.

The meaning of the abbreviation in the asser-
tion column:

P =Pervasive (meaning all assertions)
C=Completeness

A= Accuracy

E = Existence

V=Valuation

Attitude of the ability to rationalize fraudu-
lent actions. This is possible when there is in
sufficient communication and support from
management regarding ethical values, man-
agement is not appropriate in communicating
ethical values of standards. The level of
skepticism. Skepticim was first explained by
the Greek Philosopher Carneades”He ex-
plained academic skepticsm, thatis anything
that doubts a person can believe from an un
belief through a hard struggle that is included
in the methodology science ( Jayne, 2005).
Shaub and Lawrence (1996, in Charron et al,
2008). In his experimental research showed
that there are factors that are indicators of
fraud found in the increasing skepticsm of
auditors.

Based on the background and literature re-
view, the following hypotheses are arranged:

H1: Fraud in financial statements has a sig-
nificant positive effect on the opinion of the
auditor’s professional skepticsm.

Experience of auditors. Knoers and Haditono
(1999) in Asih (2006:12) say that experience
is a process of learning and the development
of potential behaviours from both formal
education and formal or biased means also as
a process that brings someone to a behavior

patten higher.

Experience variable will be measured us-
ing indicators of length of work, frequency of
inspection of work that has been done, and
the amount of training that has been followed
by Abdolmihammadi and Wrught (1987)
found that the consideration of esperts who
have no experience has a greater error rate
than experienced auditors. Suartana and Kar-
tana (2009). Stated that experienced auditors
also exhibit a higher selective level of rele-
vant evidence.

H2: The auditor’s expertise and experience
have a significant positive effect on the audi-
tor’s views on red flags.

Experience and skepticsm. Nelson (2007)
summarizes the definition of professional
skepticsm that exist in the audit literature,
namely the auditor’s judgement and decision
that reflects high quality assessments of the
risks of assertions, the condition of the infor-
mation obtained by the auditor. Profesionals
will increase their oversight hours and show
better audit quality.

H3: Experience and skepticsm simultane-
ously have positive effect on the perception of
auditor about the level of effectiveness of red
flags.

Data Analysis method

The data quality test was carried out
through the validity and reliability test to de-
termine the consistency and accuracy of the
data collected from the use of the instrument.
The necessary result is that there must be a
significant correlation between the indicator
values so that it can be concluded that each
statement is valid (Ghozali 2006:47). To meet
the validity requirements is to compare the
value of r count with r table fo degree of ran-
dom (df) = 6-2 =4 with a significance level of
0. 05. sor table is obtained for 1,9432. Ifr
count is greater that r table, the statement/
question answered in the questionnaire is
declared valid. Multiple regression is used to
explain the influence of fraud in corporate
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Table 4. Sample and rate of return

Questionnaire sent

Questionnaire that can not be processed
Questionnaire that can be processed
Rate of return questionnaire

financial reporting on the attitude of auditors
of public accountant firms in West Java and
DKI Jakarta, Indonesia. The Formulas for
multiple linear regressions equations that
have 2 independent variables:

Formula: Y=a+b1+Xj+b2Xo+€

Y=The auditor’s professional skepticismin his
understanding of red flags.

a=Constanta
Xi-Fraud detection in the financial statements
Xo=Analysis of accounting data

‘bi-Partial regression coefficient that meas-
ures the magnitude of the change in the de-
pendent variabel Y with respect to changes in
the independent variabel X; assuming the
constant X

br-Partial regression coefficient that meas-
ures the magnitude of the change in the de-
pendent variable Y with respect to changes in
the independent variable X2 with the as-
sumption that XI is constant.

‘e=Confoundings variable.

Simple regression is based on the fundamen-
tal or causal relationship of one independent
variable ith one dependent variable. In this
study the development of statistical hypothe-
ses can be formulated as follows:

Hyphotheses Development , Statistic of re-

sources

X; and X are simultance and influence as sig-
nificance positifto Y

Xi is parcial influence significance positifto Y
Xz is parcial influence significance positifto Y

Research Methods

14 exemplar
8 exemplar
6 exemplar

6/14x 100% = 42,86%

The type of data used is primary data. The
tools used for data collection are list of ques-
tion in the form of questionnaires adapted
from Agustina’s research (2007). The ques-
tionnaire consisted Of 25 question, each of
which as a standard of the classification of an
auditor and organizational culture that
couldbe increase the value of the company.
Questions and statements consist: individual
capability, organizational climate and auditor
performance at public accounting firms in the
est Java region and the Jakarta DKI and Sur-
roundings area.The type and sources of data
used in this study are primary data collected
through filling out questionnaires on respon-
dent. The data collection methods using sur-
vey methods and sources used ate the views
and perceptions of auditors working in public
accounting firms in the West Java and DKI
Jakarta totaling 14 Public according to the
sample and population that is done by re-
searches. Sampling method is purposive sam-
pling , that is middle class auditor and this
research is done by sending questionnaire to
West Java and DKI Jakarta Public Accountant
Firm. Population is a certain generalization
area consisting of objects or subjects that
have certain qualities and characteristics de-
termined by researchs to be studied and
drawn conclusion (Sugiyono 2007:72). In
this case the population is the public account-
ing office in the area of West Java DKI Jakarta.
Sample is part of the number and characteris-
tics to be owned by the population (Sugiyono
2007:73). Samples are representative of the
population in small forms and the samples
taken must be truly representatives
(represent) the population. The sampling
technique uses sample random sampling
method. Population member sampling is
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Table 5. Statistically of Hyphothese Analyze Variables

The auditor's professional
understanding of red flags. ()

Fraud detection in the financial statements
(X1)
Analysis of accounting data
(X
Total

skepticismin

Amount Uo
his

4 66, 67

2 33,33

i} 100

done randomly without regards to strata
(rank) that are in the population, this is done
with the assumption that members of the
population are homogeneous (Sugiyono
2007:74).

14 questionaires distributed (see Table 4)
as manyestionaires were distributed to 14
public accounting firms by mail, direct deliv-
ery and distributed questionnaires at the
seminar. Questionaires dissemination was
carried out in February 2019 and in the next
May 2019. Of the 14 questionaires distrib-
uted as many as 6 questionaires which were
returned which were returned which were
then used and processed by researchers. The
rate of return (response rate) in research
this is 42. 86%( According to the Table).
Measurement variables, perceptions about
the level of red flags measured using a 3
point Likert scale to determine the tendency
of auditors to assess the effectiveness of red
flags is 1 shows very ineffective and 3 shows
very effective. The level of professional skep-
ticism Kathy Huurtt developed a measure-
ment of the individual, this measurement re-
sulted in a comprehensive constructive meas-
urement of this attitude scale is derived in
accounting research and other scientific disci-
plines. Behaviour characteristic associated
with attitude depticsm. This shows a multidi-
mensional consisting of characteristics indi-
viduals who are attached to testing facts, un-
derstanding and acting on facts.

Experience according to Knoers and Hadi-
tono (1999) in Asih (2006:12) states that ex-
perience is a learning process and the addi-

tion of behavioural development potentials
both from formal and non formal education
or as a process that brings someone to a
higher behavior. Variables experience will be
measured by using and old working indicator,
the frequency of examinations carried out
and the amount educational background. T
test examines the effect of fraud detection in
financial statements and analysis of account-
ing data partially influencing the Y variable,
namely the attitude of professional skepti-
cism towards understanding red flags with
the aim of reducing audit costs. F test to test
the effect of fraud variables in financial state-
ment performance and simultaneously analy-
sis of accounting data on professional skepti-
cism in understandingred flags which aims to
reduce audit costs.

Result

This study took a sample at a public ac-
counting firm domiciled in the area of West
Java and DKI Jakarta, Indonesia. The ques-
tionaires were distributed in 14 pieces and
were declared to be passed and were exam-
ined were 6 passed, so the return rate of the
questionnaires in this study was 42,86 %.

Model I (Qualitative analisis data): The re-
sult presented in the preceding section gener-
ally support the propositions being devel-
oped that the incidence of assurance of non
compulsory sustainability reports is higher
amongst companies belonging to the highly
visible industrial activities with larger carbon
footprints. The first four indicators pre-
scribed by the ISO (as mentioned in the table
2) are purely procedural. In the absence of



Table 6. The validity variabel are The effect
analysis of accounting da
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of detecting financial statement fraud and
ta of Uji T test Parcial

Variabelitem Cummulative Probability of t test Caleulations|Critical Valwes of t test (Table) xl =4.{Descriptions

Significamee tolerance 5%, sample 14 x2=1

FRAUDFC 1 (X1} 1, 7613 2. 1318 Parcial Negative Significance
ACDANA  2[H2) 1, 7613 2, 9200 Parcial Positive Significance

Table 7. The validity variabel is The auditor's
of red flags of Uj

professional skepticismin his understanding
i F Simultance

Variabelitem Cummulative Probability of Ftest Calculations Critical Values of F test Descriptions
FRAUDFC 1(x1) 4,46 311 Un Simultanceneously
ACDANA 2 (X2) 4,46 3, 74 UnSimultanceneously

any specific information, it has been reasona-
bly assumed that every company has ade-
quately complied with these guidelines for
preparationand presentation of non compul-
sory disclosures. The mining and crude oil
production sector started producing separate
environmental reports, then te reporting
practice gradually gathered momentum and
now the industry enjoys a leadership position
in disclosure. Analysis and interpretations
reveal a general trend towards increasing so-
phistication of the medium of reporting and
content of the pusblished sustainability re-
ports. Findings of this research reveal that
there is no separate, independent emissions
and removal has been merged with the stand
alone sustainability development report as a
part of their broader environmental respon-
siveness. The elements of discrepancy and
deregulated reporting practices indirectly
allow the companies to be broadly clustered
into two different categories, as discussed in
the previous section.

Model II(Quantitative analisis data): Data
analyze used regression multiple linear
method with SPSS programe versi 22. The
selections of data based are 14 sample of the
criteria of indicators from data secunder of
website andliteratur books, we have 6 indi-
cators criteria sample as follows regression

logistic model: purposive sampling, see Table
5.

Reporting Research Results

Validity used software SPSS statistic pro-
grame, we can test the responses in data
base to find the answer to the research ques-
tions posed above. The click through se-
quence is ANALYZE, Compare Means, One
sample test. When we get to the dialog box,
click on X2, competitive to highlight it. Then
click on the arrow to move X, into the test
variables box. In the box labeled test value,
enter the numer 5. 5. This is the number we
want to compare the respondent. The first
table is labeled one sample statistics and
shows the mean, standard deviation and
standard error for Xo Competitive price or
value. This means that null hypothesis can be
rejected and the alternative hypothesis ac-
cepted with a high level of confidence. , from
practically standpoint, the result of the uni-
variate hypothesis test mean that responden
felt that the value of the menu item were not
competitive at all. In fact the average answer
is closer to the anchor point on the scale (1=
not competitive)where the value of validity
can be corrected item-total correlation( Gho-
zali, 2011). In this research r table are 6-2
=4, with significance tolerance 5% = 0,05 so
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r table for validity trying as follows (see Table
6).

The Validity of variable from databased of
the result as follows : Those are can see to
Critical Values of t calculation < Cummulative
probability table is FRAUDFC1 amounting 1.
7613< 2,1318 , with that can be conclution
of item the variable X is parcial Negative
significance. Those are can see to Critical Val-
ues of t calculation < Cummulative prob-
ability table is ACDANA amounting 1, 7613 <
2,9200, with that can be conclution of item
variabel X, is parcial negative significance
(see Table 7).

The Validity of variabel from databased of
the result as follows :That are can see to criti-
cal Values of F calculation <Cummulative
probability table is FRAUDFC 1 amounting 3,
11 <4, 46 with that can be conclution of item
the variable X1 is UnSimultaneously. Those
are can see to critical values of F calculation <
Cummulative probability table is ACDANA
amounting 3, 74 <4, 46, with that can be
conslution of item variabel X2 is Unsimulta-
neously.

Discusion

Nelson (2007) summarizes the definition
of professional skepticsm that exist in the au-
dit literature, namely the auditor’s judge-
ment and decision that reflects high quality
assessments of the risks of assertions, the
condition of the information obtained by the
auditor. Profesionals will increase their over-
sight hours and show better audit quality.
Consistent with the literature, the findings of
this reveal that corporate disclosures signifi-
cantly because of several of the following
country specific characteristic:country of ori-
gin, different accounting policies, postulates
and practices, prevailing legal systems, cor-
porate governance business culture and ethi-
cal relativesm, various national economic in-
frastructure, the existence of pressure
groups, greater exposure to stakeholders
scrutiny, the presence of strong media effects

and the severity of socio environmental prob-
lems or other external events (Adams 2002).
The discussion section also includes:

1. The validity variabel are The effect of
detecting financial statement fraud and
analysis of accounting data of Uji T test
Parcial

2. The validity variabel is The auditor’s
professional of Uji F Simultance

3.  Possibility to prevent fraud in the con-
text of specific financial reporting of
small and medium business unit

CONCLUSION

The following of model type I of sum-
mary : The last decade since the implementa-
tion of a negative significant The effect of de-
tecting financial statement fraud and analysis
of accounting data especially related to emis-
sions disclosures. This study has utilized his-
torical record and a descriptive evidence
based quantitative content analysis research
method to investigate the present corporate
practice with respect to recording and re-
porting through the medium of publicly avail-
able sustainability reports.

’

The purpose of this study is to examine .’
The effect of detecting financial statement
fraud and analysis of accounting data on the
attitude of professional skepticism by exter-
nal auditors in understanding Red Flags
which aims to reduce audit costs. The results
of statistical tests indicate that the variable
level of fraud detection in the reports of a sig-
nificance negative effect on professional
skepticsm in understanding red flags.

Public accounting firms need to provide
training and knowledge about fraud to their
auditors related to the determination of fi-
nancial reporting in financial reporting to im-
prove the attitude of professional decision in
understanding red flags so that it is able to
optimize the ability to carry out professional
work in the field of inspection.

Limitations in this study are the responden



in this study were not complicated so as to
results in differences in results. This study
used a survey method through a distributed
questionnaires, did not conduct direct inter-
views or were not directly involved in public
accounting organizations, so that the simula-
tions were taken only on the basis of data col-
lected through written instruments.
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ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah pengaruh penerapan sistem jual beli
putus terhadap volume barang digudang national distribution centre PT. Kimia Farma Jakarta. Penelitian ini bertu-
juan untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan sistem jual beli putus; dan (2) Pengaruh volume barang digudang.
Analisis data menunjukan bahwa tingkat interprestasi koefisien korelasi pada penelitian ini tergolong pada kategori
kuat karena 0,6123 berada pada tingkat koefisien korelasinya kuat antara 0,60 — 0,799. Sehubungan dengan hasil
analisis data dan penemuan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa anggapan dasar yang diajukan dalam
penelitian ini dapat diterima dengan pernyataan pengaruh sistem jual beli putus terhadap volume barang digudang.
Menunjukan ada pengaruh yang kuat atau ada kontribusi yang tergolong pada kategori kuat berada pada 0,6123

pada koefisien korelasi antar 0,60 — 0,799 atau kuat.

Kata Kunci : Sistem Jual Beli Putus, Volume Barang Gudang

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Saluran Distribusi merupakan bagian

strategi pemasaran, oleh karena itu kegiatan
ini mempunyai arti yang sangat penting. Dis-
tribusi fisik adalah cara memindahkan pro-
duk dalam kuantitas tertentu dari suatu tem-
pat ke tempat tertentu. Logistik menurut Adi
Djoko Guritno (2016, h.2.22) dapat di artikan
sebagai perpindahan material dan informasi
didalam rantai pasok. Logistik juga mempun-
yai tujuan, menurut Donald J. Bowersok
(2006, h. 13), tujuan logistik adalah menyam-
paikan barang jadi dan bermacam — macam
material dalam jumlah yang tepat pada waktu
yang dibutuhkan, dalam keadaan yang di
pakai, ke lokasi di mana barang tersebut
dibutuhkan dengan total biaya rendah.

Salah satu aktivitas dalam logistik adalah
pergudangan, Gudang merupakan suatu tem-
pat menyimpan barang baik bahan baku yang

akan dilakukan proses manufakturing, mau-
pun barang jadi yang siap di pasarkan. Se-
dangkan pergudangan tidak hanya kegiatan
penyimpanan barang saja, melainkan proses
penanganan barang mulai dari penerimaan
barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan,
penyortiran, pelabelan, sampai dengan
proses pengiriman barang. Menurut Purnomo
(2014), pergudangan memegang peran yang
sangat penting dalam kehidupan rantai pasok
dan termasuk dalam operasional sebuah pe-
rusahaan manufaktur. Barang yang disimpan
di gudang dalam bentuk bahan baku, barang
setengah jadi, suku cadang atau produk. Jadi
peningkatan pelayanan dan produktivitas
pergudangan sangat berpengaruh terhadap
distribusi barang, perusahaan secara keselu-
ruhan. Dengan demikian manajemen pergu-
dangan tidak terlepas dari memberikan jami-
nan kepastian pasokan kepada pelanggan
dengan spesifikasi barang yang di inginkan
oleh pengguna. Unsur perencanaan, pengop-
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erasian, evaluasi sampai dengan tindakan
perbaikan mempunyai peran yang penting
dalam pengelolaan gudang.

Di dalam manajemen pergudangan, sangat
di tekankan sisi persediaan barang di dalam
Gudang. Apabila persediaan barang tersebut
tidak beraturan maka akan berefek pada: se-
makin lamanya pengambilan barang, akurasi
penyimpanannya tidak bisa mencapai 100%,
barang kedaluwarsa, dan kelebihan barang.

Distribusi sendiri menurut David Sukardi
Kodrat (2009, p. 22) merupakan pergerakan
barang dari distributor ke pelanggan. Keban-
yakan Gudang mempunyai efek yang sangat
peting terhadap jaringan distribusi dan trans-
portasi. Transportasi sendiri memungkinkan
untuk memindahkan barang dari produksi
sampai ke konsumen. Disini peneliti akan
menganalisis PT. Kimia Farma Nasional Dis-
tribution Centre atau NDC tempat pendistri-
busian terbesar. Pada saat ini nasional distri-
bution centre menerapkan sistem jual beli
putus terhadap Kimia Farma Trading Distri-
bution atau KFTD.

Semenjak penerapan jual beli putus ada
beberapa permasalah yang dihadapi saat ini
salah satunya pembatasan KFTD dalam mem-
beli produk dari NDC sedangkan pabrik terus
berproduksi yang akan dikirim kegudang
NDC sehingga gudang NDC memiliki kelebi-
han kapasitas barang yang akan mengakibat-
kan barang lambat bergerak slow moving
obat rusak dan kadaluarsa expired date.

Sehingga akibat dari hal tersebut barang
persediaan semakin menumpuk akan tetapi
produksi terus berjalan sehingga perputaran
rotasi barang lambat pergerakannnya.
Barang yang masuk dari bagian produksi ke
gudang tidak sesuai dengan barang yang
didistribusikan ke customer dalam artian Ki-
mia Farma Trading Distributor (KFTD).

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang
akan membahas tentang uraian-uraian peme-
cahan masalah yang ditemukan pemeca-

hannya melalui pembahasan secara teoritis.
Teori-teori yang akan dikemukakan meru-
pakan dasar bagi penulis untuk meneliti ma-
salah-masalah yang akan dihadapi penulis
pada pelaksanaannya pengumpulan data.
Dengan demikian akan mempermudah mem-
pelajari dan memahami lebih lanjut aspek-
aspek yang berkaitan dengan pembahasan
yang akan dibahas pada bagian ini akan
disampaikan beberapa pendapat tentang de-
finisi dan pendekatan mengenai penelitian
ini.

Jual Beli Putus

Pengertian jual beli putus adalah hubun-
gan transaksi jual beli barang antara penjual
(pemasok barang) dan pembeli (penyalur
barang) , dimana pihak pemasok dan pen-
girim barang kepada penyalur barang sesuai
yang diorder dan penyalur akan membayar
sejumlah uang sesuai barang yang diterima
(data diperoleh dilapangan). Pengertian jual
beli konsinyasi adalah sebuah bentuk ker-
jasama penjualan yang dilakukan oleh
pemilik barang atau produk dengan penyalur.
Di mana pemilik produk menitipkan
barangnya kepada penjual. Di mana barang
yang telah laku terjual akan menjadi omset
dan barang yang tidak terjual dapat dikem-
balikan kepada produsen. (data diperoleh di
lapangan).

Tujuan Jual Beli Putus

Dengan diterapkannya sistem jual beli pu-
tus ini bertujuan untuk mengurangi dampak
kerugian yang diakibatkan dari Pengem-
balian barang (retur) yang diakibatkan oleh
barang rusak di cabang, expired date, maupun
barang yang tidak bergerak di cabang. Den-
gan diterapkannya sistem jual beli putus ini
berharap bisa mengurangi kerugian akibat
retur barang dari cabang. Menurut Mary
Parker Follet, pengertian manajemen adalah
sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang
manajer bertugas mengatur dan menga-
rahkan orang lain untuk mencapai tujuan se-



buah organisasi.
Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah sebuah rang-
kaian proses analisis, perencanaan, pelak-
sanaan, serta pengawasan dan pengendalian
suatu kegiatan pemasaran dimana tujuannya
adalah untuk mencapai target perusahaan
secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen
pemasaran di antaranya adalah:

1. Membangun Permintaan. Penjualan
hanya bisa terjadi bila ada permintaan
dari konsumen. Untuk membangun per-
mintaan tersebut maka dibutuhkan ber-
bagai upaya pemasaran untuk menim-
bulkan ketertarikan dan rasa penasaran
konsumen terhadap barang.

2.  Membangun Kepuasan Konsumen. Ti-
dak cukup hanya mendapatkan permin-
taan dari konsumen untuk mencapai
target perusahaan. Tujuan selanjutnya
adalah untuk membangun kepuasan
konsumen dengan cara memahami ke-
butuhan atau keinginan konsumen,
serta mengetahui bagaimana produk
dapat memenuhi kebutuhan atau
keinginan tersebut.

3. Mendapatkan Market Share. Tujuan
manajemen pemasaran berikutnya
adalah untuk mendapatkan progres
positif dari marketshare produk. Pasar
ibarat sebuah kue, dan setiap potongan
kue merupakan gambaran market
share. Semua perusahaan mengharap-
kan terjadi peningkatan dan perluasan
market share atau penjualan. Walaupun
terkadang hanya memiliki target untuk
mempertahankan market share yang
sudah diperoleh.

4. Mendapatkan Keuntungan. Target akhir
semua perusahaan adalah mendapatkan
keuntungan. Dan setiap perusahaan me-
netapkan nominal keuntungan yang
berbeda sebagai ukuran keberhasi-
lannya. Mencapai nominal keuntungan
tersebut merupakan salah satu tujuan
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manajemen pemasaran. Bagaimana pe-
rusahaan bisa menjual dengan nilai
margin optimal bisa menghasilkan ting-
kat penjualan yang maksimal.

Pengertian Distribusi

Distribusi adalah aktivitas menyalurkan
produk baik barang dan jasa dari produsen
kepada konsumen. Terdapat pengertian dis-
tribusi yang lain. Distribusi adalah aktivitas
pemasaran dalam rangka memudahkan
dalam penyampaian produk dari tangan pro-
dusen kepada konsumen. Fungsi distribusi
pada hal ini adalah membentuk wutility dan
peralihan kepemilikan daripada suatu pro-
duk. Oleh karena itu kegiatan pendistribusian
merupakan aktivitas menciptakan nilai tam-
bah pada barang dan jasa. Nilai tambah terse-
but seperti nilai kegunaan, tempat, dan
waktu.

Kegiatan pendistribusian biasa terjadi
pada aktivitas pemasaran. Kegiatan pendistri-
busian menciptakan pula arus saluran pema-
saran atau arus saluran distribusi. Pada sis-
tem distribusi, terdapat berbagai lembaga
pemasaran yang terbentuk dan adanya arus
informasi.

Tujuan penyaluran produk dari produsen
ke konsumen yang dilakukan oleh lembaga
pemasaran yaitu :

1.  Menyalurkan produk dari produsen ke
konsumen.

2.  Pendistribusian memiliki tujuan utama
yaitu mengantarkan barang maupun
jasa dari produsen ke konsumen.

3. Mempertahankan dan mengembangkan
kualitas produksi.

4. Proses pendistribusian memberikan
produsen waktu untuk lebih fokus pada
kegiatan produksi. Kegiatan pendistri-
busi yang dilakukan oleh distributor
memberikan produsen kesempatan un-
tuk mengembangkan kualitas produk-
sinya. Menjaga stabilitas perusahaan.
Selain membuat fokus produsen atau
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perusahaan. Aktivitas pendistribusian
juga mampu mengembangkan saluran
baru dan kesempatan bagi banyak
orang. Sehingga perusahaan akan lebih
banyak yang menopang.

Jenis Jenis Distribusi

Berdasarkan komunikasi yang terjalin
antara produsen dan konsumen. Maka terda-
pat 3 jenis distribusi. Tiga Jenis ditirbusi
tersebut antara lain :

1.  Distribusi Langsung. Kegiatan pendistri-
busian dilakukan langsung oleh pro-
dusen kepada konsumen tanpa ada per-
antara. Contoh distribusi langsung yaitu
seorang petani yang langsung menjual
hasil panennya kepada konsumen.

2. Distribusi Semi Langsung. Distribusi
semi langsung dilaksanakan melalui
saluran yang dimiliki oleh perusahaan
produsen. Pihak lembaga pemasaran
miliki produsen/ perusahaan mengantar
produk kepada konsumen.

3. Distribusi Tidak Langsung. Aktivitas dis-
tribusi dijalankan oleh lembaga pema-
saran di luar dari perusahaan produsen.
Pihak distributor luar menyalurkan pro-
duk dari produsen ke konsumen. Con-
toh kegiatan adalah penjual produk ke-
cantikan yang menjual produknya me-
lalui agent atau retail.

Fungsi Distribusi

Setiap aktifitas pasti memiliki fungsi-
fungsinya tersendiri. Tidak terkecuali aktivi-
tas distribusi. Pada umumnya distribusi
memiliki empat fungsi utama khususnya ter-
pusat pada produk. Fungsi dari distribusi
yaitu fungsi pembelian, fungsi klasifikasi,
fungsi promosi, dan fungsi penyaluran. Penje-
lasan lengkapnya sebagai berikut :

1. Pembelian Produk. Fungsi pertama
yaitu pembelian. Pada setiap proses dis-
tribusi pastilah melalui kegiatan yang
dinamakan pembelian. Pada kegiatan ini
akan terjadi transaksi jual-beli yang

akan memindahkan hak milik suatu pro-
duk dari satu lembaga pemsaran ke
lembaga pemasaran lainnya. Contoh
dari fungsi distribusi yang pertama ini
sangat sering dijumpai pada masyarakat
misalnya pembelian dari pedagang ke
produsen atau pembelian dari pedagang
oleh konsumen.

Klasifikasi Produk. Dalam aktivitas dis-
tribusi setelah dilakukan proses pembe-
lian atau sebelumnya biasa dilakukan
proses klasifikasi produk. Klasifikasi
produk ini ditentukan berdasarkan
fungsi dan jenis produk yang sesuai
atau hampir sama. Manfaat pengklasifi-
kasian terhadap produk ini agar lebih
mudah dipasarkan dan juga lebih mu-
dah dalam penanganannya selama
proses distribusi.

Promosi Produk. Setelah dilakukan
klasifikasi produk maka akan lebih
diketahui berapa banyak jumlah produk
sejenis. Hal ini juga dapat mempermu-
dah dalam proses pemasarannya
khususnya dalam melakukan promosi.
Pengklasifikasian dengan mengetahui
jumlah produk akan berpengaruh terha-
dap bahasa promosi. Contohnya “Stock
Terbatas !!"Promosi produk dapat dila-
kukan dengan berbagai macam cara ter-
gantung dengan jenis produk. Metode
promosi juga dapat dilakukan secara
offline (pamflet, baliho, expo, leaflet,
poster) dan juga online(sosmed, Google
Adword, FB ads, Website, TV, Radio).Hal
yang perlu digarisbawahi pada kegiatan
promosi adalah sesuaikan dengan target
pasar. Jika target pasar tidak sesuai
maka kebanyakan praktisi akan lebih
banyak mengeluarkan dana untuk
kegiatan promosi.

Penyaluran Produk. Aktivitas terakhir
dan paling utama dari distribusi adalah
penyaluran produk. Proses penyaluran
produk harus dilakukan seefisien dan
seefektif mungkin. Perhitungan jangka



waktu lama distribusi, resiko penyusu-
tan, kerusakan dan kehilangan harus
dipertimbangkan sedetail mung-
kin.Pertimbangan tersebut yang akan
menentukan sarana transportasi
apakah yang sesuai agar produk sampai
tepat pada waktunya dengan resiko
seminimal mungkin. Hal ini berlaku saat
akan memilih ekspedisi pengiriman
dengan melihat trackrecord dan jenis
paket pengiriman sebagai pertimbangan
utamanya.

Saluran Distribusi

Pada setiap aktivitas pendistribusian pasti
melalui saluran. Pengertian saluran distribusi
adalah saluran yang digunakan oleh pro-
dusen dalam rangka mendistribusikan pro-
duk ke konsumen.Setelah suatu produk diha-
silkan kemudian hal yang perlu dipikirkan
adalah bagaimana memilih saluran yang te-
pat supaya lebih efisien.Maka dari itu strategi
distibusi diperlukan untuk memilih saluran
mana yang paling memberikan keuntungan

yang tinggi.
Pelaku Kegiatan Distribusi

Kegiatan pendistribusian tidak akan berlang-
sung dengan baik tanpa adanya pelaku di
dalamnya. Terdapat beberapa aktor dalam
aktivitas pendistribusian yang perlu dipa-
hami. Diantaranya adalah :

1. Pedagang. Pemain distributor yang
membeli produk dari produsen atas ke-
mauan sendiri. Produk tersebut ke-
mudian dijual kembali ke pedagang lain
atau konsumen akhir. Terdapat dua
macam pedagang yaitu pedagang besar
dan kecil. Pedagang besar biasa disebut
pengepul. Pedagang kecil disebut
pengecer.

2. Agen. Lembaga pemasaran yang diakui
oleh produsen atau perusahaan untuk
mendistribusikan produk ke konsumen.
Lembaga ini biasanya memiliki izin atas
nama perusahaan produsen. Secara
resmi agen adalah lembaga distibutor
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resmi dari suatu perusahaan produsen.

3. Makelar. Suatu lembaga pemasaran
yang menjual produk menggunakan
nama pihak lain.

4.  Eksportir. Orang, sekelompok orang
atau lembaga yang membeli produk dari
dalam negeri kemudian melakukan pen-
jualan ke luar negeri.

5. Komisioner. Distributor yang bertugas
seperti makelar namun melaksanakan
transaksi jual beli menggunakan nama
sendiri. Dalam hal ini komisioner ber-
tanggung jawab pula dalam aktivitas-
nya. Adapun komisi merupakan imbalan
dari hasil kinerja komisioner.

National Distribution Centre mencakupi
dua kegiatan utama yaitu, Penyimpanan dan
pengiriman. Penyimpanan atau pergudangan
merupakan pengamanan tata letak logistik
seperti obat obatan sedangkan pengiriman
atau pengangkutan adalah pemindahan
barang dari gudang NDC ke KFTD (Sangadji
dan Shopiah, 2013). Manajemen logistic
merupakan aliran barang secara baik, efektif
dan efisien mulai dari penerimaan,
penyimpanan dan juga pengiriman keseluruh
kimia farma treding distribution yang ada
diseluruh Indonesia dari kftd lah dikirim ke
apotik maupun rumah sakit.

METODE PENELITIAN
Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan
pada penelitian PT. Kimia Farma National
Distribution Centre adalah kuesioner, dimana
kuesioner yang digunakan kuesioner tertutup
dimana kuesioner yang digunakan telah dis-
edikan pernyataan dan jawaban yang bisa
dipilih.

Variabel Persediaan (X;)

Eddy Herjanto (2015, p. 237) menyatakan
bahwa persediaan adalah bahan atau barang
yang disimpan yang akan digunakan untuk
memenuhi tujuan tertentu. (Eddy Herjanto,
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2015, p. 237). Agar pendukung instrumen
dan penyusun angket (kuesioner) lebih sis-
tematis, maka perlu di buat kisi — kisi instru-
men agar kuesioner dapat dipahami dengan
jelas oleh responden.
Pengujian Validitas dan Reabilitas
Uji Validitas

Sugiono (2017, p.121) menyatakan bahwa
uji validitas ialah instrumen yang valid ber-
arti alat ukur yang di gunakan untuk menda-
patkan data (mengukur) itu valid. Valid ber-
arti instrumen tersebut dapat digunakan un-
tuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
Hasil penelitian yang valid bila terdapat ke-
samaan antara data yang terkumpul dengan
data yang sesungguhnya terjadi pada objek
yang diteliti. Contohnya : Meteran yang valid
dapat digunakan untuk mengukur Panjang,
bukan mengukur berat. Uji validitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan mengguna-
kan program SPSS 24.
Uji Realibilitas

Sugiono (2017, p.121) menyatakan bahwa
uji realibilitas ialah instrumen yang reliabel
adalah instrumen yang bila di gunakan be-
berapa kali untuk mengukur objek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama.
Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat
kesamaan data dalam waktu yang berbeda.
Kalau dalam objek kemarin berwarna merah,
maka sekarang dan besok tetap berwarna
merah. Contohnya : alat ukur Panjang dari
karet.

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian Lapangan

Merupakan data yang diperoleh secara
langsung pada objek penelitian dan ke lapan-
gan yang terkait melalui berbagai cara. Skala
likert di gunakan untuk mengukur sikap, pen-
dapat dan persepsi seseorang atau sekelom-
pok orang tentang fenomena sosial. Dengan
skala likert, maka variabel yang akan di ukur
di jabarkan menjadi indikator variabel. Ke-
mudian indikator tersebut dijadikan sebagai

titik tolak untuk menyusun item — item in-
strumen yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan.(Sugiono,2017,p.93).

Variabel terikat yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah pendistribusian barang

(Y).
Hipotesis

HO: Ada pengaruh langsung positif
persediaan barang dan penanganan barang
secara bersama-sama terhadap distribusi
barang .

H1: Tidak ada pengaruh langsung positif
persediaan barang dan penanganan barang
secara bersama-sama terhadap distribusi
barang .

Kerja uji korelasi telah diperoleh data un-
tuk perhitungan pengolahan korelasi kedua
variabel yaitu strategi edukasi sebagai vari-
able bebas (x) dan peningkatan penjualan
variable terikat (y), dengan menggunakan
rumus product moment.

PEMBAHASAN

Uji Analisis Data Korelasi Pearson Product
Moment

Analisis data yang bertujuan untuk menge-
tahui keberadaan data dalam pengajuan hi-
potesis penelitian dengan menggunakan ru-
mus koefisien korelasi product momment
dari Pearson dengan hasil nilai r =
0,612324417. Untuk menunjukan tingkat
atau korelasi yang telah didapat, menurut
Arikunto (2006: 158).

Berdasarkan perhitungan koefisien kore-
lasi besarnya nilai r= 0,61 maka dilihat dari
tabel di atas termasuk kedalam interval 0,60
— 0,799 dengan tingkat pengaruh kuat, ber-
arti hubungan distribusi terhadap keputusan
pembelian berpengaruh kuat.

Uji Koefisien Uji T

Selanjutnya untuk melakukan uji hipotesis
maka perlu dilakukan uji signifikan dengan
menggunakan uji-t yang menyatakan ada
pengaruh positif antara distribusi dengan



keputusan pembelian berdasarkan rumus
dari Sugiono mengenai uji signifikan korelasi
product momment, dengan hasil t =
7,66715381. Pencarian nilai t tabel meng-
gunakan Microsoft Excel agar lebih memper-
mudah untuk penghitungan dengan cara ru-

musnya sebagai berikut: TINV
(Probability,Deg_freedom) dengan  hasil
1,984467404.

Berdasarkan  perhitungan di  mana

7,66715381 lebih besar dari 1,984467404
pada taraf kesalahan 5% atau 0,05. Oleh
karena itu hipotesis Ha diterima Ho ditolak
padaa =0.05,yangberarti adanya pengaruh
jual beli putus terhadap volume barang di gu-
dang. berarti hipotesis penelitian HO ditolak
dan HI diterima pada a =0,05 yang berarti
adanya pengaruh jual beli putus terhadap
volume barang di gudang.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab
sebelumnya mengenai pengaruh penerapan
sistem jual beli putus di National Dist ribution
Centre PT. Kimia Farma (persero) Tbk , maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan sistem jual beli putus menye-
babkan stok barang menumpuk digu-
dang penyimpanan kimia farma Na-
tional Distribution Centre. Barang ke-
luar menjadi terhambat (slow moving)
bahkan ada yang sampai expire date.
Hal ini menyebabkan kerugian.

2. Dari hasil sistem jual beli putus bagi
perusahaan PT.Kimia Farma, Tbk Na-
tional Distribution Centre dapat men-
gurangi pengembalian barang — barang
retur. seperti barang rusak, barang Ex-
pire date dan sebagainya. Hal ini mem-
beri keuntungan bagi perusahaan.

3. Berdasarkan responden menyatakan
sudah cukup peralatan - peralatan
yang menunjang dalam melakukan
kegiatan digudang terbukti dengan
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mendapatkan skor 94%.
Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian ini, maka di ajukan saran
sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian
yang dapat di berikan sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan ini dis-
arankan kepada PT. Kimia Farma, Tbk
untuk lebih memperhatikan jumlah ka-
pasitas obat yang diproduksi agar tidak
terjadi kelebihan produksi yang menye-
babkan menumpuknya obat digudang
penyimpanan.

2. Dengan adanya kebijakan sistem jual
beli putus ini maka barang — barangre-
tur berkurang. dan disarankan untuk
kedepannya tidak hanya berkurang re-
tur namun sudah tidak ada lagi barang —
barangretur.

3. Untuk kelengkapan peralatan digudang
PT. Kimia Farma, Tbk diharapkan untuk
perawatan rutin agar tidak terjadi keru-
sakan yang akan menghambat
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ABSTRAK

Upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) pada satuan pendidikan tentunya sangat berdampak
dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi demikian halnya di Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Sandikta. Sesuai edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang
pembelajaran secara daring dari rumah masa darurat Covid-19, atas dasar edaran tersebut dan ketentuan yang telah
dikeuarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sandikta melaksanakan
kegiatan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJl]). Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian
ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini masih belum
optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sandikta. Disarankan bagi dosen untuk mengikuti kegiatan yang pembelajaran jarak jauh ataupun daring baik yang
diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atapun pihak lain.

Kata Kunci : Pembelajaran Jarak Jauh, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi
praktisi di dunia pendidikan, akan tetapi
Latar Belakang Masalah sesungguhnya pembelajaran jarak jauh

khususnnya di perguruan tinggi sudah lama
diselenggarakan. Salah satu perguruan tinggi
yang telah melaksanakan pembelajaran jarak
jauh adalah Universitas Terbuka (UT). Ada
pula beberapa perguruan tinggi yang sudah

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia
dan khususnya di Indonesia menyebabkan
seluruh sendi kegiatan harus berubah.
Perubahan ini tentunya bertujuan demi
keselamatan dan kesehatan. Pun demikian

yang terjadi pada pelaksanaan melaksanakan program ini dan melakukan
penyelenggaraan pendidikan di perguruan kombinasi dengan pembeljaran tatap muka
tinggi. (blended learning) tentunya dengan syarat

Sejalan dengan edaran yang telah Ezh:;/j d‘tal;e;‘g:tr;an n tlngigl tersebut
dikeluarkan  oleh  Menteri  Pendidikan rakreditast upun unggul

Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36962 /MPKA/HK/2020, maka
pembelaran jarak jauh (PJJ) atau daring dari
mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAU), SD,
SMP, SLTA/ sederjat hingga Perguruan Tinggi
mutlak untuk dilaksanakan. Pada awalnya,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Sandikta sesuai dengan edaran yang telah
dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Sandikta Nomor 58/ SE/STIA-
Sand/IIlI/2020 tentang Sikap Terhadap
Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di
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lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sandikta ~dan  Surat Edaran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia36962 /MPK.A/HK/2020, Perihal
Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari
Rumah dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-
19), pada tanggal 16 Maret 2020 langsung
melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak
jauh. Meski pada awalnya tenaga pengajar
(dosen), mahasiswa dan tenaga kependidikan
tergopoh-gopoh untuk melaksanakan
perubahan ini.

Media pembelajaran yang digunakan pada
awalnya yang digunakan masih berkisar pada
penggunaan aplikasi whatsgroup (WAGQG),
email, edmodo, google classroom dan zoom
meeting, namun seiring berjalannya waktu
media-media tersebut digunakan secara
bersamaan untuk melengkapi ataupun engisi
kekurangan bilamana terjadi kendala dalam
pengoperasiannya. Kendala-kendala yang
biasa ditemui pada umumnya adalah
menyangkut koneksi jaringan internet yang
lambat, kemampuan dan keterampilan dosen
yang masih belum optimal dan yang lainnya.
Terlebih memang dari sekian banyak dosen
masih ada yang belum paham dan
mengetahui penggunaan media pembelajaran
jarak  jauh  yang  digunakan untuk
pembelajaran. Selama ini yang mereka biasa
lakukan dengan tatap muka, dengan pandemi
Covid-19 yang saat ini terjadi membuat
mereka kesulitan dalam menggunakan media
pembelajaran jarak jauh yang cocok dan
sesuai.

Dari kendala-kendala tersebut tentunya
harus dicarikan solusi agar pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sandikta
yang dilakukan oleh dosen dapat berjalan
dengan optimal.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis
mengangkat judul penelitian, “Analisis
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJ))
oleh Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Sandikta selama Pandemi Covid
-19”.
Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah, “Bagaimana Pelaksanaan
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) oleh Dosen di

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta
selama Pandemi Covid-19?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang diakukan

adalah:

1.  Untuk mengetahuipelaksanaan
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) oleh
dosen di  Sekolah  Tinggi Ilmu
Administrasi Sandikta selama Pandemi
Covid-19.

2. Untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan selamapelaksanaan
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) oleh
dosen di  Sekolah  Tinggi Ilmu
Administrasi Sandikta selama Pandemi
Covid-19 .

3.  Sebagai bahan kajian dan literasi untuk
menambah wawasan keilmuan
administrasi khususnya

mengenaiPembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
oleh dosen di Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Sandikta.

KAJIAN TEORI
Pengertian Pembelajaran Jauh
Menurut  Warsita (2007:16)  sistem

pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh
adalah (1) peserta didik belajar mandiri baik
secara individual maupun kelompok dengan
bantuan minimal dari orang lain, (2) materi
pembelajaran disampaikan melalui media
yang sengaja dirancang untuk belajar
mandiri. Saat ini internet sudah dimanfaatkan
sebagai media untuk penyampaian materi
pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh,
(3) untuk mengatasi masalah belajar
diupayakan komunikasi dua arah antara
peserta didik dengan tenaga pengajar atau



lembaga penyelenggara. Komunikasi dua
arah ini dapat berupa tatap muka maupun
komunikasi melalui media elektronik atau
sering disebut sebagai tutorial elektronik, (4)
untuk mengukur hasil belajar secara berkala
diadakan evaluasi hasil belajar, baik yang
sifatnya mandiri maupun yang
diselenggarakan di institusi belajar, (5) pada
dasarnya peserta pendidikan jarak jauh
dituntut untuk belajar mandiri, belajar
dengan kemauan dan inisiatif sendiri,
mahsiswa harus dapat mengatur dan
mendisiplinkan diri dalam belajar agar dapat
beradaptasi(Keegan, 1984 dalamWarsita,
2007:13).

Media Pembelajaran Jarak jauh

Secara garis besar sistem pembelajaran
jarak jauh dapat dikelompokkan menjadi tiga
model, yaitu single mode, dual mode, dan
konsorsium (Perry dan Rumble, 1987;
Holmberg,1995; Curran, 1992) dalam Tian
Belawati, dkk (1999) sebagai berikut:

Model Single Mode

Model ini dipelopori oleh kisah sukses dari
The United Kingdom Open University, yang
mulai beroperasi pada tahun 1971. Model
inikemudian dianut banyak negara, termasuk
negara berkembang dengan jumlahpenduduk
besar seperti Indonesia. Model single mode
memadukan pemanfaatan media cetak dan
media siaran dalam pembelajaran jarak jauh.

Model ini dikembangkan atas dasar
pemikiran bahwa pendekatan universitas
konvensional dalam menerapkan sistem
pembelajaran jarak jauh tidak memadai.

Pada model single mode, pembelajaran,
pengujian, dan akredetasi merupakan fungsi
terpadu. Lembaga melayani jarak jauh saja,
sehingga staf akademik tidak mengalami
konflik loyalitas terhadap siswa tatap muka
dan jarak jauh. Lembaga lebih leluasa dalam
merancang program untuk kelompok target
tertentu, dan melakukan eksplorasi terhadap
potensi maksimum metode PJJ. Namun
demikian tetap ada keterbatasan dalam
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keleluasaan yang dimiliki model single mode,
lembaga semacam ini masih mempunyai
masalah kredibilitas dan akseptabilitas di

kalangan masyarakat karena
penyimpangannya dari sistem pendidikan
tradisional. Misalnya, masyarakat masih
cenderung memandang remeh lulusan

pendidikan jarak jauh, dibandingkan lulusan
yang konvensional.

Model single mode relatif mahal untuk
dikembangkan dan menghendaki jumlah
siswa besar agar secara ekonomis layak.
Model ini memerlukan investasi awal yang
besar untuk prasarana dan pengembangan
bahan ajar. Namun biaya ini dapat dirata-rata
selama beberapa tahun sehingga biaya tiap
siswa lebih murah dibandingkan pada
pendidikan konvensional, asalkan jumlah
siswa cukup besar.

Model Dual Mode

Dalam model ini ada dua kelompok siswa,
yaitu mereka yang belajar secara tatap muka
dikelas,dan mereka yang belajar secara jarak
jauh atau dengan syarat tatap muka dengan
sangat minimum. Dua kelompok siswa ini
mendapatkan pelayanan yang sebanding dari
lembaga, sekalipun kenyataannya mahasiswa
tatap muka memiliki lebih banyak memiliki
kemudahan dalam hal akses ke berbagai
sumber belajar di kampus.

Pada universitas dual mode, dua kelompok
mahasiswa memiliki karakteristik yang
sangat berbeda dalam banyak hal. Mahasiswa
tatap muka umumnya lebih muda dan
mengikuti pendidikan universitas langsung
setelah menamatkan sekolah menengah.
Mahasiswa jarak jauh umumnya lebih tua,
lebih kaya dalam pengalaman hidup maupun
pekerjaan, serta memiliki keluarga serta
komitmen lainnya. Banyak orang
beranggapan bahwa mahasiswa jarak jauh
merupakan mahasiswa “kelas dua”,
sebagaimana banyak orang yang
beranggapan bahwa pendidikan jarak jauh
adalah upaya menyediakan pendidikan
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“peluang kedua”, cara yang dapat diterima
untuk belajar di perguruan tinggi adalah

melalui program jarak jauh
yangdiselenggarakan oleh lembaga
konvensional.

Model ini memiliki beberapa kelebihan
yang tidak dimiliki model single mode. Model
dual mode memiliki landasan  dan
keterpautan yang kuat karenastaf akademik
bertanggung jawab penuh dalam proses
belajar dan pembelajaran, penulisan bahan
ajar, menggunakan kombinasi bahan belajar
mandiri dan pertemuan tatap muka dan
evaluasi siswa. penyampaian bahan, sistem
pembelajaran dan layanan yang diberikan
berbeda sesuai dengansyarat khusus yang
dikehendaki masing-masing kelompok siswa.
Model ini memungkinkan  terjaganya
kesamaan penghargaan dan gelar terhadap
siswa tatap muka dan jarak jauh. Dalam
model ini ada integrasi pembelajaran tatap
muka dan jarak jauh sehingga menjamin
standar pendidikan, legitimasi, dan
kredibilitas. Sistem dual mode
memungkinkan penawaran program atau
mata pelajaran yang bervariasi dan
memungkinkan staf akademik untuk bekerja
dalam lingkungan yang berorientasi pada
penelitian, disamping pendidikan dan
pengabdian pada masyarakat.

Model Konsorsium

Berbagai tekanan dan tuntutan untuk
penyelenggaraan program jarak jauh yang
efisien menjadikan beberapa universitas
bekerja sama melalui konsorsium. Tujuan
pembentukan konsorsium pada umumnya
adalah untuk mencapai efisiensi dan ekonomi
skala. Beberapa lembaga  pendidikan
memandang perlu untuk membentuk
konsorsium di tingkat regional,nasional, atau
wilayah tertentu agar distribusi bahan ajar
lebih efisien, dan tercapai konsistensi dalam
pemberian kredit. Konsorsium dapat pula
terbentuk bilamana ada kerjasama beberapa
lembaga pendidikan, penerbitan,dan siaran
yang setuju untuk bergabung dan

menawarkan program pendidikan jarak jauh.
Konsorsium merupakan gagasan yang sangat
bagus, sayangnya seringkali sulit diterapkan.
Birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi
sering menjadi hambatan kerjasama.

Faktor-Faktor Pendukung Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ))

Menurut Munir (2009:90) faktor-faktor ini
harus menjamin secara nyata mutu proses
dan lulusan pembelajaran jarak jauh. Selain
itu, dapat mendorong dan memotivasi
pembelajar untuk belajar mandiri dan
meningkatkan kemauan untuk mencari dan
menemukan sendiri materi pembelajaran.
Faktor-faktor tersebut, antara lain:

1.  Pelaksanaan sistem pembelajaran jarak
jauh akan sangat ditentukan oleh materi
pembelajaran yang bermutu tinggi, dan
dapat mendorong para pembelajar
untuk belajar mandiri dan memberi
kemampuan tinggi untuk mencari dan
mengembangkan materi pembelajaran
sendiri.

2. Bantuan pembelajaran yang tertata
dengan baik dan terkendali merupakan
suatu faktor yang harus dikembangkan
dengan baik. Pengembangan itu
meliputi pemanfaatan tenaga ahli
sebagai tutor tatap muka, di samping
berbagai model tutorial lain seperti
tutorial  elektronik/ digital, tutorial
melalui telepon, dan pemanfaatan
bantuan belajar berbasis komputer.

3. Sistem ujian memungkinkan dapat
memyverifikasi kemampuan pembelajar
dan dapat menjamin mutu lulusan.
Berbagai bentuk dan jenis ujian harus
dapat diterapkan dengan memberikan
umpan balik yang bermanfaat pada
waktu formatif asesmen. Penulisan
karya akhir seperti skripsi bagi
mahasiswa haruslah tetap berkualitas
tanpa membedakan mode pendidikan
yang ditempuh. Kualitas karya akhir
mahasiswa pada pembelajaran jarak



jauh dan mahasiswa pada pembelajaran
secara tatap muka tidak boleh berbeda.

4.  Suatu sistem yang terpadu dan sinergis
harus dikembangkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi terbaik yang tersedia.
Sistem yang baik ini akan dapat menjadi
landasan yang kuat bagi pelayanan yang
memuaskan kepada pembelajar dan

pengajar.
Menurut  Munir (2009:91) sebelum
memutuskan  untuk  merubah  proses

pendidikan dari sistem konvensional menjadi
pembelajaran jarak jauh atau web based
learning, perlu dilakukan observasi dengan

mengemukakan beberapa pertanyaan
sebagai berikut:
1.  Berapakah biaya untuk

mengkonvergensi pembelajaran dalam

kelas menjadi format elektronik
multimedia?
2.  Perlukah semua materi pembelajaran

diubah ke dalam model e-learning?

3. Bagaimana cara memeriksa efektivitas
dari proses perubahan tersebut?

4.  Faktor manusia apa yang terlibat dalam
penerimaan terhadap perubahan
tersebut?

Penanganan Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan  Surat Edaran  Menteri
Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
HK.02.01/ MENKES/ 199/2020 Tentang

Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease
2019 (COVID-19),Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO
sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public
Health Emergency of International Concern
(PHEIC) atas pertimbangan peningkatan
kasus yang signifikan dari negara-negara
yang melaporkan kasus. Saat ini di Indonesia
telah terdapat beberapa kasus yang
terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan
Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor
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HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang
Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi 2019
-ncov) Sebagai Penyakit yang dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya, COVID-19 telah
ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi
wabah di Indonesia, sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah penanggulangan termasuk
aspek komunikasi penanganannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas juga
maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia mengeluarkan Surat
Edaran Nomor 36962 /MPKA/HK/2020,
Perihal Pembelajaran secara Daring dan

Bekerja dari  Rumah dalam  Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona  Virus
Disease (COVID- 19). Dalam Rangka

Pencegahan Terhadap Perkembangan Dan
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19),
Kementerian Mengimbau Untuk Melakukan
Hal Sebagai Berikut:

1. Menjaga pegawai, mahasiswa, siswa, guru,
dan dosen mengikuti protokol pencegahan
Covid-19 yang disampaikan Kantor Staf
Presiden.

2. Memastikan bahwa pengendalian,
kewaspadaan, dan penanganan
penyebaran Covid-19 di unit kerjanya
telah dilaksanakan dengan baik sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan
dan Penanganan CoronaVirus Disease
(Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.

3. Menunda penyelenggaraan acara yang
mengundang banyak  peserta atau
menggantinya dengan uideo conference
atau komunikasi daring lainnya. Khusus
untuk daerah yang sudah terdampak Covid
-19 berlaku ketentuan sebagai berikut: (a)
memberlakukan pembelajaran  secara
daring dari rumah bagi siswa dan
mahasiswa; (b) pegawai, guru, dan dosen
melakukan aktivitas bekerja, mengajar
atau memberi kuliah dari rumah (Bekerja
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Tabel 1. Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah 0%
1. | =30 tahun 1 5,26
2. | 31-40 tahun 5 26,32
3. | 41-50 tahun 9 47,37
4, | =51 tahun 4 21,05

Jumlah 18 100

Sumber: Hasil Observasi PJ] STIA Sandikta Tahun 2020

Dari Rumah/BDR) melalui video
conference, digital documents, dan sarana
daring lainnya. Sebagai informasi, berbagai
lembaga penyedia telah bekerja sama
dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, menyediakan sarana
pembelajaran  daring secara  gratis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran ini; (c) pelaksanaan BDR
tidak mempengaruhi tingkat kehadiran
(dipandang sama seperti tekerja di kantor,
sekolah, atau pergururan tinggi), tidak
mengurangi kinerja, dan tidak
mempengaruhi tunjangan kinerja; dan (d)
apabila haius datang ke kantor/kampus/
sekolah sebaiknya tidak menggunakan
sarana kendaraan (umum) yang bersifat
massal.

4. Pimpinan Satuan Kerja melakukan kerja
sama dengan dinas kesehatan setempat
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
apabila ada pegawai/ mahasiswa/siswa
yang mengalami gejala sesak nafas,
demam, dan batuk.

5. Pimpinan Satuan Kerja membuat pedoman
pelaksanaan BDR dan pembelajaran daring
disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

METODOLOGI PENELITIAN
Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis lakukan
adalah menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif berdasarkan observasi
laporan pembelajaran jarak jauh yang
dilaksanakan oleh dosen Sekolah Tinggi llmu
Administrasi Sandikta pada bulan Maret-
April 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini
adalah seluruh dosen yang melaksanakan
kegiatan pembelajaran pada semester genap
Tahun Akademik 2019/2020 di Sekolah
Tinggi [lmu Administrasi Sandikta sejumlah
19 orang.

PEMBAHASAN
Profil Responden
Profil Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan usia
dosen Sekolah Tinggi I[lmu Administrasi
Sandikta didominasi berusia 41-50 tahun
sejumlah 47,37 %. Sedangkan sisanya adalah
berusia 31-40 tahun sejumlah 26,32 %. Dan

yang memiliki usia E51 tahun sejumlah
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Tabel 2. Responden Berdasarkan Gender

No. Usia Jumlah %o
1. | LakiLaki 14 73,22
2. | Perempuan 5 26,32

Jumlah 19 100

Sumber:Hasil Observasi P]] STIA Sandikta Tahun 2020

Tabel 3. Media Pembelajaran Jarak Jauh Yang Digunakan

No. Media Pembelajaran Jumlah 0%
1. | Google Class Room 2 10,52
2. | Edmodo 5 26,32
3. | Zoom Meeting 3 15,79
4. | WAG 5 26,32
5. | Email 4 21,05

Jumlah 19 100

Sumber: Hasil Observasi P]] STIA Sandikta tahun 2020

21,05 %. Dosen berusia termuda sejumlah 1
orangatau 5,55 %.

Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa media
pembelajaran yang banyak digunakan pada
masa awal pembelajaran jarak jauh adalah
menggunakan edmodo dan whatsapp group
(WAG) sejumlah 26,32 %. Sedangkan media

yang pada gilirannya nanti dosen tersebut
melakukan sharing kepada dosen Ilainnya
sehingga hal ini dapat membantu kelancaran
program pembelajaran yang diberikan
kepada mahasiswa.

Keunggulan Pembelajaran Jarak Jauh

) ) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang
lain yang digunakan adalah —dengan 4.y han selama pandemi Covid-19 di
menggunakan .emall yang disampaikan lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
kepada mahasiswa  sejumlah 21,05 %, g, 4ikia pada hakekatnya dilakukan dalam
sela'njutnya' dengan menggunakan zoorp rangka pencegahan atas wabah Covid-19. Hal
meting  sujumlah 15,79 %, dan terakhir ini dilakukan sesuai dengan edaran yang
adalah .dengan menggunakan google class telah dikeluarkan oleh Kementerian
room sejumlah 10,52 %. Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Penggunaan media pembelajaran dengan Indonesia, Kementerian Kesehatan dan

media edmodo merupakan media yang
pemanfaatannnya sudah dilakukan sebelum
pandemi Covid-19 di lingkungan Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta dengan
melibatkan dosen yang diberikan pelatihan

edaran yang dikeluarkan oleh Walikota
Bekasi untuk menjaga keselamatan dan
kesehatan atas mewabahnya Covid-19.

Berikut ini dapat disampaikan beberapa
keunggulan penggunaan pembelajaran jarak
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jauh (PlJ) yang dilakukan oleh dosen di
lingkungan Sekolah Tinggi Imu Administrasi
Sandikta adalah sebagai berikut:

1.

Kendala yang Dihadapi

Keamanan dan keselamatan dosen,
mahasiswa, tenaga kependidikan di
lingkungan  Sekolah  Tinggi Ilmu
Administrasi Sandikta dapat terjaga

pada masa pandemi Covid-19.

Efisiensi biaya. Biaya yang digunakan
penggunaan fasilitas di kampus untuk
semantara waktu pada masa pandemi
Covid-19 dapat diminimalisir.

Fleksibilel. Dosen dan mahasiswa dapat

melakukan interaksi pembelajaran
jarak jauh (PJJ) dari rumah dengan
menggunakan media pembelajaran
yang berbasis pengunaan jaringan
internet.

Pendistribusian materi perkuliahan

yang diajarkan dosen secara cepat
dapat disampaikan kepada mahasiswa
sebelum perkuliahan dimulai sehingga
mahasiswa dapat membaca dan
mempelajari materiyang diberikan.

Pembelajaran

Jarak Jauh

Kendala yang dihadapi dosen di lingkungan
Sekolah Tinggi ilmu Administrasi Sandikta
dalam melakukan pembelajaran jarak jauh
(PJJ) diantaranya adalah:

L.

Masih kurangnya dosen yang memiliki
keterampilan dan kemampuan dalam
melakukan kegiatan pembelajaran jarak
jauh (PJ)) berbasis internet dalam
memanfaatkan media pembelajaran
yang sudah ada ataupun media lainnya
secara interaktif.

Biaya yang dikeluarkan oleh dosen dan
mahasiswa untuk pembelian kuota data
semakin besar terlebih media
pembelajaran yang digunakan disajikan
secara live (langsung) seperti dalam
bentuk media zoom meeting.

Gangguan signal internet yang dapat
mengganggu komunikasi antara dosen
dan mahasiswa saat pembelajaran jarak
jauh  (PJJ)  diselenggarakan yang
dilaksanakan secara langsung (live)
sehingga hal ini menyebabkan materi
yang disampaikan kurang dipahami
oleh mahasiswa.

Proses belajar menjadi kurang efektif
disebabkan karena kurangnya interaksi
antara dosen dengan mahasiswa setiap
pertemuan kuliah

Materi pembelajaran yang disampaikan
oleh dosen terkadang belum dapat
dimengerti ataupun dipahami
disebabkan komunikasi yang dilakukan
kepada mahasiswa hanya satu arah saja.

Dosen terkadang hanya memberikan
tugas melalui media pembelajaran
tanpa memperhatikan pemberian
materi yang disampaikan yang pada
gilirannya tugas menumpuk dan
menimbulkan rasa bosan di kalangan
mahasiswa

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dari
penelitian yang telah penulis lakukan, maka
kesimpulan yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:

I

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
yang dilakukan oleh dosen di
lingkungan  Sekolah  Tinggi Ilmu
Administrasii  Sandikta pada masa
pandemi Covid-19 pada dasarnya
adalah untuk mencegah penyebaran
Covid-19. Kegiatan pembelajaran
dilakukan dari rumah dengan
menggunakan media pembelajaran
sesuai yang dikuasai oleh dosen.

Penggunaan kuota data semakin
bertambah pada pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang
dilakukan secara langsung (live) dengan



media zoom meeting sehingga biaya
dikeluarkan oleh dosen dan mahasiswa
pun menjadi bertambah pula biaya yang
harus dikeluarkan. Terkait dengan hal
ini maka proses pembelajaran menjadi
kurang efektif disebabkan minat
mahasiswa mengikuti pembelajaran
yang dilakukan menjadi berkurang
antusiasnya.

3. Dengan menggunakan pembelajaran
jauh (PPJ) pada dasarnya fleksibilitas
dan kecepatan yang dilakukan oleh
dosen untuk penyampaian materi
kepada mahasiswa dapat berjalan
dengan baik. Hal ini tentu juga karena
kemampuan dosen dalam pemanfaatan
media pembelajaran yang digunakan
sudah dikuasainya. Namun dalam
pelakasanaannya beban yang diberikan
menjadi bertambah besar bagi bilamana
dosen selain materi yang diberikan juga
ditambah dengan tugas-tugas yang
harus dikerjakan setiap pertemuannya.

Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah
disajikan, maka saran-saran yang dapat
disampaikan sebagai bahan rekomendasi

bagi pihak-pihat terkait analisis pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh (PJJ) oleh dosen di
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta
adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya keterampilan dan
kemampuan para dosen Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi Sandikta Iebih

ditingkatkan lagi dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
dengan mengikuti berbagai pelatihan
yang yang diselenggarakan secara
online atau daring baik yang
diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia atau
instansi lain seperti perguruan tinggi
lainnya, LLDIKTI Wilayah IV ataupun
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instansi lain yang menyelenggarakan
pelatihan pembelajaran daring. Hal ini
disadari bahwa pada masa pandemi
Covid-19 saat ini dosen dituntut untuk
lebih  kreatif dan inovatif dalam
melakukan kegiatan pembelajarannya
kepada mahasiswa.

2. Disarankan kepada dosen untuk
memilih media pembelajaran yang
dinilai efisien dan dapat menekan biaya
penggunaan kuota data. Di masa
pandemi Covid-19 yang serba darurat
tentunya media pembelajaran dapat
dipilih sesuai dengan penggunaan biaya
yang dikeluarkan seminimal munngkin
namun tidak mengesampingkan
kualitas pembelajaran yang
disampaikan kepada mahasiswa.

3. Perlunya kesadaran dari dosen untuk
tidak serta memberikan tugas yang
begitu banyak kepada mahasiswa selain
materi yang diberikan setiap
pertemuannya. Hal ini disadari bahwa
agar proses pembelajaran jarak jauh
(PJJ) yang dilakukan tidak menjadi
beban yang berat bagi mahasiswa dan
meminimalisir kebosanan selama
proses pembelajaran dilakukan di masa
pandemi Covid-19.
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ABSTRAK

Pasca transisi politik 1998 Indonesia hingga tahun 2020 memiliki 8 provinsi baru. Provinsi tersebut adalah
pemekaran dari sejumlah provinsi yang sudah ada. Studi pemekaran daerah ada dalam arus besar wacana
desentralisasi pemerintahan Indonesia. Perumusan masalah artikel ini adalah terdapat sejumlah argumentasi yang
berbeda mengenai 8 provinsi baru yang terbentuk yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka-Belitung, Banten,
Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Landasan teori menggunakan
pendapat Jean-Paul Faguet, et.al. mengenai desentralisasi dan Gabriel Ferrazzi mengenai territorial reform. Metode
penelitian menggunakan analisa data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber jurnal, website resmi
pemerintahan, dan artikel online yang dapat ditelusuri validitasnya. Data-data tersebut difokuskan pada
argumentasi unik dari pemekaran provinsi. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat argumentasi pemekaran
provinsi yaitu dimensi etnisitas, kondisi geografis, masalah agama, historisitas, dan upaya pemekaran yang
bervariasi dari yang top to bottom hingga bottom to up. Implikasi teori adalah bahwa territorial reform pada ke-8
provinsi berkategori proliferation dan sebab itu dapat digunakan untuk menganalisis pemekaran provinsi di
Indonesia.

Kata Kunci : Pemekaran daerah, Desentralisasi, Reformasi teritorial

Berbeda dengan wilayah kecamatan, kelu-
rahan, dan desa yang merupakan lingkup ke-
kuasaan birokratis maka provinsi dan kabu-
paten/kota sifatnya lebih politik. Ini mengin-
gat gubernur, bupati, dan walikota dipilih le-
wat pemilu langsung sejak tahun 2004. Sebab
itu menarik untuk dikaji alasan-alasan pem-
bentukan sejumlah provinsi baru pasca 1998
diIndonesia ini.

PENDAHULUAN

Setelah transisi politik 1998 jumlah daerah
administrasi di Indonesia cenderung mening-
kat, baik level provinsi maupun kabupaten/
kota. Di level provinsi, kendati berkurang
dengan exit nya Timor Leste, jumlah provinsi
bertambah dari 27 menjadi 34, kabupaten
416 dan kota 98 (total 514, Lampiran Per-
mendagri: 137/2020). Mengingat pada luas
dan variasi wilayah Indonesia maka pe-
mekaran daerah merupakan suatu hal yang
sulit dihindari. Lingkungan ekologis Indone-
sia sangat bervariasi yaitu daratan, lautan,
pegunungan, wilayah perbatasan (remote
area) dan wilayah-wilayah yang masih teriso- but

Terdapat 8 provinsi baru yang dibentuk
setelah 1998 yaitu Kepulauan Bangka Beli-
tung, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan
Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku
Utara, dan Papua Barat. Ke-8 provinsi terse-
memiliki alasan pembentukan khas

lasi. Tujuan umum dari dimekarkannya
daerah adalah membagi daerah konsentrasi
“besar” menjadi konsentrasi-konsentrasi
yang lebih ‘“kecil” agar lebih mudah dimana-
jemen.

masing-masing. Alasan pembentukan
provinsi Papua Barat akan berbeda dengan
pembentukan Gorontalo dan Maluku Utara.
Juga, alasan pembentukan provinsi Kaliman-
tan Utara akan berbeda dengan pembentukan
provinsi Banten. Perbedaan alasan ini di-
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yakini akan memberikan suatu pola tertentu
mengenai motivasi pemekaran daerah di In-
donesia. Tentu saja hal pemekaran provinsi
akan berbeda dengan hal pemekaran kabu-
paten/kota yang untuk itu diperlukan suatu
kajian tersendiri. Sebab itu hal pokok yang
akan dikaji oleh artikel ini adalah alasan pem-
bentukan 8 provinsi baru di Indonesia.

Secara teoretis kajian mengenai pe-
mekaran daerah ada dalam tema besar de-
sentralisasi. Desentralisasi ini dikaitkan den-
gan integrasi politik wilayah di dalam suatu
negara. Argumennya adalah bahwa desen-
tralisasi mendorong mitigasi konflik dengan
mendorong pemerintah lebih dekat pada
rakyatnya (Faguet, et.al, 2015: 135-6). Selain
itu desentralisasi pun mendorong para
pemimpin subnasional dari aneka segmen
untuk terepresentasikan di dalam pemerin-
tahan daerah. Sebab itu “where divisions are
defined territorially, decentralization is said to
promote the formation of multiple but comple-
mentary identities where citizens can simulta-
neously carry an ethnic identity and identify
with the polity as a whole ... Decentralization
can thereby act as a pressure valve for nation-
alist aspirations” (Faguet, et.al., 2015: 136).
Sulit dipungkiri bahwa pemekaran provinsi
di Indonesia datang setelah transisi politik
1998 dengan mana kebebasan berpendapat
menjadi diakui sebagai bukan sebuah pelang-
garan hukum. Sebab itu kehendak sejumlah
daerah untuk berdiri sebagai provinsi
mandiri erat kaitannya dengan penyaluran
aspirasi warga negara, kendati tentu saja
peran elit lokal di sini begitu besar.

Pemekaran daerah adalah sebuah territo-
rial reform yaitu “manajemen penyusunan
tingkatan atau besaran (size/number) unit
pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan
administrasi dan politik” (Tryatmoko, 2010:
40-1). Ada tiga bentuk territorial reform yaitu
pemekaran daerah (proliferation) yang meru-
pakan pilihan negara-negara berkembang,
penggabungan (amalgamation) yang meru-
pakan pilihan negara-negara maju, dan cam-

puran antara proliferation dan amalgamation
(Tryatmoko, 2010: 41). Dalam konteks pe-
mekaran provinsi di Indonesia maka jenis
territorial reform yang dianut adalah prolif-
eration. Pilihan ini didasarkan atas upaya me-
lakukan kejarakdekatan geografi sehingga
warganegara di daerah tersebut lebih terurus
dan pemerintah lokalnya lebih fokus dalam
melakukan pengelolaan wilayah. Alasan teo-
retis ini yang merupakan asumsi utama
dalam memecahkan persoalan munculnya ke-
8 provinsi baru di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah
library research. Artikel ini akan mengkaji
aneka undang-undang penetapan ke-8
provinsi tersebut sebagai provinsi mandiri,
lepas dari provinsi sebelumnya. Untuk kon-
teks tuntutan munculnya aneka provinsi baru
tersebut akan diambil dari sejumlah karya
penelitian yang satu sama lain akan ditrian-
gulasi sehingga menunjukkan pola umum
yang menjadi background dari munculnya ke-
8 provinsi tersebut. Data-data yang diper-
gunakan sebab itu adalah data sekunder yang
diperoleh melalui studi virtual berbasiskan
internet dengan bahan utama dari aneka la-
man resmi dan jurnal-jurnal yang tersebar
secara online. Setelah melakukan analisis
berdasarkan data-data tersebut artikel ini
berupaya memunculkan suatu pola umum
dari pemekaran provinsi di Indonesia.

PEMBAHASAN
Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dile-
galisasi lewat Undang-undang Nomor 27 ta-
hun 2000 pada tanggal 4 Desember 2000
oleh Presiden Abdurrahman Wahid (UU No.
27/2000). Provinsi ini adalah lepasan dari
Sumatera Selatan, di mana kepulauan Bangka
Belitung dinilai sudah semakin maju dan
adanya asprirasi dalam masyarakat kedua
pulau besar di Sumatera Selatan tersebut.
Saat pertama kali dibentuk provinsi ini terdiri
atas Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung,



dan Kota Pangkal Pinang. Batas-batas
wilayahnya adalah sebelah utara denga Laut
Natuna, sebelah timur dengan Selat Karimata,
sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebe-
lah barat dengan Selat Bangka. Luas wilayah
provinsi ini adalah 16.424,06 kilometer
persegi dengan penduduk (2019) sebesar
1.379.767 jiwa.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki sum-
ber daya yang diyakini para inisiator pem-
bentukannya dapat dijadikan sumber mandiri
pembangunan wilayah mereka, terutama ti-
mah (Kavin, 2017: 76). Namun, besarnya ti-
mah provinsi ini belum berdampak pada ke-
sejahteraan warganegara Indonesia di sana,
karena sekurangnya hingga Maret 2013 ting-
kat kemiskinan penduduknya malah naik
6,68% (Kavin, 2017: 77). Masalah di sana
adalah “klasik” yaitu banyak beroperasinya
penambangan liar oleh oknum karena 70%
timah Bangka-Belitung smelter swasta
(Kavin, 2017: 77). Bangka-Belitung juga unik
karena etnis Tionghoa cukup besar di sana
yaitu 11,54%, kendati Melayu tetap terbesar
yaitu 71,89% (Kavin,2017: 86). Kalvin meny-
impulkan bahwa munculnya Kepulauan
Bangka Belitung sebagai provinsi mandiri
adalah kelindan antara aspek politik (aspirasi
rakyat daerah), timah, dan etnis Tionghoa.
Indikasi dari hal ini adalah, pengusaha timah
selalu andil di dalam bursa-bursa pemilihan
kepala daerah dan anggota legislatif. Ke-
hadiran mereka ini tidak hanya di belakang
layar, melainkan pula di panggung pentas
politik lokal (Kavin,2017:91).

Aspirasi politik, etnis Tionghoa, dan timah
dalam pembentukan provinsi ini pun dilansir
dalam penelitian Sya, et.al. (Sya, Marta, dan
Sadono, 2019: 153-68). Namun, Sya, et.al.
menanggapi secara positif bahwa “sangat
jarang konflik ditemui antara etnis Tionghoa
dan Melayu ...telah dibuktikan pada saat pe-
cahnya kerusuhan Mei di Jakarta ...penduduk
etnis Tionghoa di Bangka benar-benar ter-
lindungi” (Sya, Marta, dan Sadono, 2019:
154). Secara historis etnis Tionghoa di
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Bangka Belitung datang untuk menambang
timah untuk kemudian menetap dan bera-
similasi dengan etnis Melayu di sana. Sejak
1956 wilayah ini ingin mandiri lepas dari Su-
matera Selatan karena apabila tidak
demikian, wilayah ini tidak akan mengalami
perubahan. Warga Bangka Belitung menyata-
kan di sektor pariwisata, keuntungan Bangka
Belitung lebih banyak diserap provinsi
(Sumatera Selatan) ketimbang kembali
digulirkan ke rakyat Bangka Belitung ((Sya,
Marta, dan Sadono, 2019: 162). Basis sosiolo-
gis pembentukan provinsi ini adalah Dekral-
asi Tanjung Kelayang, yaitu kehendak rakyak
Bangka Belitung untuk mendirikan provinsi
mandiri, dan ini dilanjutkan oleh pembentu-
kan forum-forum seperti Presidium Perjuan-
gan Peningkatan Provinsi Bangka Belitung
(Sya, Marta, dan Sadono,2019: 162). Perjuan-
gan para tokoh ini pun dilanjutkan setelah
transisi politik 1998, yaitu generasi ketiga,
yang terdiri atas Johan Murod, Eddy Jang, dan
Agus Adaw yang berdiskusi dengan Amung
Tjandra (senior, generasi kedua). Generasi
kedua ini mendiseminasi pentingnya pem-
bentukan provinsi baru kepada rakyat
Bangka Belitung yang muaranya adalah rapat
umum pembangunan Provinsi Bangka Beli-
tung dengan salam Fan Ngin Thong Ngin Jit
Jong yang ditandatangani H. Romawi Latief
(wakil generasi pertama, 1956), Amung Tjan-
dra (wakil generasi kedua, 1970), dan Johan
Murod serta Agus Adawa dalam mana
mereka ini termasuk generasi ketiga yang
bergerak tahun 2000 (Sya, Marta, dan Sa-
dono, 2019: 164). Hasil dari rapat umum ini
adalah pada 21 November 2000 naskah un-
dang-undang provinsi baru tersebut tersusun
dan diketok palu menjadi undang-undang no-
mor 27 sekaligus menjadikan Kepulauan
Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31 Re-
publik Indonesia.

Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan lewat
Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 ten-
tang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
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yang diundangkan tanggal 25 Oktober 2002
oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (UU
No. 25/2002). Provinsi ini adalah lepasan
dari Provinsi Riau yang bercorak daratan, se-
mentara provinsi baru bercorak maritim.
Saat pertama kali dibentuk, provinsi ini ter-
diri atas 3 kabupaten (Kepulauan Riau, Kari-
mun, dan Natuna) dan 2 kota, yaitu Batam
dan Tanjung Pinang. Batas wilayah provinsi
ini sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelas
timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi
Kalimantan Barat, sebelah selatan dengan
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Jambi, serta sebelah barat dengan Negara Sin-
gapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.

Cikal-bakal Provinsi Kepulauan Riau
adalah Kabupaten Kepulauan Riau di Su-
matera Selatan. Kabupaten ini telah men-
galami pemekaran tahun 1999 menjadi Kabu-
paten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kota
Batam (Arianto, Suradji, Adhayanto, dan
Prastya, 2015: 333-40). Kepulauan Riau
adalah provinsi dengan geliat pemekaran
yang cukup tinggi mengingat geostrategisnya
di lingkup pusat perdagangan Asia sebelah
selatan yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia,
dan Laut Tiongkok Selatan. Faktor konsen-
trasi pembangunan kelihatannya paling ma-
suk akal untuk menganalisis lepasnya Kepu-
lauan Riau dari Riau ini.

Awalnya, Riau adalah sebuah provinsi den-
gan luas 95.225,38 kilometer persegi, dengan
dua konsentrasi wilayah: daratan dan lautan.
Total jumlah pulau besar, menengah, dan
kecil yang dikelola adalah 2547 buah, dan
mayoritas pulau-pulau tersebut ada di
provinsi yang saat ini menjadi daerah otonom
sendiri (2408), yang telah berpenghuni 385,
dengan 19 pulau merupakan pulau terdepan
yang berbatasan langsung dengan negara lain
(kemlu.go.id,). Sebab itu pembentukan
wilayah ini menjadi provinsi mandiri adalah
punya signifikansi kuat, terkhusus untuk kon-
sentrasi pembangunan wilayahnya, dengan
sumber daya alam berupa batu granit (total
cadangan mencapai 858.384.000 metrik ton),

pasir (total cadangan mencapai 39.826.400
metrik ton), timah (total cadangan mencapai
11.560.500 metrik ton), bauksit (total cadan-
gan mencapai 15.880.000 metrik ton), dan
bijih besi (Arianto, Suradji, Adhayanto, dan
Prastya,2015:334).

Selain pembenaran geografis, pembentu-
kan provinsi ini tidak lepas dari peran Badan
Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepu-
lauan Riau (BP3KR) yang diketuai Husrin
Hood, dan artinya adalah masalah politik. Sa-
putra misalnya mempersamakan terben-
tuknya provinsi ini dengan wacana pemben-
tukan Provinsi Cirebon yaitu rasa kesukuan
dan variasi kultur sosial (Saputra, 2008: 74).
Secara geografis, tak terbantah, bahwa Kepu-
lauan Riau adalah 7wilayah maritim, tetapi
ada pula masalah etnisitas di sana, yaitu may-
oritas warganegara Kepulauan Riau adalah
etnik Melayu sementara di provinsi induk
(Riau) terutama di Pekanbaru (ibukotanya)
didominasi etnik Minang.

Pembentukan provinsi Kepulauan Riau
diawali dengan pemekaran Kabupaten
Natuna (dari Kabupaten Kepulauan Riau) le-
wat Undang-undang Nomor 53 tahun 1999
dan ini merupakan langkah positif untuk
memperpendek rentang kendali akibat ter-
lalu luasnya Kabupaten Kepulauan Riau.
Wacana terus bergulir sehingga pasca pem-
bentukan Kabupaten Natuna, kembali muncul
hasrat membentuk provinsi mandiri, lepas
dari Riau. Di Natuna, elemen masyarakat ter-
pecah antara masyarakat Pulau Bunguran
(Pulau Natuna Besar) yang dimobilisasi oleh
pemerintah daerah dan DPRD setempat yang
menolak pembentukan versus masyarakat
gugusan Kepulauan Anambas yang dimobi-
lisasi Badan Pekerja Pembentukan Provinsi
Kepulauan Natuna yang mendukung pemben-
tukan provinsi baru (Saputra, 2008: 77). Se-
cara rasional, pembentukan Kabupaten
Natuna (sebelum provinsi Kepri) adalah
mempercepat isolasi wilayah ini. Kedua ele-
men masyarakat yang berseteru saling adu
unjuk rasa ke Jakarta, dan akhirnya BP3KR



yang menang dengan keluarnya UU No.
25/2002.Namun, awalnya Kabupaten Natuna
menolak gabung ke Kepri, melainkan tetap
berafiliasi dengan Riau atau membentuk
provinsi sendiri, yang dikemas dalam semi-
nar bertajuk Menuju Provinsi Natuna-
Anambas tanggal 24 November 2002 di
Pekanbaru. Alasan Kabupaten Natuna
menolak gabung dengan provinsi baru adalah
adanya potensi kehilangan pendapatan dari
gas bumi sebesar 112 milyar, sementara se-
bagai kabupaten baru (terbentuk 1999)
Natuna sangat butuh uang ini untuk melaku-
kan pembangunan (Saputra,2008:77).

Analisis lain yang bernuansa etnisitas
mengenai pembentukan Provinsi Kepri dilan-
carkan oleh Carole Faucher (Erb, Sulistiyanto,
dan Faucher, 2005: 132-48). Faucher men-
yatakan bahwa “one of the original motives
supposedly behind the Kepri Province project
was the creation of a Malay province” (Erb,
Sulistiyanto, dan Faucher, 2005: 135). Inisi-
atif pembentukan provinsi baru ini mendapat
dukungan kuat dari mayoritas etnis Melayu,
terutama yang merupakan keturunan elit dari
kerajaan Riau-Lingga, yang bertolak-belakang
dengan motif yang lebih egaliter dari BP3KR
pimpinan Husrin Hood. Kelompok bangsa-
wan ini kemudian tersingkir dalam proses
perjuangan yang dilakukan oleh BP3KR terse-
but, kendati di kelompok yang lebih egaliter
ini tetap saja dimensi etnisitas cukup menon-
jol. Dimensi etnisitas ini kemudian berkelin-
dan dengan faktor-faktor geostrategis kepu-
lauan ini kemudian mendorong terbentuknya
provinsi Kepri.

Banten

Pembentukan Provinsi Banten dikukuhkan
lewat Undang-undang Nomor 23 tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten yang
ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman
Wahid (UU No. 23/2000). Saat pertama kali
dibentuk, provinsi ini terdiri atas 4 kabu-
paten (Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tan-
gerang) serta 2 kota yaitu Tangerang dan
Cilegon. Provinsi ini sebelah utara berbatasan
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dengan Laut Jawa, sebelah timur denga DKI
Jakarta dan Jawa Barat, sebelah selatan den-
gan Samudera Hindia, dan sebelah barat den-
gan Selat Sunda. Sejak niatan awal dibentuk,
terjadi perbedaan pandangan antara pihak
Jawa Barat yang menganggap Banten tidak
layak menjadi provinsi sendiri dan elit Ban-
ten yang menyatakan sebaliknya, layak
(Roham, 2018: 92). Dengan demikian, menu-
rut Rohmah, pembentukan provinsi ini
adalah buah dari konflik elit antara yang pro
terdiri atas elit-elit informal Banten, anggota
partai politik maupun DPRD kabupaten/ kota
Banten, dengan pihak yang kontra terdiri atas
gubernur Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat.
Apabila disederhanakan adalah versus antara
elit Banten melawan elit Jawa Barat. Elit Jawa
Barat terdiri atas sesepuh Siliwangi, kalangan
militer, dan tokoh masyarakat Sunda
menghendaki Jawa Barat (yang termasuk
Banten) tetap dipertahankan keutuhannya.
Partai Golkar termasuk partai politik yang
mendukung berdirinya Provinsi Banten, se-
bagai kepentingan pragmatis mencari suara
di wilayah Banten.

Sama seperti kasus Kepri, dalam kasus
Banten faktor sosiologis juga ikut menentu-
kan yaitu adanya perbedaan antara urang
Sunda dengan urang Banten (Rohmah, 2018:
98). Masalah ini berhembus akibat adanya
semacam diskriminasi jabatan publik antara
kedua etnis tersebut, yang diajukan oleh
adanya dominasi kalangan Priyangan terha-
dap Banten. Jabatan-jabatan puncak selalu
diduduki oleh kalangan Priyangan sementara
Banten dilapis-lapis bawahnya. Juga dari fak-
tor sejarah yaitu Banten pernah menjadi
kerajaan mandiri, lepas dari Kerajaan Sunda,
kendati dari sudut pandang Jawa Barat, kera-
jaan Banten adalah kelanjutan dari Kerajaan
Sunda: Banten tidak berkonotasi etnik me-
lainkan hanya teritorial saja. Secara struk-
tural, Banten merasa mengalami kemiskinan
struktural dengan mana pembangunan eko-
nomi di wilayah Banten dianggap lebih terbe-
lakang ketimbang aneka wilayah lain di Jawa
Barat (Rohmah, 2018: 99).
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Cara pandang lain berdirinya Provinsi Ban-
ten diajukan Yaya Mulyana yang diajukannya
sebelum provinsi ini secara resmi diku-
kuhkan oleh undang-undang (Mulyana,
2001: 61-90). Dalam analisisnya mengenai
gerakan sosial masyarakat Banten, Mulyana
menyebut bahwa ‘“keinginan masyarakat
Banten untuk mempunyai otonomi pemerin-
tahan sendiri bukan hanya mengikuti euforia
kebebasan yang didorong oleh gerakan refor-
masi yang bersifat emosional semata, me-
lainkan aspirasi ini telah bergulir sejak lama
dan berdasarkan pertimbangan yang ra-
sional” (Mulyana, 2001: 86). Mirip dengan
provinsi Bangka Belitung, hasrat Banten un-
tuk mandiri sekurangnya telah dilakukan se-
jak 1953 dan mengalami pasang surut. Muly-
anan bahkan menyebut bahwa berdirinya
Provinsi Banten adalah Kebangkitan Banten
kedua, setelah yang pertama terjadi dalam
fase transisi Hinduisme ke Islamisme zaman
kesultanan Banten. Alasan Banten menjadi
provinsi mandiri adalah kompleks, meliputi
alasan sosio-kultural, historis, ekonomi,
politik, dan teknis, dan berdirinya Banten se-
bagai provinsi mandiri, lepas dari Jawa Barat,
adalah suatu prasyarat untuk kemajuan Ban-
ten. Menyitir pendapat H. Chasan Shochib,
Mulyana menulis bahwa “masyarakat Banten
[setelah berdirinya provinsi] seperti baru
meraih “kemerdekaan” kembali setelah se-
kian lama sejak jatuhnya kesultanan Banten
terus menerus terpuruk dalam berbagai pe-
riode penjajahan baik oleh Belanda, Jepang,
maupuan “penjajahan” Priangan” (Mulyana,
2001:87).

Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ber-
diri secara resmi lewat Undang-undang No-
mor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara tanggal 16 Novem-

ber 2012 yang ditandatangani Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (UU No.
20/2012). Saat pertama kali dibentuk,

provinsi ini
(Bulungan, Malinau,

terdir atas 4 kabupaten
Nunukan, dan Tana

Tidung) serta 1 kota (Tarakan). Sebelah utara
berbatasan dengan negara bagian Sabah ma-
laysia, sebelah timur dengan Laut Sulawesi,
sebelah selatan dengan sejumlah kabupaten
di Kalimantan Timur (Kutai Barat, Kutai
Timur, Kutai Kertanegara, dan Berau) dan
sebelah barat dengan negara bagian Sarawak
malaysia.

Mirip dengan Banten, dahulunya Kaliman-
tan Utara adalah wilayah Kesultanan Bulun-
gan, dengan rajanya yang terakhir Sultan
Maulana Muhammad Djalalluddin yang me-
merintah 1931 — 1958 (kaltaraprov.go.id).
Kesultanan ini sepakat bergabung dengan In-
donesia lewat Konvensi Malinau 7 Agustus
1949, konvensi yang dihadiri raja-raja
nusantara. Tahun 1949 wilayah ini menerima
status Wilayah Swapraja Bulungan, lalu
Daerah Istimewa Bulungan berdasarkan Un-
dang-undang Nomor 25 tahun 1956, hingga
akhirnya berstatus sebagai daerah ‘biasa”
lewat Undang-undang Nomor 27 tahun 1959
(kaltimtribunnews.com, 2019). Tahun 1982
wilayah ini terus berkembang sehingga
diperlukan 2 pembantu bupati untuk pengad-
ministrasiannya yaitu Pembantu Bupati Bu-
lungan Wilayah Pantai (berkedudukan di
Nunukan) dan Pembantu Bupati Bulungan
Wilayah Tana Tidung (berkedudukan di Mali-
nau). Tahun 1997 dibentuk sebuah wilayah
administrasi baru bernama Kotamadya Tara-
kan lewat Undang-undang Nomor 29 tahun
1997. Pasca transisi politik 1999 status dua
pembantu bupati menjadi tidak jelas se-
hingga Bupati Bulungan saat itu (R.A. Bessing,
didukung DPRD Bulungan dan Pemprov Kal-
tim) berjuang meningkatkan status 2 wilayah
kerja pembantu bupati menjadi 2 daerah
otonom. Tahun 2000 Kabupaten Bulungan
mekar menjadi Kabupaten Nunukan, Malinau,
Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Wilayahnya
yang di garis luar, terdiri atas aneka pulau,
membuat kawasan Kalimantan Utara ini
tertinggal dalam pembangunan infrastruktur,
pendidikan, dan kemasyarakatan ketimbang
wilayah lain di Indonesia
(disperindagkop .kaltaraprov.go.id).



Proses resmi pembentukan Kaltara seba-
gai provinsi otonom sekurangnya dimulai se-
jak tahun 2000 dan secara geostrategis
provinsi ini memiliki signifikansi setelah
lepasnya Pulau Sebatik milik Indonesia
kepada Malaysia akibat tidak terurus. Secara
geostrategis Kaltara berbatasan langsung
dengan dua negara bagian Malaysia yaitu Sa-
bah dan Serawak. Perhatian pemerintah
pusat oleh sebab itu lebih tertuju pada
pendekatan keamanan perbatasan ketimbang
unsur demografinya. Sebagai akibat hal ini
maka banyak penduduk Indonesia di Kaltara
(utara Kaltim) yang mencari nafkah di Malay-
sia (Sabah-Serawak) ketimbang di negeri
sendiri dengan alasan perhatian pemerintah
yang tidak penuh. Kaltim sendiri, sebagai
provinsi asal dari Kaltara sudah sedemikian
luasnya sehingga cukup berat dalam melaku-
kan penetrasi kegiatan ekonomi di sepanjang
garis perbatasan dengan negara-negara
bagian Malaysia. Signifikansi geopolitik dan
geostrategis dalam pembentukan Provinsi
Kaltara ini juga diungkap oleh Komisi II DPR-
RI, yang meloloskan persyaratan wilayah ini
menjadi provinsi otonom karena telah me-
menuhi persyaratan PP Nomor 78 tahun
2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Otonom (Yossihara, nasionalkompas.com,
2012). Berbeda dengan kasus pembentukan
Provinsi Kepri yang terhambat sikap provinsi
lama, pembentukan Kaltara justru mendapat
penguatan dari Pemprov Kaltim sebagai
provinsi asal (Burhani, ed., antaranews.com).
Faktor utama yang mendorong penguatan
dari provinsi asal ini adalah pencapaian kese-
jahteraan dan mendekatkan pelayanan publik
pada masyarakat di kawasan Kaltim sebelah
utara.

Gorontalo

Gorontalo adalah provinsi baru berdiri
pasca 1998 lewat Undang-undang Nomor 38
tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo yang ditandatangi tanggal 22 De-
sember 2000 oleh Presiden Abdurrahman
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Wahid (UU No. 38/2000). Saat pertama kali
berdiri provinsi ini terdiri atas 2 kabupaten
(Gorontalo dan Boalemo) serta 1 kotamadya
(Gorontalo). Sebelah utara provinsi ini berba-
tasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur
dengan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah sela-
tan dengan Teluk Tomini, dan sebelah barat
dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara umum, proses pembentukan
provinsi ini berasal dari masyarakat Goron-
talo yang hendak mandiri terpisah dari Su-
lawesi Utara. Sama seperti sejumlah provinsi
lain (misalnya Banten, Maluku Utara) Goron-
talo dahulunya adalah sebuah
“konfederasi’sejumlah  kerajaan  seperti
Gorontalo, Limboto, Suwawa, Boalemo, dan
Atinggola (gorontaloprov.go.id). Kerajaan-
kerajaan tersebut menganut adat bersendikan
Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah. Ta-
hun 1824 ke-5 kerajaan tersebut berada di
bawah kekuasaan seorang asisten residen
(Belanda), tahun 1889 mengarah pada pe-
merintahan langsung (direct government),
dan tahun 1911 struktur 5 kerajaan difusikan
ke dalam 3 onder afdeling Kwandang,
Boalemo, dan Gorontalo, tahun 1922 keti-
ganya kembali dibagi menjadi 3 onder af-
deling Gorontalo, Boalemo, dan Buol
(gorontaloprov.go.id). Kemerdekaan Goron-
talo dari penjajahan terjadi tanggal 23 Januari
1942, dipelopori H. Nani Wartabone, dan
wilayah ini terus berdaulat hingga tahun
1944. Saat hari kemerdekaan Gorontalo 23
Januari 1942 tersebut dikibarkan bendera
merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia
Raya. Saat meletus PRRI-Permesta, Gorontalo
tetap menginduk pada Negara Republik Indo-
nesia dengan semboyan Sekali ke Djogdja
tetap ke Djogdja. Dengan peristiwa 24 Januari
1942 sebagai titik tolak, maka pasca transisi
politik 1998 rakyat Gorontalo yang diwakili
Nelson  Pomalinggo  (Presnas  P2GTR/
Presidium Nasional Pembentukan Provinsi
Gorontalo), Roem Kono (KP3G), dan Nazir
Moodoeto (P4GIR/Panitia Persiapan Pem-
bentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya)
selaku wakil rakyat Gorontalo (juga sejumlah
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aktivis dan mahasiswa), dengan mana pula
turut didukung oleh B. J. Habibie, Wiranto,
dan Rahmat Gobel, dirintis upaya pembentu-
kan Provinsi Gorontalo (Kimura, 2007: 71-
95).

Lepasnya Gorontalo dari Sulut untuk satu
hal cukup mirip dengan Banten, yaitu ma-
salah dominasi etnik yang telah berkembang
lama. Di Sulut, etnik Minahasa sejak era kolo-
nial lebih dominan di kawasan Sulut ketim-
bang etnis lain, dan agama mereka rata-rata
adalah Kristen. Sementara itu, di Sulut etnis
tidak hanya Minahasa, melainkan pula terda-
pat Jawa, Gorontalo, Sangir, Talaud, dan Bo-
laang-Mongondow (Ramdhani dan Subekti,
2020: 5). Seperti Banten yang merasa di-
dominasi etnis Priyangan maka Gorontalo
pun merasa didominasi etnis Minahasa. Se-
bab itu Gorontalo adalah wilayah yang multi
etnis dan multi agama, dan terkhusus pada
masalah pembangunan ekonomi, terjadi keti-
dakimbangan antara etnis Minahasa dengan
Gorontalo sebagai konsekuensi dipegangnya
kekuasaan oleh etnis Minahasa (Ramdhani
dan Subekti, 2020: 5). Namun, tidak seperti di
Poso, Sulteng, tidak terjadi eksplosi partisi-
pasi politik berdasarkan garis etnis dan
agama di sub wilayah Sulut. Marginalisasi
politik dan ekonomi ini diselesaikan secara
terlembaga oleh sejumlah elit dan partai
politik di Gorontalo, di mana isu-isu seperti
sejarah politik, marjinalisasi politik, ekonomi,
pembangunan regional, penguatan nilai bu-
daya, etnisitas, dan agama menjadi isu yang
dikelola secara cukup baik oleh elit-elit
politik di Gorontalo (Ramdhani dan Subekti,
2020:6).

Menurut data tahun 2000, komposisi etnis
di Sulawesi Utara (sebelum Gorontalo
memisah) berturut-turut dari terbesar adalah
Gorontalo 33%, Minahasa 29%, Sangir 14%,
Bolaang Mongondow 8%, Talaud 3%, Jawa
2%, dan lainnya 11% (Kimura, 2007:75). Se-
cara teritorial luas Gorontalo meliputi 44 %,
Bolaang Mongondow 31%, Minahasa 15%,
Sangir Talaud 8,25%, Kota Gorontalo 0,25%,

Kota Manado 0,5%, dan Kota Bitung 1%
(Kimura, 2007: 75). Dari kedua data di atas,
maka Gorontalo adalah etnis mayoritas relatif
setara dengan Minahasa dan secara kewilaya-
han pun cukup besar. Ini merupakan dua fak-
tor primordial yang menjadi muatan penting
dalam pemisahan Gorontalo dari Sulut. Etnis
beragama Kristen terkonsentrasi di Minahasa
dan Sangir-Talaud, sementara di selatan dan
barat Sulut berdiam etnis beragama Islam,
terkonsentrasi di Gorontalo dan Bolaang
Mongondow, sebagai hasil pengaruh dari Ke-
sultanan Ternate dan Gowa. Secara statistik
penganut Islam di Sulut (pra pemisahan)
adalah 50%, Protestan 46%, Katolik 3%,
Hindu 0,5%, Buddha 0,1%, lainnya 0,4%
(Kimura, 2007:76).

Di kawasan Sulut, dominannya etnis Mina-
hasa adalah akibat politik penjajah Belanda
yang melakukan pemberdayaan ekonomi
suatu etnis beragama Kristen dan memargin-
alisasi etnis lain yang non Kristen. Penjajah
Belanda juga memecah garis administrasi di
Sulut berdasarkan garis etnis dan agama, se-
hingga munculah Minahasa sebagai etnis
dominan kendati secara kuantitatif relatif se-
tara dengan Gorontalo. Sejak era penjajah
Belanda, etnis Minahasa selalu mendapat pri-
oritas untuk bergabung ke tentara Belanda
yaitu KNIL ketimbang etnis lainnya. Demikian
pula untuk jabatan-jabatan ambtenaar. Peri-
laku dan kebiasaan ini terus berlanjut hingga
era Indonesia merdeka, dan ini pula yang
memicu rakyat Gorontalo menyatakan ke-
merdekaannya 23 Januari 1942, di mana Nani
Watabone saat itu menyatakan,”Pada hari ini
tanggal 23 Januari 1942, kita, bangsa Indone-
sia yang berada di sini, sudah merdeka, bebas
lepas dari penjajahan bangsa manapun juga.
Bendera kita Merah Putih. Lagu kebangsaan
adalah Indonesia Raya” (Kimura, 2007: 81).
Bahkan sebelum Indonesia merdeka 17 Agus-
tus 1945, Gorontalo sudah menyatakan terle-
bih dahulu kemerdekaan bangsa Indonesia
atas nama rakyat Gorontalo. Saat Permesta
didukung oleh Minahasa, rakyat Gorontalo
justru menolaknya, dengan menyatakan ‘“we



did not recognize PRRI/ Permesta as a part of
the Unitary State of the Indonesian Republic”
dan Wartabone sendiri (deklarator kemer-
dekaan Indonesia dari Gorontalo) bergabung
dengan batalion 512 dan sebuah detasemen
dari batalion 715 Hasanuddin untuk menum-
pas Permesta di Sulut (Kimura, 2007: 82).

Namun, loyalitas rakyat Gorontalo kepada
pusat tidak tergambar dalam sirkulasi elit di
Sulut. Sejak 1961 hingga 2000 gubernur Sulut
selalu berasal dari etnis non Gorontalo, yaitu
Minahasa selalu dominan. Salah satu pemicu
hal ini adalah pembangunan ekonomi etnis
Minahasa selalu lebih maju ketimbang Goron-
talo sehingga muncul idiom bahwa Gorontalo
serupa dengan anak tiri di Sulut (Kimura,
2007: 84). Prakondisi sirkulasi elit, pemban-
gunan ekonomi, dan andil dalam sejarah ke-
merdekaan Indonesia inilah yang membuat
pembentukan Provinsi Gorontalo menjadi
signifikan dan didukung oleh mayoritas
rakyat Indonesia di Gorontalo. Sehingga pada
tanggal 23 Januari 2000 bertempat di stadion
lokal Kota Gorontalo, berkumpul 30 ribu
orang Gorontalo dari aneka wilayah Indone-
sia untuk merayakan hari patriotik 23 Janu-
ari 1942. Acara tersebut diisi dengan penai-
kan bendera merah putih, nyanyian lagu In-
donesia Raya, dan pidato oleh wakil-wakil
rakyat Indonesia asal Gorontalo.

Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk ber-
dasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun
2004 tentang Pembentukan Provinsi Su-
lawesi Barat (Sulbar) yang ditandatangani
pada tanggal 5 Oktober 2004 oleh Presiden
Megawati Soekarnoputri (UU No. 26/2004).
Saat pertama kali dibentuk, provinsi ini
memisah dari Provinsi Sulawesi Selatan
(Sulsel) dengan 5 kabupaten yaitu Mamuju
Utara, Mamuju, Mamasa, Polewali Mamasa,
dan Majene. Sulbar sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Donggala Provinsi Su-
lawesi Tengah, sebelah timur dengan Kabu-
paten Donggala (Provinsi Sulteng) dan sejum-
lah kabupaten Sulsel (Luwu Utara, Tana
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Toraja, dan Pinrang). Sebelah selatan berba-
tasan dengan Kabupaten Pinrang (Sulsel) dan
Teluk Mandar), dan sebelah barat dengan Se-
lat Makassar dan Kabupaten Pasir (Provinsi
Kalimantan Timur).

Secara historis, usulan pembentukan Sul-
bar sebagai provinsi mandiri pernah terjadi
tahun 1960 dalam mana pada saat itu di Pu-
lau Sulawesi baru ada 3 provinsi yaitu Su-
lawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Su-
lawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 pe-
mekaran provinsi yang disetujui adalah Su-
lawesi Tenggara, sementara Sulbar ditolak
pemerintah pusat (indonesia.go.id). Etnis
dominan di Sulbar adalah Mandar 49,15%,
Toraja 13,95%, Bugis 10,79%, Jawa 5,38%,
Makassar 1,59%, dan lainnya 19,15%
(Kominfo, berita.sulbarprov.go.id). Semboyan
etnis Mandar yaitu Allamungan Batu di Luyo
mengikat Mandar dalam perserikatan Pitu
Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu ke
dalam muktamar yang melahirkan semangat
Sipamandar (saling memperkuat) untuk
bekerja sama membangun Mandar (Kominfo,
berita.sulbarprov.go.id). Dari petikan unsur
tradisi ini dapat dikatakan bahwa pada satu
sisi bangunan provinsi Sulbar mirip dengan
Gorontalo yaitu adanya semangat suatu etnis
di sana. Rumusan-rumusan ini sekurangnya
sudah ditampakkan tahun 1960 manakala
usulan dibentuknya Sulbar sebagai provinsi
mandiri disampaikan ke pemerintah pusat,
tokoh-tokoh Mandar seperti H. A. Depu, Abd.
Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik,
Baharuddin Lopa, dan Abd. Rauf.

Perjuangan mendirikan provinsi otonom
tersebut awalnya Provinsi Mandar, tetapi ke-
mudian diubah tahun 1961 menjadi Sulawesi
Barat di rumah H. A. Depu di JI. Sawerigading
No. 2 Makassar dan dideklarasikan di
Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin
Makassar. Selama Orde Baru perjuangan ini
diteruskan tetapi terus menemui jalan buntu.
Hingga pasca transisi politik 1998, pendirian
Sulbar mendapat momentum politiknya. Di
antara inisiator awal, yang masih hidup han-
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yalah H. A. Malik, kendati beliau wafat sebe-
lum Sulbar resmi berdiri. Pendirian Sulbar
mendapat dukungan dari bupati dan DPRD
Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polman. Se-
rupa pula dengan Gorontalo, dahulunya Sul-
bar adalah kesatuan dari sejumlah wilayah
hukum adat yang dikenal dengan Pitu
Bagbana Binanga yaitu Balanipa, Binuang,
Sendana, Banggae/Majene, Pamboang, Ma-
muju, dan Tappalang (Kominfo,
berita.sulbarprov.go.id).

Juga mirip dengan Gorontalo, masalah
pembangunan ekonomi yang berkelindang
dengan unsur etnis terjadi di Sulbar. Jaraknya
yang jauh dari pusat administrasi Sulsel
(Makassar) membuat penetrasi pemerintah
daerah agak kurang kepada kalangan Mandar
di wilayah Sulbar. Juga kondisi geografis Sul-
bar yang khas yaitu bergunung-gunung,
prasarana jalan yang buruk, struktur etnis
Mandar yang lebih egaliter (berbeda dengan
Bugis di Sulsel yang lebih hirarkis) pada ta-
hun 1960an mendorong peningkatan seman-
gat untuk mewujudkan sebuah provinsi yang
mandiri. Tahun 1960an tersebut, Baharudin
Lopa (saat itu masih muda dan mewakili in-
telektual muda Mandar) menerbitkan Risalah
Demokrasi yang menyatakan ketidaksetu-
juannya atas sejumlah kebijakan pemerintah
pusat dan Sulsel.

Prajudi bahkan menganalisis bahwa upaya
pembentukan Sulbar sebagai sebuah provinsi
mandiri telah berlangsung sejak 1948 yaitu
dengan dibentuknya Badan pemufakatan Na-
sional (Bapnas) yang mendeklarasikan ter-
bentuknya keresidenan Sulawesi Barat den-
gan Mandar sebagai etnis mayoritasnya
(Prajudi, 2011: 774-5). Tahun 1950 dibentuk
formatur Pembentukan Pemerintah Darurat
Republik Indonesia Residen Sulawesi Barat
yang mandatnya diberikan oleh Mr. Asaat
(acting Presiden RI), Dr. Halim (Perdana
Menteri), dan Mr. Sutanto Tirtoprodjo
(Menteri Dalam Negeri). Pada proses selan-
jutnya berhadapan antara para anggota DPRD
di teritorial Mandar dengan pihak Sulawesi

Selatan. Ini merupakan puncak gunung es
karena elit-elit di teritori Mandar saling
bekerja sama satu sama lain dan terdiri atas
elit formal pemerintahan yang pernah menja-
bat di Sulsel, elit lokal karismatis (termasuk
ke dalamnya kalangan akademisi), dan elit
yang terlibat dalam pembuatan keputusan
secara institusional.

Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara (Malut) merupakan
mekaran dari Provinsi Maluku, dibentuk ber-
dasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun
1999 yang ditandatangani tanggal 4 Oktober
1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf
Habibie (UU No. 46/1999). Saat pertama kali
dibentuk, Malut terdiri atas 2 kabupaten
(Maluku Utara dan Halmahera Tengah) dan 1
kota (Ternate). Sebelah utara Malut berbata-
san dengan Samudera Pasifik, sebelah timur
dengan Laut Halmahera, sebelah selatan den-
gan Laut Seram, dan sebelah barat dengan
Laut Maluku. Malut termasuk salah satu pro-
pinsi yang paling awal terbentuk pasca tran-
sisi politik 1998.

Secara kesejarahan, Malut dahulunya
adalah wilayah 4 kesultanan yaitu Jailolo, Ba-
can, Tidore, dan Ternate (Pieris, 2004: 149).
Dari 4 kesultanan ini, Ternate dan Tidore
memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan mili-
ter yang relatif berimbang (Amal, 11). Ke-4
kesultanan ini tentu saja mayoritas beragama
Islam, berbeda dengan wilayah Maluku sebe-
lah selatan yang kuat cengkeraman penjajah
Belanda sehingga umat Kristen dominan di
sana. Di masa lalu pun Malut adalah konfed-
erasi yang dikenal sebagai Moloku Kie Raha,
yang terdiri atas ke-4 kesultanan tersebut,
dengan Ternate sebagai dominator dengan
Tidore sebagai kompetitornya.

Upaya pembentukan Malut sebagai
provinsi mandiri sekurangnya telah diupaya-
kan sejak 19 September 1957, saat DPRD per-
alihan saat itu mengeluarkan keputusan
membentuk Malut sebagai provinsi mandiri
dalam rangka merebut Irian Barat, tetapi ter-



henti setelah meletus peristiwa Permesta
(Kandhani, bosscha.d, 2019). Tahun 1963
sejumlah elit partai politik dari Partindo, PSII,
NU, Partai Katolik, dan Parkindo melanjutkan
upaya mendesak DPRGR membentuk
provinsi Malut (Kandhani, bosscha.id., 2019).
Keluarlah resolusi No. 4/ DPRD-GR-1964 yang
mendukung pendirian provinsi Malut. Upaya
ini lalu terhenti setelah terjadi peralihan ke-
kuasaan dari Sukarno ke Soeharto, dan Malut
sendiri sekadar sebuah wilayah di dalam
bingkai Provinsi Maluku dan terjemahkan ke
dalam 2 kabupaten (Maluku Utara dan Hal-
mahera Tengah) serta kota administratif Ter-
nate. Dalam semangat otonomi daerah 1999,
upaya pembentukan Provinsi Malut dilanjut-
kan oleh B.J. Habibie untuk melakukan perce-
patan pembangunan di kawasan Maluku se-
belah utara.

Dalam aras lokal, rencana pembentukan
provinsi Malut sekurangnya disuarakan oleh
Syaiful Bachri Ruray yang pula didukung oleh
Bahar Andili, Bupati Halmahera saat itu (Safi,
2017: 38). Rencana yang bukan hal baru
tersebut terus bergulir hingga ditandatangan-
inya undang-undang pembentukan provinsi
baru tersebut oleh Habibie. Namun, Sultan
Ternate kurang berkenan dengan nama
Maluku Utara dan lebih condong pada nama
Moloku Kie Raha. Elit-elit di Malut kemudia
berkumpul di sekeliling elit tradisional, di
sekeliling Sultan Ternate, lainnya di kelom-
pok yang menentangnya, termasuk elit pen-
datang dan Tidore. Pihak pemerintah didu-
kung mayoritas masyarakat Maluku Utara,
berikut kalangan elit seperti Bahar Andili, Ab-
dullah Assagaf, Thaib Armays, dan sejumlah
elit lokal termasuk Sultan Tidore. Pada pihak
lain Sultan Ternate didukung oleh Dewan
Adat Ternate, Jailolo, dan Kao. Dengan
demikian, kendati provinsi ini berhasil diben-
tuk tetapi kohesi elit di kawasan tersebut be-
lum lagi selesai. Konflik antara elit inilah yang
kemudian mendorong terjadinya kerusuhan
di Maluku Utara, selain tentunya keterlibatan
perusahaan asing asal Australia yang melaku-
kan penambangan emas di Malifut.
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Papua Barat

Provinsi Papua Barat adalah lepasan dari
provinsi Irian Jaya yang dibentuk berdasar-
kan Undang-undang Nomor 45 tahun 1999
yang ditandatangani oleh Presiden Bacharud-
din Jusuf Habibie tanggal 4 Oktober 1999 (UU
No. 45/1999). Saat pertama kali terbentuk,
provinsi ini terdiri atas 3 kabupaten (Sorong,
Manokwari, dan Fak-Fak) serta 1 kota
(Sorong). Sebelah utara propinsi ini berbata-
san dengan Samudra Pasifik, sebelah timur
dengan Irian Jaya Tengah (Kabupaten Nabire
dan Mimika) dan Teluk Cendrawasih, sebelah
selatan dengan Laut Arafuru, dan sebelah
barat dengan Laut Seram dan Laut Hal-
mahera.

Romli menjelaskan bahwa pemekaran
Papua Barat membuka transparansi adanya
pembelahan elit, baik di tingkat pusat mau-
pun daerah (Romli, 2006: 25-41). Pihak yang
lebih bersikeras untuk memekarkan Papua
menjadi Papua Barat adalah Pemerintah

Pusat, sedangkan Pemerintah  Daerah
Provinsi Papua tidak menegaskan hal serupa
(Romli, 2006: 26). Dengan demikian,

mekarnya provinsi ini lalu ditandai oleh kon-
flik horizontal antara kelompok pro dan kon-
tra pemekaran. Freddy Number, gubernur
Irian Jaya, tahun 1999 mengusulkan pe-
mekaran Provinsi Irian Jaya menjadi 3
wilayah provinsi yaitu Irian Jaya Barat
(Ibukota Manokwari), Irian Jaya Tengah
(Ibukota Timika), dan Irian Jaya Timur den-
gan Ibukota Jayapura. Dasar pikir pemerintah
pusat dalam memekarkan Papua Barat adalah
pesatnya pembangunan di Irian Jaya, be-
sarnya potensi sumber daya alam, dan pem-
berian kesempatan pada putra asli Papua un-
tuk membangun daerahnya. Sebab itu, UU No.
45/ 1999 lahir dari kepentingan pemerintah
pusat, bukan daerah, karena justru amanat
yang disampaikan di dalam UU No. 45/1999
ditolak oleh DPRD Papua, khususnya men-
genai Dekrit Presiden No. 327/1999 tanggal
12 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa
Presiden mengangkat Herman Monim dan
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Abraham Oktavianus Atururi masing-masing
sebagai gubernur Irian Jaya Tengah dan Irian
Jaya Barat. Penolakan ini tersemat lewat SK
DPRD Provinsi Irian Jaya No. 11/ DPRD/ 1999
tanggal 16 Oktober 1999 yang menolak pe-
mekaran Irian Jaya (Romli, 2007: 29).

PENUTUP

Sifat pemekaran provinsi di Indonesia pal-
ing tidak sebatas territorial reform berkate-
gori proliferation dalam arti provinsi-provinsi
induk dimekarkan menjadi sejumlah provinsi
baru. Provinsi-provinsi yang memecah terse-
but adalah Sumatera Selatan menjadi Su-
matera Selatan dan Kepulauan Bangka Beli-
tung, Riau menjadi Riau dan Kepulauan Riau,
Jawa Barat menjadi Jawa Barat dan Banten,
Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara, Sulawesi Utara men-
jadi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sulawesi
Selatan menjadi Sulawesi Selatan dan Su-
lawesi Barat, Maluku menjadi Maluku dan
Maluku Utara, Papua menjadi Papua dan
Papua Barat.

Secara umum, pemekaran ke-8 provinsi
tersebut merupakan hal yang terlihat ur-
gensinya, yaitu memecah konsentrasi pem-
bangunan dari wilayah-wilayah yang tadinya
luas dan berbeda karakteristik ke dalam
provinsi baru dengan mana konsentrasi lebih
penuh dalam pembangunan ekonomi dapat
dilakukan. Ini misalnya terjadi atas ke-8
provinsi tanpa terkecuali. Selain masalah
geografi wilayah, masalah lain yang terlihat
adalah masalah etnisitas yang mengemuka di
Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan
Riau, dan untuk derajat tertentu di Banten. Di
seluruh wilayah provinsi baru, kecuali Papua
Barat, inisiatif pembentukan provinsi baru
relatif berasal dari daerah, yang merupakan
kelindan antara elit daerah, etnis, dan untuk
sejumlah kasus (Maluku Utara dan Goron-
talo) adalah masalah agama turut memberi
warna. Terlepas dari masalah etnis dan
agama, secara umum pula dapat dinyatakan
bahwa tujuan pokok dari pemekaran provinsi
tersebut adalah upaya melakukan penajaman

pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan
rakyat daerah.
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